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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perumahan adalah suatu kebutuhan primer bagi setiap orang, akan tetapi 

dewasa ini seiring dengan perkembangan umat manusia yang terus bertambah 

setiap harinya sedangkan lahan untuk perumahan semakin berkurang 

menyebabkan masalah perumahan menjadi suatu masalah yang dihadapi baik oleh 

pemerintah maupun bagi masyarakatnya. Hal lain yang ikut menyebabkan 

masalah perumahan menjadi masalah ialah kebutuhan perumahan dan pemukiman 

yang sangat terbatas pada satu sisi dan pada sisi lain konsentrasi penduduk yang 

setiap hari bertambah ke kota, akibatnya teijadi penumpukan tanah-tanah pada 

orang-orang tertentu sehingga masyarakat lain tidak memiliki tanah yang 

memadai untuk membangun perumahan dan pemukiman. Untuk mengatasi hal 

tersebut pemerintah terpaksa mendirikan perumahan yang bersifat vertikal atau 

bersusun.

Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan 

masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama didaerah perkotaan yang 

jumlahnya terus meningkat, karena pembangunan rumah susun dapat mengurangi 

penggunaan tanah dan membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega. 1

Bila dipandang dari sudut riwayat rumah susun dari awal mulanya, maka 

kenyataan membuktikan bahwa sistem rumah susun sudah lama sekali dikenal 

orang, namun pengaturannya secara yuridis-formal pada waktu itu sangatlah 

sederhana atau bahkan mungkin sama sekali tidak ada. Sebagai contoh misalnya 

saja sistem rumah susun yang sudah diterapkan oleh bangsa dravida yang 

berwilayah didaerah dataran tinggi dekhan dan sekitarnya, dari reruntuhan kota

1 Arie S. Hutagalung, Condominium dan Permasalahannya edisi Revisi, cet .1, ( Jakarta : 
Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal 2.
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serta fosil-fosil mereka yang diketem ukan kem udian para ahli sejarah dan 

budayaw an berpendapat bahwa bangsa Dravida ini sudah memiliki tingkat 

peradaban yang tinggi. Salah satu buktinya adalah kota M ohenjo Daro dan 

Harapa, kedua kota ini benar-benar dibangun dengan sistem  pem bangunan yang 

teratur. Salah satu wujud dari sistem pem ukim an penduduknya yang tertata 

dengan baik itu adalah pembangunan gedung-gedung bertingkat yang menjadi 

tem pat tinggal bersama warga di M ohenjo Daro dan H arapa tersebut, m eskipun 

tingkat yang dimiliki oleh gedung tersebut paling-paling hanya dua buah dan 

bentuknyapun masih sangat sederhana. Selanjutnya sejarah m em buktikan bahwa 

rumah susun kian berkembang seiring dengan kian m ajunya pem bangunan 

t,edung-gedung bertingkat di kelima benua di benua ini, terutam a Eropa dan 

Am erika yang sudah mengalaminya sejak dini atau jauh  lebih dahulu daripada 

ketiga benua lainnya yang baru kem udian dan m enyusul pula term asuk N egara 

kita didalamnya

Dl Ind°nesia permasalahan mengenai perum ahan d ia tu r oleh pem erintah, 

sebagaimana ternyata dalam Alinea ke-4 U ndang-U ndang D asar 1945 dim ana 

satu tujuan Negara adaiah m em ajukan kesejahteraan um um , yang  term asuk 

8 memberikan kehidupan, \ayak bagi warga negaranya dim ulai dengan 

memberikan perumahan yang layak. Sampai saat ini banyak upaya yang telah 

dilakukan pem erintah untuk memenuhi kebutuhan perum ahan yang layak bagi 

m asyarakatnya, yaitu melalui kredit pem ilikan kapling siap bangun dan kredit 

P m ilikan rumah Salah satu kebijakan pem erintah lainnya dalam  m engatasi 

asalah perum ahan dan pem ukiman terutama didaerah daerah yang berpenduduk 

P dat dan  tersedianya lahan tanah yang sangat terbatas adalah adalah dengan ja lan  

m elaksanakan pem bangunan perumahan menurut sistem  rum ah susun. Landasan 

yang dijadikan dasar pem bangunan perum ahan system  rum ah susun tersebut 

dalah U ndang-U ndang N o 16 tahun 1985, lem baran N egara republik Indonesia 

hun 1985 N om or 75 yang lebih dikenal dengan istilah Undang-Undang Rum ah 

atau disingkat UURS, serta Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan 

nerin tah  N om or 4 tahun 1988, Lem baran N egara Republik Indonesia tahun 

1988 N om or.7.
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Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang 

rumah susun, Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun 

dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan 

secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan 

yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk 

tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah 

bersama.

Dalam peraturan perundang-undangan ini diatur mengenai aspek hukum 

dari pembangunan rumah susun seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 

pembangunan rumah susun, prosedur pemisahan hak atas satuan-satuan rumah 

susun, cara pemilikan, peralihan dan pembebanan hak milik atas satuan rumah 

susun sampai dengan penghunian dan pengelolaan rumah susun dan hapusnya 

hak milik atas satuan rumah susun..seperti misalnya bahwa Undang-Undang 

tersebut menyatakan bahwa pembangunan rumah susun harus memenuhi 

persyaratan teknis dan administratif yang kemudian diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1988 tentang rumah susun, yaitu sebagai berikut

1. Persyaratan Teknis.

a. Persyaratan teknis untuk ruangan.

b. Persyaratan untuk struktur, komponen dan bahan bangunan.

c. Kelengkapan rumah susun.

d. Syarat untuk satuan rumah susun

e. Bagian bersama dan benda bersama.

f. Lokasi rumah susun

g. Kepadatan dan tata letak bangunan

h. Prasarana lingkungan.

i. Fasilitas lingkungan.

2. Persyaratan Administratif

yang mana mengenai penjelasan tentang persyaratan tersebut baik persyaratan 

teknis maupun persyaratan administratif tersebut akan diuraikan lebih lanjut di 

bab kedua.

Dewasa ini rumah susun telah diminati oleh semua golongan masyarakat, 

baik masyarakat yang berpenghasilan rendah maupun masyarakat yang
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berpendapatan menengah keatas. Terlepas dari tujuan pem bangunan rum ah susun 

untuk golongan m asyarakat yang berpenghasilan rendah atau yang berpenghasilan 

m enengah keatas, pem bangunan rumah susun juga m erupakan suatu strategi 

pem anfaatan tanah terutama daerah perkotaan.

Sesuai dengan peruntukannya yaitu rum ah susun dibangun sesuai dengan 

tingkat keperluan untuk masyarakat banyak dan sesuai dengan bentuknya yaitu 

dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersam a, hal 

tersebut m enyebabkan mungkinnya timbul perm asalahan antara sesam a penghuni 

rumah susun. M asing-masing pem ilik atau penghuni satuan rum ah susun tidak 

m engetahui apa yang menjadi kewajiban dan hak-hak nya dalam  tinggal bersama 

dalam rum ah susun tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 U ndang-U ndang N om or 16 tahun 

1985, maka rumah susun sebagai tempat hunian yang bersifat heterogen, baik dari 

segi agam a, suku dan ras, sehingga w ajar kalau penghuni m em bentuk wadah 

sebagai organisasi orang-orang yang tinggal di rum ah susun tersebut. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 19 yang m enyatakan bahw a penghuni rum ah susun 

u a jib  membentuk perhimpunan penghuni. Pem bentukan perhim punan penghuni 

mi harus disesuaikan dengan luas lingkup rum ah susun, yang m asih terikat dengan 

adanya hak bersama atas benda bersama dan tanah bersam a. Jika dalam  suatu 

lingkungan tanah bersama terdapat beberapa rum ah susun, m aka pada m asing- 

masing rumah susun dapat dim ungkinkan dibentuk perhim punan penghuni yang, 

berstatus badan hukum.

Perhim punan penghuni diberi kedudukan sebagai w adah hukum  

berdasarkan undang-undang. Perhim punan penghuni berkew ajiban untuk 

m engurus kepentingan bersama para pem ilik dan penghuni yang bersangkutan 

dengan pem ilikan dan penghuniannya. Perhim punan penghuni dapat m em bentuk 

atau m enunjuk badan pengelola yang bertugas untuk m enyelenggarakan 

p ngelolaan yang meliputi pengawasan terhadap penggunaan bagi bersam a, benda 

rsam a, tanah bersam a dan pem eliharaan serta perbaikannya.

A tas dasar hal tersebut, tidak terkecuali bagi para penghuni satuan rum ah 

un hunian tam an Kemayoran condom inium yang berdasarkan U ndang-U ndang 

Rum ah susun tersebut membentuk Perhim punan Penghuni Satuan R um ah Susun
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Hunian. Namun didalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan- 

permasalahan berkaitan dengan penghunian dan pengelolaan rumah susun 

tersebut. Hubungan-hubungan hukum tersebut meliputi

a. hubungan hukum antara pengembang dengan para penghuni;

b. Hubungan hukum antara penghuni / anggota perhimpunan ;

c. Hubungan antara penghuni / anggota perhimpunan dengan pengurus 

perhimpunan;

d. Hubungan antara pengurus perhimpunan dengan badan pengelola ;

e. Hubungan antara badan pengelola dengan penghuni.

Sekarang ini banyak sekali rumah susun yang sudah dibangun yang 

penjualan spacenya cukup laris. Bahkan sampai begitu banyak peminatnya, calon 

pembeli sudah antri meskipun rumah susun yang akan mereka beli tersebut masih 

belum dibangun. Dalam rangka pemasarannya developer telah berhasil dengan 

memanfaatkan berbagai media periklanan dengan iklan-iklannya yang menawan 

dan hasilnya cukup memuaskan developer, sehingga ada rumah susun yang sudah 

“sold out” meskipun lokasinya masih kosong dan belum dibangun, bahkan ada 

lokasi yang belum dilakukan pembebasan tanahnya.2

Praktek jual beli tersebut seringkali disebut atau dikenal dengan istilah 

pre-project selling dan seringkali menimbulkan permasalahan hukum dalam 

hubungan antara pengembang dengan pemilik satuan rumah susun adalah dalam 

hal berpindahnya kepemilikan. Seringkali praktek jual beli satuan rumah susun 

yang masih dalam tahap pembangunan atau bahkan yang telah jadi sekalipun 

dilakukan dengan jalan peijanjian pengikatan jual beli antara pengembang dengan 

calon pembeli, yang biasanya tidak dilanjutkan keproses pembuatan akta jual beli 

dihadapan pejabat yang berwenang. Pada dasarnya pembuatan perjanjian 

pengikatan jual beli yang tidak dilanjutkan keproses pembuatan akta jual beli 

dapat menimbulkan masalah apabila teijadi persengketaan dikemudian hari, 

dikarenakan peijanjian pengikatan jual beli bukan dasar berpindahnya suatu hak,

1 Sujipto, Potensi Konflik dan Penyelesaian Perselisihan dalam pengelolaan Apartemen /  
perkantoran /  Ritel, (Media notariat 43 , april 1999), hal 55-57.

2 Prof Arie S Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi, ( 
Depok : Penerbit FHUI, 1999), ha! 160.
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akan tetapi dewasa ini kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual bel. seringkali 

disam akan dengan kekuatan hukum akta jual beli

Hal .ersebut dapa. dilihat dalam kasus 1 erdata No . 

377/PDT G/2007/PN.JKT.PST antara Perhimpunan Penghuni Rumah 

Hunian Taman Kemayoran Condominium ( PPRS TKC ) dengan PT Adh.phutra

sebagai developer Rumah Susun Hunian Taman Kemayoran
iv»rwenane mengelola segala sesuatu dim ana PPRS TK C selaku pengurus m erasa b e n  g

menyangkut rumah susun .aman kemayoran termasuk pembayaran fas, . 

Rumah susun tersebut menggugat PT. Adhiputra selaku developer yang d.angg 

sebagai pemilik 33 satuan rumah susun untuk melakukan pembayaran fas,1 „as 

yang tenunggak selama beberapa tahun. Bantahan yang T J ' " " ”

untuk gugatan tersebut adalah bahwa didalam  anggaran dasai
lola vane harus dibentuk sebagai

berw enang melakukan pem ungutan adalah penge
„„inla belum  dilakukan, sehingga badan hukum, dim ana hal pem bentukan pengelola belun

a cnmva tidak berw enang m elakukan PPRS TKC berdasarkan anggaran dasarnya tiaa
* .*ro bukanlah pemilik d an  33 satuan pemungutan tersebut, selain itu PT.Adhipu

i i w  ^  satuan rum ah susun tersebut telahrum ah susun tersebut, dikarenakan k e -J3 saiu«
, • jp n M ti A kta pengikatan jual belt,berpindah kepem ilikannya ke pihak ketiga 8

, , .. . . PPr , c T « x  ditujukan kepada pihak ketiga.
dengan dem ikian seharusnya gugatan PctsS»

v c- ura ik a n  diatas m aka penulis B erdasarkan hal-hal yang telah penulis o t t tT A o
berminat mengangkat judul ANALISA KASUS PEMBAYARAN FA

A NTARA  PERHIM PUNAN PENGH UNI RU M AH  SUSUN T E R K  

D EN GA N  PENGIKATAN JUAL BELI ANTARA  D EV ELO PER D EN G A N  

PIH A K  KETIGA.

1.2. Rumusan Permasalahan
Dari uraian diatas, dapat dikemukakan pokok pemasalahan sebaga, 

b e rik u t:

1. Bagaimanakah mekanisme dan proses pembentukan perhimpunan 

penghuni rumah susun?

2. Apa saja Fungsi, Tugas dan wewenang Perhimpunan Penghuni Rumah 

susun ditinjau dari peraturan per Undang-Undangan yang terka'
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3. Bagaimanakah Kekuatan Hukum Akta Pengikatan Jual beli antara PT. 

Adhiputra dengan pihak ketiga dihubungkan dengan Gugatan antara PPRS 

TKC dengan PT. Adhiputra?

1.3. Tujuan Penelitian.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah 

Susun Hunian hingga mendapat status hukum yang sah.

2. Untuk mengetahui sampai sejauh mana fungsi, Tugas dan wewenang 

Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun Hunian.

3. Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hukum Peijanjian Pengikatan 

Jual Beli antara PT. Adhiputra dengan pihak ketiga dihubungkan dengan 

gugatan antara Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun dengan PT. 
Adhiputra.

1.4. Metode Penelitian.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu 

penelitian, yang berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Fungsi 

metodologi dalam suatu penelitian merupakan suatu pedoman bagi ilmuwan 

dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang sedang 

ditulis.

Metodologis artinya suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode 

atau tata cara tertentu; sedangkan sistematis artinya dalam melakukan penelitian 

ada langkah-langkah atau tahapan yang diikuti ; dan konsisten berarti penelitian 

dilakukan secara taat asas.3

Sedangkan penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta 

mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian

3 Sri Mamudji, et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, ( Depok : Penerbit FHUI, 
2005), hal 2.
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dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina dan

m engem bangkan ilmu pengetahuan manusia.4
Dalam melakukan penulisan tesis ini, metode yang digunakan oleh penulis

dalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu 

p itian yang menggunakan bahan-bahan pustaka yang merupakan dasar yang 

ilmu pengetahuan digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder 

lah data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

n hukum tertier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum 

t tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam 

ilmu hukum.

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka adalat 

P g pulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah :

1 • Bahan hukum primer.
dalah dokumen yang berisi pengetahuan ilmiah atau fakta yang diketahui 

aupun tentang ide lainnya, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang 

ukum Perdata, Undang-Undang No.16 tahun 1985 tentang rum ah susun 

peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

2 - Bahan hukum sekunder.
alah dokumen yang berisi informasi yang m endukung bahan hukum 

primer, yang terdiri dari buku-buku hukum, m pkalah-makalah dan 

P ndapat-pendapat para ahli yang dapat m endukung penelitian 

pustakaan yang terkait dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tertier.

Yang termasuk dalam bahan hukum tertier adalah berupa kam us besar

bahasa Indonesia, abstrak, dan lain-lain.
ngkan sifat peneUtian yang dilakukan penulis m erupakan penelitian 

8 ifat deskriptif analisis. Sifat penelitian yang bersifat deskrip tif analisis 

juan  untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau 

8 ja la  lainnya yang juga memberikan solusi dari suatu perm asalahan.5

3. ^0I1° ^oe*canto> Pengantar Penelitian Hukum, cet-3, ( Jakarta : UI Press, 1986 ), hal

5 /bui., hai. 10.
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Untuk dapat memperoleh data yang seteliti mungkin maka diperlukan data-data 

yang seakurat mungkin.

Untuk mendapatkan data deskriptif yang juga memberikan solusi 

permasalahan, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif pada dasarnya mempunyai arti suatu penyorotan terhadap suatu masalah 

serta pemecahannya, yang banyak didasarkan pada pemahaman suatu gejala

menemukan pemecahan dari suatu permasalahan.
Berdasarkan pendekatan yang dipakai penulis, yaitu data kualitatif, 

pengolahan dan analisis data akan diolah berdasarkan pendekatan 

tersebut, yaitu dengan cara menelaah sistematis peraturan penmdang-undangan 

yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian data akan 

dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu data terseb 

dianalisis dari preposisi-preposisi umum yang kebenarannya telah diyakin. dan 

berakhir pada konklusi-konklusi yang bersifat khusus, dalam hal mi untu 

menemukan kesimpulan yang bersifat khusus yaitu menemukan j
Dalam pendekatan kualitatif, instrumen, penelitiannya adalah peneh 

sendiri. Gejala-gejala yang diteliti dipahami dan dijelaskan maknanya, makna
- ■ , , j j «| .» j nendekatan kualitatif dilihat sebagai sebuafiyang ingin diperoleh dan dikaji dalam pen

. Hinahami didalam penelitian kualitatir 
system, artinya suatu gejala yang ingin p

, , mpmDunvai komponen-komponen yang leb ih
selalu dilihat sebagai suatu hal yang me p

. v„nB lainnya saling terkait satu dengan yang
kecil, komponen yang satu dengan yang ^
lainnya secara fungsional ( saling mempengaruhi )

oenelitian hukum normatif, penulis juga Selain menggunakan metode p
, . vane mana penelitian hukum empirismenggunakan penelitian hukum empin , y
. j * rwminians dari penelitian hukum normatif,tersebut hanyalah sebagai data penunjang aar y

• /iicr»Viut sebagai penelitian lapangan yaitu suatu Penelitian hukum empins senng disebut seo<i& r
 ̂i, „pncari kebenaran ilmiah yang dilakukan dengan penelitian yang bertujuan untuk mencan Keooi

cara mencari kebenaran melalui pencarian dan pengumpulan data primer. Dalam 

mencari dam ini, penulis menggunakan ala. pengumpulan data dengan jalan 

wawancara tidak terstruktur.

. BurhmAshsh0fd,«e,»fc /W «™  «»*“"■• <,aku,a : n  Rineka Ci|,ta-2001 '•h>l
20- 21 .
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1.5. Sistematika Penulisan.
Guna mempermudah pembaca dalam mendapatkan gambaran mengenai 

tesis ini, maka dibawah ini disusun sistematika penulisan tesis sebagai b e r ik u t.

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang penulisan judul, ruang 

lingkup, pembahasan masalah, metode penelitian dan 

penulisan.sistematika 

Bab II :ANALISA GUGATAN PERHIMPUNAN PENGHUNI SATUAN 

RUMAH SUSUN KEPADA DEVELOPER TERKAIT DENGAN 

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI KEPADA PIHAK 

KETIGA.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara singkat m engen 

kedudukan rumah susun di Indonesia sampai proses terbentukny 

Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun Hunian serta fungsi, tug 

dan wewenangnya, landasan teori dan pendapat dari berbagai 

hukum.

Selanjutnya akan diuraikan mengenai tinjauan yuridis m g 

Perjanjian Pengikatan Jual beli baik dari segi kekuatan hu 

pembuktiannya, selain itu juga akan membahas mengenai kai y 

dengan kasus yang akan diangkat oleh penulis.

Selanjutnya penulis akan menganalisis kasus yang diangkat penul 

dari segi keabsahan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dik 

dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara developer dengari p\Ytf\ 

Ketiga.

B ab  m :  PENUTUP.

Dalam bab ini, sebagai penutup, penulis akan m emberikan kesimp 

dan saran-saran yang didapat dari penelitian dan penulisan mi.
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BAB II

ANALISA GUGATAN PERHIMPUNAN PENGHUNI SATUAN RUMAH 

SUSUN KEPADA DEVELOPER TERKAIT DENGAN PERJANJIAN 

PENGIKATAN JUAL BELI KEPADA PIHAK KETIGA.

2.1. Pengertian dan Prosedur Pembangunan Rumah Susun.

Apabila kita membahas mengenai rumah susun, maka tidak terlepas dari 

pembahasan mengenai condominium. Condominium menurut arti kata berasal 

dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata yaitu “con” berarti bersama-sama dan 

“dominium” yang berarti pemilikan. Dalam perkembangan selanjutnya, 

Condominium mempunyai arti sebagai suatu pemilikan bangunan yang terdiri atas 

bagian-bagian yang masing-masing merupakan suatu kesatuan yang dapat 

digunakan dan dihuni secara terpisah, serta dimiliki secara individual berikut 

bagian-bagian lain dari bangunan itu dan tanah diatas mana bangunan itu berdiri 

yang karena fungsinya digunakan bersama, dimiliki secara bersama-sama oleh 

pemilik bagian yang dimiliki secara individual tersebut diatas.8

Di Indonesia, penggunaan rumah susun digunakan dalam banyak istilah 

seperti apartemen, flat, condominium dan lain-lain, namum dalam bahasa hukum 

semuanya disebut rumah susun, karena kesemuanya mengacu kepada Undang- 

Undang No.16 tahun 1985 mengenai rumah susun

Sebelum dengan munculnya Undang-Undang No.16 tahun 1985 tentang 

rumah susun (UURS), sebenarnya telah terbit tiga peraturan yang menyatakan 

memungkinkan diterbitkannya surat tanda bukti pemilikan atas bagian-bagian dari 

bangunan atau gedung yang dipakainya, yaitu :

8 Arie S. Hutagalung, sistem Condominium Indonesia : Implikasi dan Manfaatnya Bagi 
Developer /  Property Owner, (Makalah Program Pendidikan lanjutan Ilmu Hukum Bidang 
Konsultan Hukum dan Kepengecaraan, Jakarta), hal.l.
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1. Peraturan M enteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1975 tentang 

Pendaftaran Hak atas Tanah Kepunyaan Bersama dan pemilikan Bagian- 

B agian Bangunan yang ada diatasnya serta penerbitan sertifikatnya.

2. Peraturan M enteri Dalam Negeri Nomor 4  tahun 1977  tentang 

Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran tanah mengenai Hak atas Tanah 

yang Dipunyai Bersama dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang 

Ada Diatasnya.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1983 tentang Tata Cara 

Permohonan dan Pemberian Izin Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah 

Kepunyaan Bersama yang disertai dengan Pemilikan secara Terpisah 

Bagian-Bagian pada Gedung Bertingkat.

Dari peraturan-peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, dapat 

disimpulkan bahwa Negara kita memberikan landasan hukum bagi masyarakatnya 

yang memungkinkan untuk memiliki secara individual bagian-bagian dai i 

bagunan diatas tanah yang dimiliki bersama, bahkan sebelum terbitnya Undang- 

Undang No.16 tahun 1988 tentang Rumah Susun ( UURS ).

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor. 16 tahun 1985 tentang 

Rumah susun, maka penafsiran asas pemisahan horizontal oleh M enteri Dalam 

negeri tersebut memperoleh kepastian hukum. Dalam Undang-Undang No.16 

tahun 1985 tentang Rumah Susun (UURS) secara tegas dim ungkinkan pem ilikan 

bagian-bagian gedung yang dimaksudkan secara individual dalam bentuk Hak 

M ilik atas Satuan Rumah Susun (HM-SRS). Sedangkan bagian-bagian lainnya 

yang digunakan bersama, demikian juga tanahnya, menjadi milik bersama yang 

tidak terpisah dari semua pemilik satuan rumah susun ( SRS ), yang masing 

masing merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pem ilikan SRS yang 

bersangkutan.8

Landasan hukum pembangunan Rumah Susun di Indonesia adalah sebagai

berikut:

1 • Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia  -  Sejarah Pembentukan U ndang-U ndang  
P okok A graria  -  Isi dan Pelaksanaannya Hukum Tanah N asional jilid  I, (Jakarta : D jam batan, 
1994), hal. 272-273.
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2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1988 tentang 

Rumah Susun.

3. Peraturan Badan pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1989 tentang Bentuk 

dan Tata Cara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun.

4. Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1989 tentang Bentuk 

dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertifikat Hak 

Milik ata Satuan Rumah Susun.

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 tahun 1992 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun.

6. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang 

Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.

7. Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 

1 l/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun.

8. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 

06/KPTS/BKPUN/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni 

Rumah Susun.

Sedangkan peraturan yang mengatur mengenai Rumah Susun di DKI Jakarta 

adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor.540 tahun 1990 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan

Lokasi atau lahan Atas Bidang Tanah Untuk Pembangunan Fisik Kota di 

DKI Jakarta.

2. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 tahun 1991 tentang 

Rumah Susun di DKI Jakarta.

3. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 924 tahun 1991 tentang

Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 354 tahun 1992 tentang

Petunjuk Teknis pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sederhana / 

murah bagi pemegang Surat persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi / 

Lahan ( SP3L)
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5. K eputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 640 tahun 1992 tentang

K etentuan Terhadap Pembebasan Lokasi / Lahan Tanpa Izin dari

G ubernur Kepala DKI Jakarta.

Di dalam  U ndang-Undang Nom or 16 tahun 1985  tentang Rumah Susun 

(U U R S ), yang dim aksud rumah susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun 

dalam  suatu lingkungan, yang terbagi-bagi dalam bagian-bagian yang 

distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan 

m erupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan 

secara teipisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian 

bersam a, benda bersama dan tanah bersama.

Dengan diciptakannya undang-undang No.16 tahun 1985 tentang Rumah 

Susun maka terbentuk pula dasar hukum Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, 

yang meliputi :9

1. Hak pemilikan perseorangan atas satuan-satuan rumah susun yang 

digunakan secara terpisah.

2. Hak bersama atas bagian-bagian dari bagunan rumah susun.

3. Hak bersama atas benda-benda.

4. Hak bersama atas tanah.

Yang kesemuanya merupakan satu kesatuan hak yang secara fungsional tidak

terpisahkan.

Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu 

maksud daripada bagian bersama, benda bersama dan tanah bersam a .Yang 

dimaksud dengan bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara 

Udak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan- 

satuan rumah susun. Sebagai contoh bagian bersama adalah kolom , balok, 

pondasi, dinding, lantai, atap,air, tangga ,lift, selasar, saluran-saluran, pipa-pipa^ 

jaringan-jaringan listrik, gas dan telekomunikasi. sect&ycrttfig untuk umum.

Benda a&a'ia)) bendii yang bukan merupakan bagian rum ah susun,

tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pem akaian bersama, 

sebagai contoh benda bersama adalah tanaman, bangunan,pertanaman, bangunan

9 Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Nom or 16 tahun 1985.
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sarana social, tempat ibadah, tempat bermain, tempat parker, yang sifatnya 

terp isah  dari struktur bangunan rumah susun.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanah bersama adalah sebidang tanah 

yang  d igunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang diatasnya 

berd iri rum ah susun dan ditetapkan batasnya dengan persyaratan izin bangunan.

B esarnya hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama 

tersebu t m asing-m asing didasarkan atas luas atau nilai satuan rumah susun yang 

bersangku tan , pada waktu diperoleh pemiliknya untuk pertama kali, yaitu yang 

d isebu t nilai perbandingan proposional. Nilai perbandingan proposional tersebut 

m enen tukan  juga  besarnya imbangan kewajiban masing-masing pemilik satuan 

rum ah  susun dalam membiayai pengelolaan dan pengoperasian apa yang

m erupakan  m ilik bersama diatas. Biaya pengelolaan dan pengoperasiannya 

m erupakan  beban bersama semua pemilik satuan rumah susun.

Pem bangunan rumah susun di Indonesia hanya dapat diselenggarakan

oleh:

1. Badan Usaha Milik Negara.

2. Badan Usaha Milik Daerah.

3. Koperasi.

4. Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak dibidang pembangunan 

perum ahan dan Swadaya Masyarakat.

B adan usaha milik swasta tersebut harus merupakan badan hukum

Indonesia , yang modalnya mumi nasional atau dapat merupakan usaha patungan 

den g an  m odal asing yang disesuaikan lagi dengan Undang-Undang Penanaman 

M odal.

Selain  itu, penyelenggara Pembangunan Rumah Susun (PPRS) harus 

m em enuh i syarat sebagai subjek hak atas tanah, diatas mana rumah susun yang 

bersangku tan  dibangun. Karena selain akan menjadi pemilik bagunan gedung 

y an g  dibangunnya, ia sejak sebelum rumah susun tersebut dibagun harus sudah 

m en jad i pem egang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun 

m enetapkan  bahw a rumah susun hanya dapat dibangun diatas tanah dengan status
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1. Hak Milik.
H ak m ttik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang berlaku secara turun 

m enurun yang dapat dipunyai oleh warga N egara Indonesia dan badan- 

badan hukum tertentu yang ditunjuk dalam Peraturan Pemerintah N im or 

38 tahun 1963, seperti bank pemerintah, Koperasi pertanian, Badan-badan

keagam aan dan badan-badan sosial.

2. H ak Guna Bangunan.
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri untuk jangka waktu 30 

tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun lagi.
Subjek hak guna bangunan adalah warga Negara Indonesia dan badan 

hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di

Indonesia

3. Hak Pakai.Hak Pakai. , •
Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungu

tanah yang dikuasai o,eh Negara atau tanah milik orang lain ^  mCTlb

kewenangan dan kewajiban yang ditentukan dalam keput n
„o stan dalam perjanjian dengan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwena g
. . .  ^ m e n v e w a  atau perjanjian pengelolaan

pem ilik tanah dalam perjanjian sewa m  y
h m a  25 tahun dan dapat

lanaYi. Jangka waktu hak pakai pali g
diperpanjang lagi 30 tahurv kemudian dapat diperbaharui lag..

Yang dapat mempunyai tanah dengan Hak Pakai ada

a. W arga Negara Indonesia.
Uoromnat tinegal di Indonesia.b. Warga Negara Asing yang berempat tmgg

hukum Indonesia dan
c. Badan Hukum yang didirikan menu

berkedudukan di Indonesia.
d. Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di

Hak Pakai dapat dijadikan jam inan hutang dengan lembaga Fl u

Tanah dengan hak pakai paling tepat untuk pembangunan rum ah susun,

d ika ren ak an : ,
e. Hak pakai dapat digunakan sebagai agunan berupa

Tanggungan yang merupakan hak agunan yang paling a
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f. Hak pakai mempunyai jangka waktu kepemilikan dengan waktu 

yang relatif lama.

g. Hak pakai dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan badan- 

badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia, baik yang bermodal asing, bermodal 

campuran maupun yang bermodal asing.

4. Hak Pengelolaan tanah.

Hak Pengelolaan Tanah adalah hak yang berisikan wewenang untuk :

a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah.

b. Menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan usaha sendiri.

c. Menyerahkan bagian-bagian tanah itu kepada pihak ketiga menurut 

persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah yang memegang hak 

itu yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu 

dan keuangannya dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas 

tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh 

pejabat yang berwenang.

Dalam hal rumah susun didirikan diatas hak pengelolaan, maka 

penyelenggara pembangunan rumah susun tersebut wajib menyelesaikan 

status Hak Guna Bangunan dan menentukan batas status tanah yang 

bersangkutan. Pemberian status Hak Guna Bangunan tersebut harus telah 

selesai dilaksanakan sebelum penjualan satuan rumah susun dilakukan. 

Hal tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan para calon pembeli 

satuan rumah susun.

Pembangunan mengenai rumah susun juga diatur secara rinci didalam 

Undang-Undang yang berkaitan dengan rumah susun, seperti yang diatur didalam 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun juncto 

Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun, dimana 

dijelaskan bahwa untuk membangun Rumah Susun harus dipenuhi berbagai 

macam persyaratan pembangunan baik secara teknis maupun administratif. Hal 

tersebut dikarenakan rumah susun memiliki perbedaan yang cukup mendasar 

dengan perumahan tersebut dimana rumah susun adalah bangunan bertingkat yang 

bertujuan untuk penguhunian banyak orang, oleh karena itu harus adanya syarat-
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syarat tersebut untuk menjamin, adanya kepastian keamanan, keselamatan dan 

kenyamanan penghuninya saat berada dirumah susun tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, persyaratan teknis yang harus 
dipenuhi dalam pembangunan rumah susun adalah :

a. Persyaratan teknis untuk ruangan

Yaitu semua ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari harus 

mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan udara luar dan 

pencahayaan dalam jumlah yang cukup.

b. Persyaratan untuk struktur, komponen dan bahan bangunan.

Pembangunan rumah susun harus direncanakan dan dibangun dengan struktur, 

komponen dan bahan bangunan yang memenuhi persyaratan konstruksi dan 
standar yang berlaku.

c. Kelengkapan Rumah Susun

Yaitu segala sesuatu yang berfungsi melengkapi satuan rumah susun seperti 

jaringan air bersih, listrik, gas, pembuangan air, pembuangan sampah, jaringan 

komunikasi, alat transportasi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

alat untuk keselamatan calon penghuni baik dari bencana alam ataupun 
kesalahan manusia.

d. Satuan Rumah Susun.

Syarat satuan rumah susun yang dimaksud adalah seperti misalnya ukuran 

standar yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai fungsi dan penggunaannya 

serta dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
e- Bagian dan benda bersama.

Bagian bersama yang berupa ruang untuk umum harus mempunyai ukuran 

yang memenuhi persyaratan dan diatur serta dikoordinasikan dengan benda 

bersama dengan memperhatikan keseimbangan, keserasian dan keterpaduan 

sehingga dapat menjamin keamanan dan kenikmatan bagi para penghuni 
maupun pihak lain.

f- Kepadatan dan tata letak bangunan.

Kepadatan bangunan dalam lingkungan harus dapat mencapai optimasi daya 

guna dan hasil guna tanah dengan memperhatikan keserasian dan keselamatan
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lingkungan sekitarnya. Sedangkan untuk tata letak harus menunjang kegiatan 

penghuni sehari-hari.

g. Lokasi rumah susun.

Yang dimaksud dengan lokasi adalah harus sesuai dengan peruntukan dan 

keserasian lingkungan, harus mudah dicapai oleh angkutan umum, mudah 

dijangkau oleh pelayanan jaringan air bersih dan listrik, serta memungkinkan 

berfungsinya saluran pembuangan dalam lingkunagan ke sistem jaringan 

pembuangan air hujan dan jaringan air limbah kota.

h. Prasarana dan fasilitas Lingkungan.

Sedangkan Persyaratan administratif yang dimaksud adalah mengenai :

a. Ijin Lokasi (SP3L atau Surat Persetujuan Prinsip Penggunaan Lahan dan 

SIPPT atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah )

b. Sertifikat Hak atas Tanah.

c. Fatwa Peruntukan Tanah ( advice planning ), yaitu suatu keterangan yang 

memuat lokasi yang dimaksud terhadap lingkungan sekitarnya beserta 

penjelasan mengenai peruntukan tanah dengan perincian mengenai kepadatan 

dan garis sempadan bangunan.

d . Rencana tapak (site plan) yaitu rencana tata letak tanah bangunan.

e. Gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan beserta pertelaan 

yang menunjukkan dengan jelas batasan vertical dan horizontal.

f. Gambar rencana struktur berserta bangunannya.

g. Gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda 
bersama dan tanah bersama.

h. Gambar rencana jaringan dan instalasi beserta perlengkapan.

D isam ping itu , penyelenggara pembangunan rumah susun wajib pula

membuat pertelaan dalam bentuk gambar tentang :

a. Batas satuar. yang dapat dipergunakan secara terpisah untuk perseorangan

b. Batas dan uraian atas bagian bersama dan benda bersama yang menjadi 

haknya masing-masing satuan

c. Batas dan uraian tanah bersama serta besarnya bagian yang menjadi haknya 

masing-masing
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Di Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi 

kepem ilikan satuan rumah susun, maka Negara menyediakan alat pembuktian 

yang kuat yaitu berupa sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HM- 

SRS).

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang rumah susun dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 4 tahun 1988 menetapkan bahwa sertifikat hak milik atas 

satuan rumah susun adalah salah satu bentuk dari semua rangkaian proses 

perizinan pada satuan rumah susun.

Pada dasarnya, kepemilikan atas HM-SRS dilandasi pada teori-teori 

tentang pemilikan atas suatu benda. Menurut hukum, suatu benda atau bangunan 

dapat dimiliki oleh seseorang, dua orang atau bahkan lebih yang dikenal dengan 

istilah pemilikan bersama. Dalam pemilikan bersama atas suatu benda atau 

bangunan pada pokoknya dikenal dua bentuk pemilikan yaitu : 10

1. Pemilikan bersama yang terikat (gebonden mede eigendom ), maka dasar 

utamanya adalah ikatan hukum yang terlebih dahulu ada diantara para 

pemilik benda bersamanya. M isalnya : pemilikan bersam a yang terdapat 

pada harta perkawinan atau harta peninggalan. Para pem ilik bersam a 

(mede eigendom) tidak dapat bebas m emindahkan haknya kepada orang 

lain tanpa persetujuan mede eigendom lainnya.

2. Pemilikan bersama yang bebas (vrije mede eigendom), dim ana antara para 

pemilik bersama tidak terdapat ikatan hukum terlebih dahulu, selain dari 

hak bersama menjadi pemilik dari suatu benda. Disini ada kehendak untuk 

bersama-sama menjadi pemilik atas suatu benda untuk digunakan bersama.

Bentuk dan tata cara pembuatan buku tanah serta penerbitan Sertifikat Hak M ilik 

Satuan Rumah Susun (HM-SRS) diatur didalam Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1989 sedangkan bentuk dan tata cara 

pengisian serta pendaftaran akta pemisahan rumah susun diatur dalam  Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1989.

Yang berhak melakukan permohonan adalah penyelenggara pem bangunan 

yang telah m elakukan atau memenuhi semua persyaratan diatas tanah yang 

bersangkutan setelah memenuhi semua persyaratan adm inistratif tersebut

10 Badan Pertanahan Nasional , Kebijaksanaan Pertanahan dalam  Pem bangunan Rum ah  
Susun , ( Jakarta, 1989), hal.58-60.
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penyelenggara pembangunan melakukan pengajuan permohonan untuk penerbitan 

Sertifikat Hak Guna bangunan (induk) atas nama penyelenggara pembangunan 

baik untuk tanah diatas tanah pengelolaan dengan pembuatan perjanjian dengan 

pem egang hak pengelolaan atau apabila tanahnya tanah Negara maka 

penyelenggara pembangunan dapat meminta langsung Hak Guna Bangunan.

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HM-SRS) adalah hak kepemilikan 

perseorangan atas satuan-satuan rumah susun yang meliputi hak bersama atas 

bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang merupakan satu kesatuan 

hak yang secara fungsional tidak dapat dipisahkan.

Prosedur penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dimulai 

dari rangkaian perizinan yang diakhiri sampai sertifikasi rumah susun, hal pertama 

yang harus dilakukan adalah melakukan pencadangan tanah atau izin lokasi, 

penyelenggara pembangunan melakukan permintaan pencadangan tanah atau izin 

lokasi dengan jalan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah untuk 

m endapatkan izin lokasi yang dipilih oleh penyelenggara untuk pembangunan 

rum ah susun. Izin lokasi tersebut berlaku untuk jangka waktu selama setahun dan 

dapat dim intakan perpanjangannya kembali untuk setahun kedepan dengan 

berbagai macam pertimbangan untuk menyetujui atau menolak permintaan 

perpanjangan izin lokasi yaitu minimal 50% areal tanah telah diperoleh atau 

dikuasai dan kemampuan penyelenggara pembangunan untuk melanjutkan 

pem bangunannya.

D alam  hal izin lokasi telah didapat, maka selanjutnya penyelenggara 

pem bangunan melakukan kegiatan untuk memperoleh tanah atau lokasi yang 

bersaugkutan dengan jalan pembebasan tanah.

Perolehan tanah dapat dilakukan dengan cara sebagai beriku t: 11

1. Apabila tanah yang diperlukan berstatus tanah Negara, perolehan 

haknya melalui proses permohonan dan pemberian hak atas tanah 

oleh pemerintah.

2. Apabila tanah yang diperlukan berstatus tanah ulayat, maka 

caranya adalah meminta kesediaan penguasa masyarakat hukum 

adapt yang bersangkutan untuk melepaskan hak ulayatnya, dengan

11 Sugiarto, Kebijaksanaan Umum Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, (Makalah 
pada S em inar N asional Pengadaan Tanah untuk Pembangunan : Jakarta, 1994), hal.7.
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memberikan ganti rugi terhadap tanaman rakyat yang ada 

diatasnya. Tanah tersebut dimohonkan hak atas tanah yang sesuai 

dengan status pihak yang akan menggunakan dan peruntukkannya, 

melalui acara pemberian hak atas tanah oleh pemerintah.

3. Apabila tanah yang bersangkutan berstatus tanah hak, maka cara 

yang digunakan tergantung pada ada atau tidaknya kesediaan yang 

empunya tanah untuk menyerahkan kepada yang memerlukan, 

dengan kemungkinan:

a. apabila ada kesediaan untuk m enyerahkan dengan sukarela 

maka perolehan haknya dapat dilakukan dengan pem indahan 

hak (jual beli), yaitu jika pihak yang m emerlukan tanah 

memenuhi persyaratan sebagai subjek hak atas tanah yang 

dipindahkan atau dilakukan melalui pelepasan hak yang diikuti 

dengan permohonan dan pem berian hak, dalam hal pihak yang 

memerlukan tanah tidak memenuhi persyaratan sebagai subjek 

hak atas tanah yang diperlukan.

b. Apabila tidak ada kesediaan untuk menyerahkannya dengan 

sukarela, maka perolehan haknya dapat dilakukan melalui 

proses pencabutan hak, yaitu proses pengam bilan tanah secara 

paksa. Proses pencabutan hak menurut ketentuan Undang- 

Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas 

tanah dan benda-benda yang ada diatasnya, dilakukan secara 

paksa demi kepentingan umum oleh penguasa atau pem erintah.

Untuk melakukan kegiatan penibangunannnya, maka penyelenggara 

pem bangunan harus terlebih dahulu mendapatkan izin m endirikan bangunan 

(IM B), hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat 1 angka 6 Peraturan Pem erintah 

N om or 4 tahun 1988. didalam IMB tersebut harus telah ditentukan apakah 

pem bangunan rum ah susun tersebut untuk hunian atau non hunian. Izin 

M endirikan Bangunan (IMB) tersebut dim ohonkan kepada Pem erintah D aerah 

setem pat dengan melampirkan berkas-berkas yang diperlukan. Penyelenggara 

pem bangunan baru dapat memulai kegiatan pembangunannya setelah IMB selesai 

d ip ioses dan pemohon menyerahkan bukti tanda pelunasan pem bayaran. Setelah
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pembangunan rumah susun tersebut selesai dilaksanakan maka, penyelenggara 

pembangunan wajib mengajukan pengesahan pertelaan kepada Pemerintah 
Daerah.

Didalam buku tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dapat dilihat 

mengenai pertelaan. Pertelaan ialah uraian dalam bentuk tulisan dan gambar yang 

mepeijelas masing-masing satuan rumah susun mengenai berapa besar bagian hak 

masing-masing pemilik satuan rumah susun yang bersangkutan atas bagian 

bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan nilai perbandingan secara 

proposional. Pertelaan dalam proses munculnya Hak Milik atas Satuan Rumah 

Susun sangat penting, karena dari pertelaan tersebut sebagai titik awal yang 

berakhir pada munculnya akta pemisahan satuan-satuan rumah susun yang 
terpisah secara hukum.

Pertelaan tersebut dibuat sendiri oleh penyelenggara bangunan dengan 

jalan membuat terlebih dahulu gambar perencanaan yang sudah jelas dan 

terperinci dan diterima cleh instansi yang bersangkutan dengan diterbitkannya Ijin 

Pendahuluan, kemudian dimohonkan pengesahannya kepada Pemerintah Daerah 

tingkat II, kecuali di daerah khusus ibukota Jakarta disahkan oleh Gubernur 
Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Permohonan pengesahan Akta pertelaan tersebut diajukan oleh 

penyelenggara pembangunan Rumah Susun yang bersangkutan kepada 

Pemerintah Daerah i ingkat II, kecuali di DKI Jakarta diajukan kepada Gubernur 

melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, dengan 
disertai :

a. Pertelaan ;

b. Salinan IMB ;

c. Salinan Sertifikat Tanah Bersama ;

d. Salinan SIPPT.

Akta pertelaan tersebut disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, kecuali DKI 
Jakarta disahkan oleh Gubernur.

Selain itu, untuk menjamin keselamatan calon penghuni rumah susun 

maka disyaratkan adanya ijin layak huni terlebih dahulu sebelum diterbitkannya 

Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan. Menurut
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penjelasan Pasal 35 Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 1988, ijin layak huni 

akan dikeluarkan bilamana pelaksanaan pembangunan rumah susun dari segi 

arsitektur, konstruksi, instalasi dan perlengkapan bagian lainnya telah benar-benar 

sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan dalam Ijin Mendirikan 

Bangunan (IM B) yang bersangkutan

Berdasarkan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang 

Rumah Susun menyatakan bahwa penyelenggara pembangunan wajib 

memisahkan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun dan meliputi bagian 

bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas, yang 

dilakukan dalam bentuk akta. Bentuk dan tata cara pengisian serta pendaftaran 

Akta Pemisahan Rumah Susun diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional nomor 2 tahun 1989.

Permohonan pengesahan akta pemisahan yang diabuat oleh 

penyelenggara pembangunan tersubut diajukan oleh penyelenggara kepada 

Pemerintah Daerah Tingkat II dan di DKI Jakarta diajukan kepada gubernur 

melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta dengan 

melampirkan Akta Pemisahan dan Pengesahan Pertelaan, yang kem udian 

kesemuanya itu diteliti dan diperiksan oleh Kakanwil BPN dan disahkan oleh 

Wakil Gubernur bidang Pemerintahan. Akta pem isahan yang telah m endapat 

pengesahan oleh Pemerintah Daerah selanjutnya didaftarkan pada kantor 

pertanahan setempat dengan melampirkan sertifikat hak atas tanah yang 

bersangkutan, izin layak huni dan warkah-warkah lainnya yang diperlukan. Akta 

pem isahan dan berkas-berkas tersebut merupakan dasar bagi penerbitan Sertifikat 

Hak M ilik atas Satuan Rumah Susun. Berdasarkan Pasal 39 ayat 5 Peraturan 

Pem erintah nom or 4 tahun 1988. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun lahir atau 

terjadi sejak didaftarkannya Akta Pemisahan pada Kantor Pertanahan setem pat 

dan dibuatkan buku tanah untuk tiap satuan rumah susun yang bersangkutan.

Setelah kesemuanya diatas telah dilaksanakan oleh penyelenggara 

pem bangunan, maka oleh kantor pertanahan diterbitkan Sertifikat Hak M ilik atas 

Satuan Rum ah Susun dengan jum lah satuan rumah susun yang kesem uanya m asih 

atas nam a penyelenggara pembangunan. HM-SRS adalah hak kepem ilikan 

perseorangan atas satuan-satuan rumah susun. Perbedaan anlara sertifikat atas
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tanah dengan sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HM-SRS) adalah 

yaitu sertifikat hak atas tanah hanya terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, 

sedangkan sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HM-SRS) menurut 

Pasal 9 Undang-Undang rumah susun nomor 16 tahun 1985, terdiri dari:

1. Salinan buku tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HM-SRS)

2. Salinan surat ukur atau gambar situasi tanah bersama.

3. Gambar denah satuan rumah susun yang dengan jelas menunjukkan 
tingkat rumah susun dan lokasi rumah susun.

Sertifikat Hak atas tanah bersama yang masih atas nama penyelenggara 

pembangunan menurut Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

nomor 4 tahun 1989 ditahan dan disimpan di kantor pertanahan sebagai warkah, 

dengan dibubuhi catatan bahwa telah diterbitkan sekian sertifikat Hak Milik atas 
Satuan Rumah Susun (HM-SRS).

Untuk selanjutnya, penyelenggara pembangunan dapat menjual masing- 

masing satuan rumah susun kepada calon peminat. Jual beli tersebut dilakukan 

dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Agar perbuatan hukum 

tersebut mengikat pihak ketiga dan memenuhi asas publisitas, maka Akta PPAT 

tersebut wajib didaftarkan pada kantor pertanahan setempat dengan melampirkan 

Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HM-SRS) atas nama 

penyelenggara pembangunan, Anggaran dasar atau Anggaran rumah tangga 

Perhimpunan Penghuni serta surat-surat lainnya, yang kemudian oleh kantor 

pertanahan dilakukan pencatatan peralihan haknya. Baru setelah itu Sertifikat Hak 

Milik atas Satuan Rumah Susun dapat diserahkan kepada pembeli sebagai 
pemegang haknya yang baru.

2.2. Akta Pengikatan Jual Beli

Untuk dapat memahami pengertian secara menyeluruh mengenai Akta 

Pengikatan Jual Beli, maka terlebih dahulu kita harus membahas mengenai 

pengertian jual beli itu terdahulu. Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik 

dalam mana pihak yang satu, si penjual beijanji untuk menyerahkan hak milik atas 

suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya yaitu si pembeli beijanji untuk
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membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari peroleh hak 

milik tersebut.12

Di Indonesia, perbuatan jual beli telah diatur atau dimuat didalam buku III 

pada bagian khusus yaitu bab V dari Pasal 1457- 1518 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHP) beijudul “perihal perikatan”, perkataan “perikatan” 

(verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “Perjanjian” sebab 

dalam buku III itu diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak 

bersumbet pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang 

timbul dari suatu perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatigedaad) dan perihal 

perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak 

berdasarkan persetujuan (zaakwaameming). Tetapi sebagian besar dari buku III 

ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi 

berisikan hukum perjanjian. 13

Adapun yang dimaksud sebagai suatu perikatan oleh buku III Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ialah suatu hubungan 

hukum(mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak 

pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan 

orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Adapun barang sesuatu 

yang dapat dituntut dinamakan “prestasi” yang menurut Undang-Undang dapat 

berupa :14

1. menyerahkan suatu barang.

2. melakukan suatu perbuatan.

3. tidak melakukan suatu perbuatan.

Bentuk perikatan yang paling sederhana yang telah dikenal sejak dahulu 

ialah sutau perikatan yang masing-masing pihak hanya terdapat satu orang dan 

satu prestasi yang seketika juga harus dilaksanakan dan seketika juga dapat 

ditagih pembayarannya, selain bentuk yang paling sederhana tersebut terdapat 

juga berbagai macam perikatan yaitu Perikatan Bersyarat ( voorwardelijk ), 

Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu ( tijdsbepaling ).

12 Soebekti, Aneka Perjanjian Cet-8, (Bandung: Alumni, 1989), hal 1.

13 Soebekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata cet-XXVI, ( Jakarta : Intermasa, 1994), hal 122

14 Ibid, hal 123.
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Perikatan yang membolehkan memilih ( alternatief ), Perikatan Tanggung 

Menanggung ( hoofdelijk atau solidair ), Perikatan yang dapat dibagi dan yang 

tidak dapat dibagi dan Perikatan dengan penetapan hukuman ( strajbeding).

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh Undang-Undang diterangkan, 

bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan ( Perjanjian ) atau dari 

Undang-Undang. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang dapat dibagi lagi atas:

1. yang lahir dari Undang-Undang saja, yaitu perikatan yang timbul oleh 
hubungan kekeluargaan.

2. yang lahir dari Undang-Undang karena perbuatan seorang, sedangkan 

perbuatan orang ini dapat berupa perbuatan yang diperbolehkan atau yang 

melanggar hukum ( Onrechtmatigedaad)

Sedangkan petjanjian termasuk kedalam pengertian perikatan, menurut 

pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang dimaksud 

dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam suatu petjanjian harus ada unsur yang merupakan kehendak bebas 

dari para pihak untuk menentukan materi atau isi petjanjian. Dalam hukum 

perdata dikatakan bahwa sebagaimana hukum benda yang mempunyai suatu 

sistem tertutup, maka pada hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Dengan 

kata lain memberikan kebebasan yang seluasnya kepada masyarakat untuk 

mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban 

umum dan kesusilaan. Sistem terbuka yang mengandung suatu asaz kebebasan 

untuk membuat perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) lazimnya disimpulkan melalui Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi 

semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya.

Disamping adanya sistem terbuka dari hukum perjanjian, dikenal pula 

adanya asas konsensualitas yaitu yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian 

yang timbul karenanya sudah terjadi saat terjadinya kesepakatan itu sendiri. 

Dengan kata lain petjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal 

yang pokok dan tidak diperlukan formalitas sebagaimana yang dinyatakan dalam 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
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Jual beli termasuk kedalam perikatan yang lahir dari perjanjian yang 

dengan demikian syarat sahnya akan jual beli tersebut juga didasarkan pada 

ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang 

m engatur tentang syarat sahnya suaiu perjanjian yaitu :

1. K ata sepakat antara mereka yang saling mengikatkan diri.

K edua belah pihak dalam suatu peijanjian harus mempunyai kemauan yang 

bebas untuk mengikatkandiri dan kemauan itu harus dinyatakan, pernyataan 

tersebut dapat dilakukan secara tegas atau diam-diam. Kemauan tersebut 

m erupakan syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada 

jika  perjanjian itu telah terjadi karena paksaan, kekhilafan ataupun penipuan. 

Yang dimaksud dengan paksaan adalah paksaan secara rohani atau jiv\a, 

kekhilafan atau kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal 

hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat sifat y g 

penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, sedangkan yang d' 

dengan penipuan yaitu apabila salah satu pihak dengan sengaja memb 

keterangan palsu mengenai objek atau tentang kecakapannya.

2. Kecakapan masing-masing pihak untuk membuat suatu perikatan t 

M aksudnya adalah masing-masing pihak yang membuat perja j ' 

cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Didal«m Kitab U g 

U ndang Hukum Perdata ( KUHPer ) orang-orang yang trdak cakap misalnya 

seperti dibawah umur, dibawah pengampuan dan atau penga

3. Adanya suatu hal tertentu.

Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu 

barang yang cukup jelas atau tertentu (jenisnya, statusnya, banyaknnya, dan

s e b a g a in y a ) .  M enurut Pasal 1335 Kitab U n d a n g -U n d a n g  Hukum Perdata
• j i suatu hal tertentu atau dibuat(KUHPer) suatu perjanjian yang tidak mem

■ „ „tiU1 terlarang tidak m empunyai dengan suatu hal tertentu yang palsu

kekuatan.

4. Sebab yang halal.

Sebab yang halal beraarti bahwa ha\ tertentu tersebut tidak bertentangan 

&eTvg,as\ \3i\dang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam hal hal 

sem acam  ini, perjanjian itu dianggap dianggap dari semula sudah batal
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Keempat syarat yang tersebut diatas harus dipenuhi dalam suatu peijanjian yang 

dibuat sehingga perjanjian tersebut dapat dianggap sah. Syarat pertama dan kedua 

merupakan syarat subjektif yang apabila tidak terpenuhi maka peijanjian tersebut 

dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan 

syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yaitu apabila tidak dipenuhi 

dalam suatu peijanjian maka peijanjian tersebut batal demi hukum15 dan hakim 

berwenang karena jabatannya mengucapkan pembatalan itu, meskipun tidak 

dimintakan oleh salah satu pihak.

Perjanjian, sebagaimana diuraikan diatas, harus ada unsur yang merupakan 

kehendak bebas dari para pihak untuk menentukan materi atau isi peijanjian. 

Dalam hukum perdata dikatakan bahwa sebagaimana hukum benda yang 

mempunyai suatu sistem tertutup, maka pada hukum peijanjian menganut sistem 

terbuka. Dengan kata lain memberikan kebebasan yang seluasnya kepada 

masyarakat untuk mengadakan peijanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak 

melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka yang mengandung 

suatu asaz kebebasan untuk membuat peijanjian dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPer) lazimnya disimpulkan melalui Pasal 1338 ayat (1) 

yang berbunyi semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- 
undang bagi mereka yang membuatnya.

Didalam peijanjian jual beli terdapat 2 unsur sifat yang paling penting 

yaitu penyerahan dan pembayaran, kedua unsur ini merupakan syarat utama dalam 

jual beli, yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik 

atas objek jual beli tersebut dan bukan sekedar kekuasaan atas objek jual beli 

tersebut. Hak milik tersebut baru berpindah dari penjual ke pembeli dengan 
dilakukannya levering atau penyerahan.

Apa yang dikemukakan diatas mengenai sifat jual beli menurut hukum 

perdata sebagai “obligatoir” saja. Hal ini Nampak jelas sekali dari Pasal 1459 

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menerangkan bahwa hak 

milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama 

penyerahannya belum dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang

15 Soebekti, Hukum Perjanjian, ( Jakarta : Penerbit Intermasa, 1998), hal. 17.
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bersangkutan .16 Dalam penulisan ini, objek yang dimaksud adalah Hak M ilik atas 

Satuan Rum ah Susun. Menuruti Pasal 616 dan 620 Kitab U ndang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer), khusus untuk barang tetap (tak bergerak) penyerahan yang 

dinam akan “balik nama” (overschrijving) biasanya oleh para pihak dibuat dalam 

suatu akta.

Perjanjian jual beli secara umum dapat dibuat secara bawah tangan oleh 

para pihak yang bersangkutan atau juga dapat atau beberapa perjanjian jual beli 

diharuskan dibuat secara akta otentik oleh Notaris, sebagaimana dinyatakan 

didalam  Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang m enyatakan 

bahw a :

“ suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam  bentuk 
yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum 
yang berwenang untuk itu, ditempat dimana itu dibuat “

Notaris sebagai pejabat umum selain berwenang m em buat akta otentik
O

m engenai semua perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perU ndang- 

U ndangar. juga berwenang “membuatkan” peijanjian para pihak agar perbuatan 

hukumnya dinyatakan dalam akta otentik.

Didalam kehidupan lalu lintas hukum ada kem ungkinan perbuatan hukum 

tidak atau belum tercakup didalam peraturan perUndang-Undangan akan tetapi 

tum buh dan berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan didalam  

masyarakat. Dalam hal demikian Notaris mempunyai peran yang cukup penting 

dalam mencarikan bentuk perjanjian yang paling sesuai untuk peristiw a hukum 

tersebut dengan tetap mengacu kepada unsur perjanjian dan syarat sahnya 

peijanjian. Peijanjian yang dimaksud diantaranya perjanjian pengikatan ju a l beli 

dan peijanjian sewa beli.

Perjanjian pengikatan jual beli digolongkan pada perjanjian bantuan. 

Perjanjian bantuan adalah peijanjian pendahuluan yang m endasar pada kebebasan 

berkontrak dan asas-asas perjanjian lainnya seperti konsensualism e, kekuatan 

m engikat serta keseimbangan terutama karena belum dapat dilakukan perjanjian 

yang hendak dituju oleh para pihak.

16 O p .C i t ,  Aneka Perjanjian, H a l  11
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Perjanjian pengikatan jual beli merupakan peijanjian sementara mengatasi 

menanti keadaan dipenuhinya syarat peijanjian pokoknya, yaitu jual beli 

dihadapan yang berwenang. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalamnya 

tentunya adalah hal yang subjektif sesuai dengan keinginan para pihak yang harus 

dijaga oleh notaris agar tidak melanggar Undang-Undang serta menjamin 

kepentingan dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Hal tersebutlah 

yang membuat peran notaris cukup penting dalam “menciptakan” suatu akta yang 

dapat menampung kebutuhan masyarakat.

Akta jual beli sementara ini dapat dibuat bawah tangan atau notariil. Pada 

umumnya suatu peijanjian pengikatan jual beli mengandung janji-janji yang harus 

dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak atau para pihak sebelum dapat 

melakukan perjanjian pokoknya, biasanya pada saat pembuatan persetujuan jual 

beli dan penyerahan barang tidak bergerak masih jalan beberapa lama oleh karena 

alasan yang beiagam misalnya karena belum dibayar lunas seluruh harga jual 

belinya, atau sertifikat tanah haknya sedang-dalam penyelesaian balik nama pada 

instansi yang berwenang sedangkan calon penjual dan calon pembeli sudah setuju 

melaksanakan transaksi jual beli ataupun oleh karena pembeli masih harus 

m engumpulkan uangnya atau karena sebab-sebab lain.

Seperti yang telah dikemukaka diatas, Akta pengikatan jual beli 

m erupakan akta otentik yang dibuat oleh notaris, hal-hal yang mejadi dasar 

pembuatan peijanjian pengikatan jual beli tersebut adalah :

1. jual beli tersebut dilakukan secara mengangsur

2. jual beli sudah dibayar secara tunai (lunas) akan tetapi karena pajak-pajak 

yang muncul karena jual beli tersebut nilainya terlalu besar, maka dibuatlah 
akta pengikatan jual beli tersebut

3. objek yang akan diperjualbelikan masih dalam cicilan pihak penjual (selaku 

debitur) dari suatu bank (selaku kreditur), akan tetapi sebelum melakukan 

transaksi perlu dimintakan izin terlebih dahulu dari pihak kreditur tersebut.

4. objek yang akan dipeijualbelikan ternyata masih menjadi agunan atau jaminan 

hutang dari pihak penjual dan baru akan melunasi hutang tersebut apabila 

sudah menerima pelunasan dari pihak pembeli. Hal ini pun diperlukan izin 

terlebih dahulu dari pihak Bank ( kreditur / penerima jaminan)

Analisa kasus..., Henny, FH UI, 2009



5. objek jual beli tersebut belum bersertifikat dan pihak pembeli menghendaki 

pelunasan jual beli baru terlaksana apabila tanah sudah bersertifikat.

6. tidak tersedianya blanko akta jual beli di kantor pos dan giro.

Notaris, selain berwenang membuat peijanjian pengikatan jual beli tersebut tetap 

m empunyai kewajiban dalam membuat perjanjian pengikatan jual beli tersebut, 

yaitu m enjam in isi daripada peijanjian tersebut dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut:

1. waktu dan tempat pembayaran serta jum lah angsuran (jika dengan jalan 

m engangsur) yang akan dibayarkan yang telah ditetapkan oleh para pihak 

yang membuat perjanjian.

2. waktu dan tempat penyerahan hak kebendaan dari pihak penjual kepada pihak 

pembeli pada saat teijadinya pelunasan pem bayaran harga jual beli yang telah 

disepakati dan seketika dilanjutkan dengan pem buatan akta jual beli.

3. pihak penjual menjamin objek dalam peijanjian pengikatan jual beli tersebut 

adalah benar miliknya, tidak dalam keadaan sengketa dan tidak sedang 

menjadi jam inan hutang kepada pihak lain.

4. bahwa peijanjian pengikatan jual beli terssebut tetap memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada dasarnya berdasarkan Pasal 10 U ndang-Undang nom or 16 tahun 

1985 tentang Rumah Susun, pemindahan hak milik atas satuan rumah susun dari 

penyelenggara pembangunan kepada pembeli pem indahan haknya harus 

dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan tetapi, dewasa 

ini dalam  kegiatan pemasaran properti khususnya rumah susun di Indonesia 

seringkah satuan rumah susun yang belum selesai dibangun telah banyak 

pem inatnya bahkan tidak jarang terjadi pada saat baru perencanaan dan 

pem atangan tanah oleh penyelenggara pembangunan. Hal tersebut ditem puh 

berdasarkan atas pertimbangan ekonomi yaitu bagi para perusahaan pem bangunan 

dan pem ukim an guna memperlancar perolehan dana murah dan kepastian pasar 

dan bagi kepentingan calon pembeli atau konsumen agar harga jual rum ah lebih 

rendah karena calon pembeli membayar dimuka.

K eadaan seperti ini ditempuh oleh para perusahaan pem bangunan 

perum ahan dan pem ukiman dan para calon pembeli karena adanya ketentuan
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Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang rumah susun 

yang menetapkan bahwa satuan rumah susun yang telah dibangun baru dapat 

dijual untuk dihuni setelah mendapat izin layak huni dari pemerintah daerah yang 

bersangkutan. Sedang untuk pelaksaan jual belinya dihadapan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT), terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan adanya akta 

pemisahan atas satuan-satuan rumah susun untuk pembuatan sertifikat satuan 

rumah susun oleh kantor pertanahan kabupaten atau kotamadya yang 

bersangkutan.

Hal tersebut menyebabkan timbulnya jual beli dengan sistem pesan 

terlebih dahulu, sehingga menyebabkan adanya peijanjian jual beli pendahuluan, 

(preliminary purchase). Sistem penjualan preliminary purchase ini banyak 

menimbulkan pro dan kontra diantara kalangan sarjana hukum.

Menurut Dr. Maria SW Sumardjono, ia mengatakan bahwa jika dilihat 

bahwa pengertian jual beli dengan objek tanah dan bangunan yang diatasnya 

sebagai perbuatan hukum yang tunduk pada hukum tanah nasional yang 

memegang asas hukum adat dan bias dianggap melanggar Undang-Undang Satuan 

Rumah Susun . karena jual beli menurut hukum adat bersifat tunai, dimana 

dengan dibayarnya harga objek jual beli walaupun sebagian maka pada saat itu 

juga haknya sudah beralih kepada pembeli. Sehingga benar bahwa rumah susun 

baru dapat dijual bila bangunannya benar-benar sudah selesai, bersertifikat dan 

mempunyai izin layak huni. Namun jika pembayaran yang dilakukan pada saat 

bangunan belum ada atau masih dalam proses pembangunan, yang ditempuh 

bukan jual beli riil namun pengikatan jual beli, oleh karena itu hal tersebut tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang Satuan Rumah Susun karena pengikatan 

jual beli bukanlah perbuatan hukum yang bersifat riil dan tunai. Tujuan 

pengikatan jual beli hanyalah untuk mengikat untuk sesuatu prestasi yang akan 

terlaksana dikemudian hari. Akibat hukumnya hanyalah janji untuk melakukan
• 17sesuatu dimasa datang.

Sedangkan menurut Profesor Boedi Harsono. S.H, cara tersebut sebetulnya 

masih dibenarkan oleh Undang-undang satuan Rumah Susun, karena yang terjadi 

baru pemesanan bukan jual beli, menurutnya memang cara pembelian dengan

17 Maria SW Sumardjono, Membeli Gambar Mengobral Resiko. Majalah properti, 
September 1994, hal.23
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sistem indent mengandung kelemahan alias bias-merugikan calon pembeli. Sebab, 

perlindungan hak atas tanahnya belum ada. Jadi jika proyek tersebut gagal yang 

rugi adalah si konsumen sendiri. Karena mereka terpaksa menggugat developer di 

pengadilan, selain dasar hukumnya kurang kuat, diperlukan waktu dan biaya yang 
tidak sedikit.18

Untuk mengamankan kepentingan penyelenggara pembangunan dan calon 

pembeli dalam mengadakan sistem pesan terlebih dahulu maka pemerintah 

mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 

1 l/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun.

Menurut angka III Lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan 

Rakyat Nomor : 11 /  KPTS / 1994 mengenai pedoman perikatan jual beli satuan 

rumah susun aspek-aspek hukum dalam perikatan jual beli satuan rumah susun 

adalah '9:

1. Satuan rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat 

dipasarkan melalui sistem pemesanan dengan cara jual beli satuan rumah 

susun.

2. Pada hari pemesanan yang berminat memesan dapat menerima dan 

menandatangani surat pesanan yang disiapkan oleh perusahaan pembangunan 

perumahan dan pemukiman yang berisi sekurang-kurangnya hal-hal sebagai 

berikut :

a. nama dan / atau nomor bangunan dan satuan rumah susun yang dipesan.

b. Nomor lantai dan tipe satuan rumah susun.

c. Luas satuan rumah susun.
d. Harga jual satuan rumah susun.

e. Ketentuan pembayaran uang muka.

f. Spesifikasi bangunan.
g. Tanggal selesainya pembangunan rumah susun.

h. Ketentuan mengenai pernyataan dan persetujuan untuk menerima

persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan serta

18 Bodiarsono, Membeli Apartement dalam Karung, Tempo, juni 1993, hal 47

19 Kementerian Negara Perumahan Rakyat, keputusan Menteri Negara Perumahan 
Rakyat tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, Kepmen Perumahan Rakyar 
no. I l/KPTS/1994. Lampiran
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menandatangani dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh perusahaan 

pembangunan perumahan dan pemukiman.

3. Surat pesanan dilampiri dengan gambar yang menunjukkan letak pasti satuan 

rumah susun yang dipesan disertai ketentuan tentang tahapan pembayaran.

4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah 

menandatangani surat pemesanan, pemesan dan perusahaan pembangunan 

perumahan dan pemukiman harus menandatangani akta peijanjian jual beli 

dan selanjutnya kedua belah pihak harus memenuhi kewajibannya 

sebagaimana ditetapkan dalam peijanjian perikatan jual beli hak milik atas 

satuan rumah susun. Apabila pemesan lalai menandatangani peijanjian 

pengikatan jual beli dalam jangka waktu tersebut, maka perusahaan 

pembangunan perumahan dan pemukiman dapat tidak mengembalikan uang 

pesanan kecuali jika kelalaian berada di pihak perusahaan pembangunan 

perumahan dan pemukiman, pemesan dapat memperlihatkan surat penolakan 

dari Bank bahwa permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak disetujui 

atau hal-hal lain yang dapat disetujui bersama antara perusahaan 

pembangunan perumahan dan pemukiman serta calon pembeli dan uang 

pesanan akan dikembalikan 100%.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli, antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Objek yang dipeijual belikan,

yaitu hak milik atas satuan rumah susun, yang meliputi pula bagian bersama, 

tanah bersama dan benda bersama berikut fasilitasnya sesuai dengan nilai 

perbandingan proporsionalnya.

b. Pengelolaan dan pemeliharaan bagian bersama, benda bersama dan tanah 

bersama. Yang merupakan kewajiban seluruh penghuni sehingga calon 

pembeli harus bersedia menjadi anggota perhimpunan penghuni.yang akan 

dibentuk dan didirikan dengan bantuan perusahaan pembangunan perumahan 

dan pemukiman guna mengelola dan memelihara bagian bersama, benda 

bersama dan tanah bersama beserta fasilitasnnya dengan memungut uang 

pangkal dan iuran yang besarnya akan ditetapkan bersama dikemudian hari 

secara musyawarah untuk tahun pertama ( terhitung sejak tanggal penyerahan 

) uang pangkal dan iuran tersebut belum perlu dibayar.
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c. Kewajiban Pengusaha Pembangunan Perumahan dan Pemukiman, yaitu .

1. yang harus dipenuhi sebelum melakukan pemasaran perdana yaitu wajib 

melaporkan kepada Bupati atau walikotamadya KDH tingkat II dengan 

tembusan kepada Menteri Perumahan Rakyat (MENPERA), dengan 

melampirkan salinan surat persetujuan izin prinsip, salinan surat keputusan 

pemberian izin lokasi, bukti pengadaan dan pelunasan tanah, salinan surat 

izin mendirikan bangunan dan gambar denah pertelaan yang telah 

mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah setempat
2. Menyediakan dokumen-dokumen pembangunan perumahan, antara lain :

a. sertifikat hak atas tanah ;

b. rencana tapak;
c. gambar rencana arsitektur yang memua, denah dan potongan 

berserta penelaannya yang menunjukan dengan jelas batas secara 

vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun ,

d. gambar rencana struktur berserta perhitunganny ,

e. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama,

benda bersama dan tanah bersama ,
f. gambar rencana jaringan dan instalasi beserta periengkapannya.

. . __ctandar vang telah diperjanjikan.3. Menyelesaikan bangunan sesuai aengan.

4. Memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam jangka waktu 100 (seratus) 

hari setelah tanggal ditandatanganinya berita acara penyerahan satuan 

rumah susun dari pengusaha pembangunan kepada pemesan dengan

ketentuan:
, t-rcfhut dibatasi oleh desain dana. tanggung jawab pengusaha ters

spesifikasi satuan rumah susun.
«/y t^riadi bukan disebabkan kesalahanb. Kerusakan-kerusakan yang terj

pembeli.
5. bertanggung jawab terhadap adanya cacat tersembunyi yang ban. dapat

diketahui dikemudian hari.
6. menjadi pengelola sementara rumah susun sebelum terbentuknya 

perhimpunan penghuni dan membantu menunjuk pengelola setelah

perhimpunan penghuni terbentuk

Analisa kasus..., Henny, FH UI, 2009



7. mengasuransikan pekeijaan pembangunan tersebut selama berlangsungnya 

pembangunan.
8. Jika selama berlangsungnya pembangunan teijadi force majeur yang diluar 

kemampuan para pihak, pengusaha dan pembeli akan mempertimbangkan 

penyelesaian sebaik-baiknya dengan dasar pertimbangan utama adalah 

dapat diselesaikannya pembangunan satuan rumah susun.

9. Menyiapkan akta jual beli satuan rumah susun kemudian bersama-sama 

dengan pembeli menandatangani akta jual belinya dihadapan Notaris atau 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tanggal yang ditetapkan. 

Kemudian perusahaan pembangunan perumahan dan pemukiman dan / 

atau Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk akan 

mengurus agar pembeli memperoleh sertifikat hak milik atas satuan rumah 

susun atas nama pembeli dan biayanya ditanggung oleh pembeli.

10. Menyerahkan satuan rumah susun termasuk fasilitas umum dan fasilitas 

social secara sempurna pada tanggal yang ditetapkan, dan jika pengusaha 

belum dapat menyelesaikan pembangunan tersebut dalam jangka waktu 

120 (seratus dua puluh ) hari kalender, dihitung sejak tanggal penyerahan 

rumah susun tersebut. Apabila ternyata masih tidak terlaksana sama sekali, 

maka perikatan jual beli batal demi hukum dan kebatalan ini tidak perlu 

dibuktikan atau dimintakan keputusan pengadilan atau Badan Arbitrase, 

kepada perusahaan pembangun perumahan dan pemukiman diwajibkan 

mengembalikan pembayaran uang yang telah diterima dari pembeli 

ditambah dengan denda dan bunga setiap bulannya sesuai dengan suku 

bunga bank yang berlaku.

d. Kewajiban Pemesan Rumah susun.:

1. Menyatakan bahwa pemesan ( calon pembeli) telah membaca, memahami 

dan menerima syarat-syarat dan ketentuan dari surat pesanan dan 

pengikatan jual beli serta akan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan- 

ketentuan anggaran dasar Perhimpunan Penghuni dan dokumen-dokumen 

terkait serta bahwa ketentuan dari peijanjian-peijanjian dan dokumen- 

dokumen tersebut mengikat pembeli.
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2. Setiap pemesan adalah menjadi pembeli satuan rumah susun wajib 

membayar biaya pengelolaan (management fee) dan biaya utilitas (utility 

charge) dan jika terlambat pembayarannya dikenakan denda yang besarnya 

disesuaikan dengan keputusan perhimpunan penghuni

3. yang menjadi tanggung jawab pemesan meliputi:

a. biaya pembayaran akta-akta yang diperlukan

b. biaya jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk pembuatan akta 

jual beli satuan rumah susun.

c. Biaya untuk memperoleh Hak Milik atas satuan rumah susun, biaya 

pendaftaran jual beli atas satuan rumah susun (biaya pegalihan hak 

milik atas nama) di Kantor Badan Pertanahan Setempat.

4. setelah akta jual beli ditandatangani, tetapi sebelum sertifikat hakemilik 

satuan rumah susun diterbitkan oleh kantor badan pertanahan setempat:

a. jika satuan rumah susun dialihkan kepada pihak ketiga dikenakan 

biaya administrasi yang ditetapkan oleh perusahaan pembangunan 

perumahan dan pemukiman yang besarnya tidak lebih dari 1% dari 

harga jual.

b. Jika satuan rumah susun tersebut dialihkan kepada pihak anggota

keluarga karena sebab apapun juga termasuk karena pewarisan

menurut hukum dikenakan biaya administrasi untuk notaris atau

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang besarnya sesuai dengan 

ketentuannya.

5. Sebelum lunasnya pembayaran atas harga jual satuan rumah susun yang 

dibelinya, pemesan tidak dapat mengalihkan atau menjadikan satuan 

rumah susun tersebut sebagai jaminan hutan tanpa persetujuan tertulis dari 

perusahaan pembangunan perumahan dan pemukiman.

Dalam hal teijadi perselisihan sehubungan dengan perjanjian jual beli

pendahuluan satuan rumah susun dilakukan melalui arbitrase yang ditetapkan

sesuai dengan aturan-aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan 

biaya ditanggung renteng oleh para pihak.

Dari hal yang telah dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa pemasaran 

unit satuan rumah susun yang belum selesai / pre project selling telah mendapat
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legalittas. Pemerintah telah mengizinkan pola pemasaran secara pre-project 

sclling dengan ketentuan harus melalui acara penandatangan akta perjanjian 

pengikatan jual beli hak milik atas satuan rumah susun dan sejumlah persyaratan 

yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat

Poin ke 5 tersebut diatas menyiratkan bahwa perjanjian pengikatan jual 

beli tersebut belum mengakibatkan berpindahnya hak kepemilikan dari 

penyelenggara pembangunan rumah susun ke pembeli satuan rumah susun, untuk 

mengakibatkan berpindahnya kepemilikan maka petjanjian pengikatan jual beli 

tersebut harus dilanjutkan ke pembuatan akta jual beli satuan rumah susun.

2.3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah 

Susun.

Apabila kita memperhatikan yang telah dibahas di subbab sebelumnya, 

maka kita dapat menyimpulkan bahwa para penghuni suatu lingkungan rumah 

susun, baik untuk hunian maupun non hunian, diwajibkan untuk membentuk apa 

yang disebut perhimpunan penghuni. Perhimpunan penghuni, yang diberi 

kedudukan sebagai badan hukum, mutlak diperlukan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan bersama para penghuni yang bersangkutan dengan 

pemilikan, penghunian dan pengelolaan rumah susun yang mereka huni bersama. 

SRS yang merupakan milik individual dikelola sendiri oleh pemiliknya, tetapi apa 

yang merupakan hak bersama, harus dikelola secara bersama karena menyangkut 

kepentingan orang banyak. Selain bertugas mengelola dan memelihara rumah 

susun berserta lingkungannya, perhimpunan penghuni juga bertugas mengatur tata 

tertib penghuniannya, sehingga dapat diwujudkan ketertiban, ketenteraman sera 

keserasian dalam lingkungan rumah susun yang bersangkutan.

Keberadaan perhimpunan penghuni tersebut bukanlah sekedar untuk 

mematuhi peraturan Perundang-Undangan yang memwajibkan dibentuknya badan 

tersebut yaitu Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang 

Rumah Susun yang menyatakan bahwa penghuni rumah susun wajib membentuk 

Perhimpunan Penghuni dan Pasal 54 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 

1988 yang menyatakan bahwa para penghuni dalam suatu lingkungan rumah 

susun baik untuk hunian maupun bukan hunian wajib membentuk Perhimpunan
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Penghuni untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama yang bersangkutan 

sebagai pemilikan, penghunian dan pengelolaan , tetapi beranjak juga pada 

penggunaan akal sehat dimana pada bagunan rumah susun terdapat hal-hal yang 

bersifat komunal, yang dimiliki bersama, sehingga sebagai konsekuensi logis 

mutlak diperlukan perhimpunan penghuni tersebut agar tidak terjadi tabrakan 

kepentingan antar masing-masing penghuni.

2.3.1. Hak, Larangan dan Kewajiban Penghuni dan atau pemilik rumah 

susun.

Berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan rumah susun, hak 

pribadi para penghuni satuan rumah susun adalah :

1. Menghuni satuan rumah susun yang dimiliknya, serta menggunakan bagian- 

bagian bersama, benda-benda bersama dan tanah bersama masing-masing 

sesuai dengan peruntukannya.
2. Menyewakan satuan rumah susun yang dimilikinya kepada pihak lain yang 

akan menjadi penghuni, asal tidak melebihi jangka waktu hak atas tanah 

bersamanya.
3. Menunjuk Hak Milik Satuan Rumah Susun (HM-SRS) yang dimilikinya 

sebagai jaminan kredit dengan dibebani Hak Tanggungan atau Fidusia.

4. Memindahkan Hak Milik Satuan Rumah Susun (HM-SRS) tersebut kepada 

pihak lain melalui jual beli, tukar menukar ataupun hibah.

5V Mengalihkan kepada ahli warisnya, karena Hak Milik Satuan Rumah Susun 

(HM-SRS) dapat beralih karena pewarisan.
Setiap penghuni yang memiliki, memakai, menyewa, menyewa beli atau 

memanfaatkan satuan rumah susun dilarang untuk :
1. Melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan, keselamatan terhadap 

penghuni lain, bangunan dan lingkungan rumah susun.
2. menjadikan rumah susun sebagai tempat yang bertentangan dengan kesulitan, 

norma-norma agama dan adat istiadat serta segala tindakan yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Merubah peruntukan rumah susun dari peruntukan hunian menjadi bukan 

hunian.
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4. Menambah bangunan diluar rumah susun baik untuk kepentingan pribadi, 

kepentingan tetangga atau kepentingan bersama tanpa persetujuan tertulis 

yang sah dari pengurus Perhimpunan Penghuni.

5. Mengambil manfaat secara tidak sah atas nilai aliran atau sambungan listrik, 

air beisih (PAM), gas bumi (Gas negara), saluran telepon pribadi maupun 

saluran telepon umum.

6. Menjadikan teras, tangga, gang (ruang untuk blok), ruang umum, taman 

halaman lantai dasar, baik sebagian ataupun seluruhnya untuk kepentingan 

pribadi tanpa persetujuan tertulis yang sah dari pengurus Perhimpunan 
Penghuni.

7. Memelihara hewan peliharaan yang menganggu ketertiban umum, 

kenyamanan dan keserasian seperti ayam, anjing, burung dan sebagainya.

8. Memagari halaman lantai dasar dan mengakui lantai tanah dasar sebaga, milik 

pribadinya, termasuk kunci ke halaman atau tanah lantai dasar tersebut.

9. Menutupi bagian ruangan jalan tangga darurat.

10. Mengubah bagian ruangan jalan tangga darurat.

11. Mengubah bentuk satuan rumah susun tanpa mendapat persetujuan bentuk dari 

Pengurus Perhimpunan Penghuni sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 
atau Anggaran Rumah Tangga.

Sedangkan yang menjadi kewajiban para penghuni satuan rumah susun menurut

Pasal 61 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1988 adalah:

1. Mematuhi tata tertib yang disusun oleh Perhimpunan Penghuni dan telah 
disahkan dalam rapat serta dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga.

2. Membayar iuran pengelolaan yang biasanya ditentukan per meter persegi, 

dengan komponennya, yaitu biaya kebersihan, biaya perawatan dan perbaikan 

biaya jasa manajer, biaya personal, premi asuransi dan penggantian instalasi

3. memelihara satuan rumah susun dan lingkungan disekeliling satuan rumah

susun.

Selain itu berdasarkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1988 

kewajiban lainnya adalah bahwa para penghuni satuan rumah susun wajib 
membentuk perhimpunan penghuni. Perhimpunan penghuni tersebut merupakan
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suatu badan hukum yang bertugas untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

bersama para pemilik satuan rumah susun dan penghuninya sebagai pemilikan, 

penghunian dan pengelolaannya agar terselenggara kehidupan bersama yang tertib 

dan aman dalam lingkungan yang sehat dan serasi.

2.3.2. Perhim punan Penghuni R um ah Susun

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun ialah suatu lembaga Perhimpunan 

para penghuni yang anggota-anggotanya terdiri dari penghuni dari suatu rumah 

susun tertentu. 20 dan berdasarkan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang No.16 tahun 

1985 tentang Rumah Susun yang dimaksud dengan Perhimpunan Penghuni 

Rumah Susun adalah suatu orgganisasi berbadan hukum yang susunan organisasi, 

hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan dijamin oleh 

Undang-Undang
Untuk mempermudah pembentukan Pehimpunan Penghuni Rumah Susun, 

maka Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua badan Kebijaksanaan dan 

Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional mengeluarkan 

Surat Keputusan nomor : 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Satuan 

Rumah Susun
Dalam pembentukan Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun, Dinas 

perumahan mempunyai peranan yang cukup penting yaitu .
1. Memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga dan berpedoman pada ketentuan ketentuan yang 

berlaku.
2. Menyiapkan surat rekomendasi dan konsep rancangan Surat K p 

Gubernur tentang pengesahan Akta pembentukan Perhimpunan Peng

Rumah Susun.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Sedangkan proses pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun adalah:

1. Persiapan Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun.
Penyelenggara penbangunan wajib bertindak sebagai Perhimpunan Penghuni 

Rumah Susun sementara sebelum teftentutaya Perhimpunan Penghuni

20 A. Ridwan Halim, Hukum Pemukiman, Perumahan dan Rumah Susun (suatu 
himpunan Tanya jawab praktis), (Jakarta : Puncak karma, 2001), hal. 139.
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Rumah Susun yang sebenarnya dan wajib mewujudkan Perhimpunan 

Penghuni Rumah Susun yang sebenarnya

Penyelenggara Pembangunan wajib mengelola rumah susun dalam waktu 

minimal 3 bulan dan paling lama 1 tahun sejak terbentuknya Perhimpunan 

Penghuni Rumah Susun atas biaya penyelenggara.

2. Pelaksaanaan pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun.

Pem bentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dilakukan dengan cara 

para pemilik dan / atau para penghuni rumah susun terlebih dahulu 

mengadakan rapat umum Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun 

yang dari rapat tersebut dituangkan dalam risalah (notulen) rapat, setelah itu 

oleh rapat ditunjuk anggota atau peserta rapat dan diberi kuasa guna 

menghadap notaris untuk membuat pernyataan dari segala apa yang telah 

diputuskan dalam rapat tersebut yaitu kedalam Akta Pendirian Perhimpunan 

Penghuni Rumah Susun yang berisi mengenai penunjukan ketua, sekretaris, 
bendahara, pengawasan dan pengelolaan.

Setelah dibuatnya Akta Pendirian tersebut maka dilanjutkan dengan 

pembuatan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang kemudian 

disahkan dalam rapat umum yang kemudian disahkan oleh gubernur. Yang 

kemudian dilanjutkan dengan pembentukan badan pengelola yang bertugas 

menyelenggarakan pengelolaan yang meliputi pengawasan terhadap 

penggunaan bagian-bagian bersama , benda bersama, dan pemeliharaan serta 

perbaikannya.

Tugas Perhimpunan Penghuni Rumah Susun pertama kali adalah menyusun 

konsep Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan memeperhatikan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berkoordinasi dengan dinas 

perumahan, yang kemudian bertugas mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga melalui rapat umum dan mengajukan permohonan pengesahan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kepada Gubernur melalui dinas 

perumahan.

Perhimpunan penghuni tersebut oleh undang-undang diberi suatu 

kedudukan istimewa yaitu sebagai badan hukum yang susunan organisasinya, hak 

dan kewajibannya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya,
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sehinga dapat bertindak keluar dan kedalam atas nama perhimpunan para pemilik 

dan  penghuni dan dengan wewenang yang dimilikinya

M aksud dan tujuan Perhimpunan Penghuni Rumah susun ini aadalah :

1. Untuk mencapai pemanfaatan dan pemakaian rumah susun khusus bagi 

keperluan satuan rumah susun sebagaimana ditentukan dalam U ndang-Undang 

N om or 16 ttahun \985 dan Peraturan Pemerintah Nom or 4 tahun 1988 tentang

rum ah susun serta perundang-undangan lainnya.

2. U ntuk M embina, mengatur dan mengurus kepentingan bersam a diantara para 

penghuni satuan rumah susun dengan menerapkan keseim bangan kepentingan 

penghuni agar dapat tercapai ketertiban, keselarasan kehidupan bertetangga 

sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, khususnya dalam 

m engelola bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

3. U ntuk menjaga dan saling melengkapi kebutuhan penghuni dalam

menggunakan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
fimesi hak bersam a (bagian bersam a,4. Untuk menjamin kelestarian penggunaan tu g

benda bersama dan tanah bersama) diantara penghun

5. Untuk membina terciptanya kegotongroyongan dalam kehidupan lingkungan

diantara para penghuni satuan rumah susun 

Tugas pokok perhimpunan adalah :
1. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan 

Penghuni Rumah Susun yang disusun oleh pengurus dalam rapat umum.

2. Membina para penghuni kearah kesadaran hidup bersama secara serasi, s e t o s

dan seim bang dalam rumah susun dan lingkungannya.
, „  , . ppnahuni Rumah Susun sesuai dengan3. M engangkat pengurus Perhimpunan rengn

hasil rapat umum.
4. Mengawasi pekerjaan Badan Pengelola dalam rangka pengelolaan satuan 

rumah susun berserta hak bersama atas bagian bersama, benda bersama dan 

tanah bersama.
Perhim punan Penghuni bubar, karena antara lain tanah dan bangunan rum ah susun 

m usnah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Pem erintah N om or 4 

tahun 1988.
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2.3.3. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan 

Penghuni.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga memuat susunan 

organisasi, fungsi, tugas pokok, hak dan kewajiban anggota serta tertib 

penghunian, sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan Pemerintah nomor 4 

tahun 1988 tentang rumah susun dan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan petunjuk dan 

pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni disusun oleh pengurus yang 

pertama kali dipilih dan disahkan oleh Rapat Umum Perhimpunan Penghuni.

Perbedaan antara Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun adalah bahwa Anggaran Dasar 

Perhimpunan Penghuni merupakan peraturan-peraturan yang intern dalam 

lembaga Perhimpunan Rumah Susun yang bersifat fundamental atau bersifat 

pokok atau dasar dan berisi peraturan-peraturan pokok yang berlaku dalam segala 

situasi dan kondisi, sehingga sifatnya lebih normatif. Sedangkan Anggaran Rumah 

Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun merupakan peraturan-peraturan 

intem dalam lembaga Perhimpunan Penghuni Rumah susun yang bersifat aktual 

dan praktis dan berisi peraturan-peraturan pelaksanaan yang menjabarkan tata cara 
menerapkan berbagai peraturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar21 

Hal-hal yang harus diatur dalam Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni adalah:
1. Bab tentang ketentuan umum untuk penyeragaman dan kejelasan pengertian 

setiap istilah atau terminologi

2. Bab tentang nama tempat kedudukan dan saat didirikan

3. Bab tentang azas, maksud dan tujuan serta tugas pokok
4. Status perhimpunan penghuni,

5. Keanggotaan dan daftar anggota,

6. Kedaulatan dan hak suara,

7. Hak dan kewaj iban anggota perhimpunan penghuni,

8. Susunan organisasi, persyaratan, wewenang dan kewajiban pengurus,

9. Penunjukan, tugas, hak dan wewenang badan pengelola

21 A. Ridwan Halim, Op.Cit, hal 143-144.
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10. Musyawarah dan rapat-rapat.
11. Kuorum dan pengambilan keputusan,

12. Keuangan,

13. Perubahan Anggaran Dasar,

14. Pembubaran Perhimpunan,

15. Peraturan Peralihan.

Sedangkan hal-hal yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan 

Penghuni Rumah Susun ialah sebagai berikut:

1. Hal keanggotaan.

2. Hal pengurusan perhimpunan.

3. Hal badan pengelola.

4. Hal musyawarah dan rapat -  rapat yang pada dasarnya terdiri dari Rapat 

Pengurus Perhimpunan Penghuni, Rapat Umum Tahunan Perhimpunan 

Penghuni Rumah Susun dan Rapat Umum Luar Biasa Perhimpunan Penghuni 

Rumah Susun.

5. Hal keuangan.

6. Hal peralihan dan penyerahan hak penggunaan rumah susun.

7. Hal perpanjangan hak atas tanah

8. Harta kekayaan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun

9. Hal tata tertib penghunian.

10. Hal larangan-larangan.

11. Ha! tata tertib pemilikan rumah susun.

12. Hal perbaikan kerusakan-kerusakan.

13. Hal pembinaan, pengawasan dan masa pengelolaan sementara.

14. Hal sanksi-sanksi pidana kepada para pelanggar hukum

15. Hal aturan-aturan lain
Perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya 

dapat dilaksanakan dengan keputusan Rapat Umum Perhimpunan Penghuni yang 

sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu oleh pengurus, Rapat 

umum tersebut harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota perhimpunan 

penghuni dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah yang memiliki hak suara penghunian.

2.3.4. K eanggotaan Perhim punan Penghuni Rum ah Susun

Analisa kasus..., Henny, FH UI, 2009



Yang dapat menjadi anggota dari Perhimpunan Penghuni Rumah Susun 

adalah subjek hukum yang memiliki atau memakai atau menyewa atau menyewa 

beli (termasuk sewa guna usaha) atau yang memanfaatkan satuan rumah susun 

yang berkedudukan sebagai penghuni dilingkungan rumah susun tersebut. 

Keanggotaan Perhimpunan Penghuni didasarkan pada kenyataan penghunian, 

yaitu yang dapat menjadi anggota perhimpunan penghuni adalah mereka yang 

benar benar menghuni atau menempati satuan rumah susun baik atas dasar 

pemilikan maupun hubungan hukum lainnya.

Apabila penyelenggara pembangunan belum dapat menjual seluruh satuan 

rumah susun maka penyelenggara pembangunan tersebut berhak bertindak 

sebagai anggota Perhimpunan Penghuni.

Keanggotaan Perhimpunan Penghuni berakhir bilamana penghuni pindah 

dan atau tidak berdomisili dilingkungan rumah susun yang bersangkutan atau 

karena pelimpahan hak penghunian kepada pihak lain atas dasar hubungan hukum 

tertentu.

Dalam hal pemilik menyerahkan penggunaan satuan rumah susun baik 

sebagian maupun seluruhnya pada pihak lain berdasarkan suatu hubungan hukum 

tertentu, harus dituangkan dalam akta yang secara tegas mencantumkan peralihan 

sebagian atau seluruh hak dan kewajiban penghuni beserta kewajiban lainnya dan 

akta tersebut harus didaftarkan pada Perhimpunan Penghuni. Hal ini dimaksudkan 

untuk menjamin kepastian hak, kewajiban dan tanggung jawab kepada penghuni 

baru
Kedaulatan dan hak suara Perhimpunan Penghuni Rumah Susun berada 

ditangan para anggota Perhimpunan Penghuni tersebut berdasarkan nilai 

proposional hak suara yang dimilikinya. Hak suara para penghuni terbagi atas 3 

yaitu hak suara Penghunian, hak suara pengelolaan dan hak suara pemilihan

Hak suara penghunian adalah hak suara para anggota Perhimpunan 

Penghuni Rumah Susun untuk menentukan hal-hal yang menyangkut tata tertib, 

pemakaian fasilitas dan kewajiban pembayaran iuran atas pengelolaan dan 

asuransi kebakaran terhadap hak bersama, benda bersama dan tanah bersama, 

yang untuk itu setiap pemilik hak atas satuan rumah susun diwakili oleh satu 

suara.
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H ak suara pengelolaan adalah hak suara para anggota Perhimpunan 

Penghuni Rum ah Susun untuk menentukan hal-hal yang menyangkut 

pem eliharaan, perbaikan dan pembangunan prasarana lingkungan serta fasilitas 

sosial, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Hak suara pengelolaan 

dih itung  berdasarkan nilai perbandingan proposional dari setiap satuan rumah 

susun.

Hak suara pemilihan adalah hak suara para anggota penghuni untuk 

m enentukan hal-hal yang menyangkut hubungan antar sesama penghuni satuan 

rum ah susun, pemilihan pengurus Perhimpunan penghuni dan biaya-biaya atas 

satuan rumah susun. Hak suara pemilihan dihitung berdasarkan nilai perbandingan 

proposional dari setiap satuan rumah susun.

Anggota Perhimpunan Penghuni satuan rumah susun, memiliki hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, adapun yang menjadi hak-hak 

anggota perhimpunan penghuni adalah :

1. M emilih dan dipilih menjadi pengurus Perhimpunan penghuni Rumah Susun 

sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Anggaran D asar dan 

Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun.

2. M engajukan usul, pendapat dan menggunakan atau mengeluarkan hak suara 

yang dimilikinya dalam rapat umum Perhimpunan Penghuni sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dalam rapat Umum atau Rapat Umum Luar Biasa 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan A nggaran 

Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni.

3. M emanfaatkan dan memakai sesuai dengan keperluannya atas pem ilikan dan / 

atau penggunaan satuan rumah susun secara tertib dan aman, term asuk bagian 

bersam a, benda bersama dan tanah bersama.

4. M endapatkan perlindungan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun.

K ew ajiban para anggota adalah :

1. m em enuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Perhim punan Penghuni, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan tata 

tertib dan peraturan-peraturan lainnya baik yang diputuskan dalam Rapat
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Umum atau Rapat Umum Luar Biasa Perhimpunan Penghuni atau oleh 

pengurus atau oleh Badan Pengelola yang disetujui Pengurus.

2. Memenuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah daerah yang mengatur tentang rumah susun.

3. Membayar kewajiban keuangan yang dipungut oleh Perhimpunan Penghuni 

dan / atau badan pengelola, sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

diperjanjikan antara pengurus dan badan pengelola ataupun berdasarkan 

ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan 

Penghuni.

4. Memelihara, menjaga, mengatur, memperbaiki rumah susun dan lingkungan 

atas bagian bersama dan tanah bersama.

5. Memelihara, menjaga, mengatur, memeperbaiki satuan rumah susun yang 

dimilikinya dan dihuninya.

6. Menunjang terselenggaranya tugas-tugas pokok pengurus perhimpunan dan 

badan pengelola.

7. Membina hubungan antara sesama penghuni satuan rumah susun yang selaras 

berdasarkan asas kekeluargaan dan makna-makna kehidupan bermasyarakat 

dan berbangsa Indonesia.

Selain hak-hak dan kewajiban-kewajiban umum para anggota Perhimpunan 

penghuni yang telah diuraikan diatas, terdapat juga hak-hak dan kwajiban- 

kewajiban secara khusus berkenaan dengan biaya-biaya pengelolaan rumah susun, 

yaitu apa saja dan seberapa besar kewajiban masing-masing pemilik yang 

berkenaan dengan biaya operasional rumah susun tersebut, , yaitu gaji dan upah 

untuk perusahaan badan pengelola, biaya untuk utilitas bagi pengguna bagian 

bersama dan benda bersama, biaya untuk pembuatan kontrak dengan eleaning, 

maintenance dan sebagainya, biaya kebutuhan rutin, biaya kantor, jasa 

profesional, asuransi kebakaran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai 

diterbitkannya sertifikat hak milik satuan rumah susun.22

Biaya-biaya yang diuraikan diatas termasuk kedalam beban kolektif yang 

ditanggung bersama oleh seluruh anggota perhimpunan penghuni.

Imam Koeswahyono, Hukum Rumah Susun suatu Bekal Pengantar Pemahaman, 
(Jawa Timur : Bayumedia Publishing, 2004), hal.84.
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Se\a’m kewajiban yang berasal dari biaya operasional tersebut tadi ada juga 

kew ajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik satuan rumah susun yang langsung 

ditagih kepada yang bersangkutan. Kewajiban ini berkaitan dengan jasa yang telah 

dinikm ati secara individu atau keluarga pemilik satuan rumah susun saja, seperti 

tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, tagihan gas dan Pajak Bumi dan 

Bangunan setelah terbitnya sertifikat hak milik atas satuan ramah susun.23 

2.3.5. P engurus Perh im punan Penghuni Satuan R um ah Susun

Kepengurusan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun terdiri dari seorang 

ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, seorang pengawas pengelola dan 

penam bahan jum lah keanggotaan dan jabatan pengurus Perhim punan Penghuni 

disesuaikan dengan jumlah anggota dan kebutuhan yang perlu diatur dan dikelola, 

adapun yang menjadi syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota pengurus 

adalah:

1. W arga Negara Indonesia yang setia kepada Pancasila dan U ndang-U ndang 

Dasar 1945

2. Berdomisili dilingkungan rumah susun yang dimaksud

3. Berstatus sebagai penghuni yang sah dilingkungan rumah susun tersebut.

4. Memiliki kartu penduduk dan kartu keluarga yang sah dilingkungan rum ah 

susun tersebut.

5. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan keija yang baik.

6. Mampu bekeijasama dengan sesama pengurus lainnya.

7. Mampu berinisiatif dan mencari sumber dana, baik didalam  m aupun diluar 

Perhimpunan Penghuni guna kebutuhan dan kepentingan penghuni.

Apabila telah memenuhi persyaratan diatas maka pem ilihan pengurus 

Perhimpunan penghuni dipilih berdasarkan musyawarah dan m ufakat serta asas 

kekeluargaan oleh dan dari anggota Perhimpunan Penghuni dalam  R apat Um um  

Perhim punan Penghuni yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang 

apabila pada rapat pertama tersebut tidak tercapai musyawarah dan m ufakat m aka 

pem ilihan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.

Adapun yang menjadi kewenangan pengurus adalah :

23 Ibid, hal.86.
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1. Pengurus berhak untuk membuat dan merubah aturan tata tertib dan 

pengelolaan penghunian serta menentukan kebijaksanaan sesuai dengan 

Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni.

2. Pengurus berwenang untuk melakukan peringatan, teguran dan tindakan lain 

terhadap penghuni yang melanggar atau tidak menaati aturan Anggaran Dasar 

atau Anggaran Rumah Tangga, aturan tata tertib, keputusan rapat umum, 

keputusan rapat pengurus dan peijanjian dengan badan pengelola.

3. Ketua dan sekretaris berwenang mewakili perhimpunan penghuni didalam dan 

diluar pengadilan tentang segala hal, dan segala kejadian sesuai dengan 

Anggaran dasar atau Anggaran Rumah Tangga perhimpunan penghuni dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan segala 

tindakan-tindakan baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai 

pemilikan dalam ruang lingkup pengelolaan rumah susun tersebut.

Sedangkan yang menjadi kewajiban dari pengurus adalah :

1. Memberikan pertanggungjawaban kepada rapat umum perhimpunan penghuni.

2. Menyampaikan laporan kepada perhimpunan penghuni secara berkala 

sekurang-kurangnya dua kali setahun atas pekeijaan badan pengelola.

3. Menyelenggarakan tugas-tugas administrasi yang berkaitan dengan masalah 

penghunian perhimpunan penghuni. Melaksanakan putusan rapat umum 

perhimpunan penghuni.

Membina penghuni kearah kesadaran hidup bersama, selaras, serasi dan 

seimbang dalam perhimpunan penghuni.

5. Mengawasi pelaksanaan penghunian satuan rumah susun agar penghuni 

mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga serta perikatan peijanjian dengan badan pengelola.

6. Menetapkan dan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang telah 

dilakukan oleh penghuni terhadap keputusan rapat umum perhimpunan 

penghuni, keputusan rapat pengurus, Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah 

Tangga perhimpunan penghuni serta peijanjian dengan badan pengelola, 

termasuk memohon bantuan dari dinas perumahan, Pemda dan pihak berwajib 

lainnya dalam menerapkan sanksi bagi penghuni yang tidak memenuhi tata 

tertib penghunian.
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7. M enjalin hubungan kerjasama baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

perundang-undangan.

2.3.6. P en u n ju k an , Tugas, H ak dan W ew enang B adan Pengelola.

Badan pengelola rumah susun ialah suatu lembaga yang ditunjuk atau 

dibentuk oleh Perhimpunan Penghuni yang berstatus badan hukum yang secara 

profesional bertugas menyelenggarakan pengelolaan rumah susun atau apaitem en 

dan sejenisnya dengan unit organisasi, personil dan peralatan yang mampu untuk 

mengelola rumah susun yang bersangkutan. Pada dasarnya peran dan peranan 

badan pengelola rumah susun atau apartemen dan sejenisnya sangat diperlukan 

dalam pemeliharaan dan perawatan gedung bertingkat seperti m m ah susun atau 

apartemen yang artinya diperlukan keahlian yang tinggi, kecerm atan yang 

bijaksana dan pengaturan dana yang tepat. Selanjutnya pengelolaan gedung 

seperti ini memerlukan profesionalisme yang tinggi dan tidak bisa dilakukan

sembarangan.24
Apabila badan pengelola rumah susun dibentuk oleh Perhim punan 

Penghuni yang paling penting untuk diperhatikan adalah .

1. Unit Organisasi yaitu b*dan pengelola yang dibentuk m erupakan unit

organisasi dari badan pengelola ramah susun.

2. Personal, yaitu orang-orang yang diserahi tugas menangani badan pengelola 

dikhususkan untuk itu. disamping itu hendaknya dipilih orang-orang yang

mampu memikul tugas dengan baik.

3. Peralatan, yaitu organisasi pengelola ini memiliki peralatan yang layak yang 

mampu mendukung pelaksanaan semua tugas pengelolaan bangunan rum ah 

susun, seperti : peralatan kantor, alat-alat kebersihan dan sebagainya.

Sedangkan badan pengelola bangunan rumah susun yang ditunjuk oleh 

Perhim punan Penghuni yang paling penting untuk diperhatikan adalah :

1. Badan pengelola ini harus berbentuk badan hukum atau rechts p erso n  yang 

m elaksanakan tugas berdasarkan suatu peijanjian formal dengan Perhim punan

Penghuni.

24 A . R i d w a n  H a l im ,  O p .C i t ,  hal 165-166
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2. Badan pengelola yang ditunjuk oleh Perhimpunan Penghuni ini harus 

profesional, artinya suatu badan hukum yang benar-benar mempunyai 

kemampuan untuk mengelola suatu bangunan bertingkat.

Badan Pengelola ditunjuk dan diberi tugas oleh Pengurus Perhimpunan 

Penghuni yang selanjutnya badan pengelola tersebut bertanggung jawab terhadap 

Pengurus perhimpunan penghuni dalam pelaksanaan pengelolaan atas bagian 

bersama, benda bersama dan tanah bersama. Penunjukan badan pengelola 
dilakukan dengan :

1. Pengurus perhimpunan penghuni dapat menunjuk badan pengelola yang 

berstatus badan hukum dan profesional yang sesuai dengan tingkat 

kebutuhannya yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan rumah susun.

2. Jika badan pengelola yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat menjalankan 

tugasnya secara profesional dapat menggati badan pengelola tersebut dan 

menunjuk badan pengelola lain yang lebih profesional.

3. Dalam hal jumlah satuan-satuan rumah susun masih dalam batas-batas yang 

dapat ditangani sendiri, perhimpunan penghuni dapat membentuk badan 

pengelola yang dilengkapi dengan unit organisasi, personil dan peralatan yang 

mampu untuk mengelola rumah susun.

Badan pengelola mempunyai tugas yang pada hakikatnya telah ditentukan dalam 

Pasal 68 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1988 yang esensinya mencakup hal- 
hal sebagai berikut:

1. Mengadakan pemeriksaan, pemeliharaan, penjagaan kebersihan dan perbaikan 

rumah susun dan lingkungannya pada bagian bersama, benda bersama dan 
tanah bersama.

2. Mengawasi ketertiban dan keamanan penghuni serta penggunaan bagian 

bersama, benda bersama dan tanah bersama sesuai dengan peruntukkannya.

3. Memberikan laporan secara berkala kepada pengurus perhimpunan penghuni 

sekurang-kurangnya setiap tiga bulan.

4. mempertanggungjawabkan kepada pengurus perhimpunan penghuni tentang 

penyelenggaraan pengelolaan.

Adapun yang menjadi hak dan wewenang badan pengelola adalah:

L
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1. Membuat tata tertib dan segenap peraturan lain yang berhubungan dengan 

pengelolaan rumah susun sesuai dengan kewenangan yang diberikan

pengurus perhimpunan penghuni.
2. Menetapkan dan memungut iuran pengelolaan kepada setiap penghuni.

2.4. Analisa Kasus 377/PDT.G/2007/PN.JKT.PST Tentang Keabsahan 

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Dikaitkan Dengan Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli Antara Developer Dengan pihak Ketiga
Secara garis besar kasus NO.377/PDT.G/2007/PN.JKT.PST adalah 

antara Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Taman Kemayoran 

Condominium ( PPRS TKC ) dengan PT Adhiphutra sebagai developer Rumah 

Susun Hunian Taman Kemayoran Condominium, dimana PPRS TKC selaku 

pengurus merasa berwenang mengelola segala sesuatu menyangkut rumah susun 

taman kemayoran termasuk pembayaran fasilitas Rumah susun tersebut 

menggugat PT. Adhiputra selaku developer yang dianggap sebagai pemilik 33 

satuan rumah susun untuk melakukan pembayaran fasilitas yang tertunggak 

selama beberapa tahun. Bantahan yang dilakukan PT. Adhiputra untuk gugatan 

tersebut adalah bahwa didalam anggaran dasar PPRS TKC, yang berwenang 

melakukan pemungutan adalah pengelola yang harus diben.uk sebagai badan 

hukum, dimana hal pembentukan pengelola belum dilakukan, sehmgga PPRS 

TKC berdasarkan anggaran dasarnya tidak berwenang melakukan pemungutan 

tersebut, selain itu PTAdhiputra bukanlah pemilik dari 33 satuan rumah susun 

tersebut, dikarenakan ke-33 satuan rumah susun tersebut telah berpindah 

kepemilikannya ke pihak ketiga dengan Akta pengikatan jual beli, dengan 

demikian seharusnya gugatan PPRS TKC ditujukan kepada pihak ketiga, yang 

untuk selanjutnya akan dibahas secara rinci satu persatu pada subbab
Dari Putusan tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal ini penggugat 

adalah suatu Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Taman Kemayoran 

Condominium yang Anggaran Dasarnya dan Anggaran Rumah Tangganya 

disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2002. bahwa didalam Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut dinyatakan dengan jelas bah 

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun tersebut mempunyai kewenangan untuk
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menyelenggarakan pembukuan dan administrasi keuangan secara terpisah sebagai 

kekayaan perhimpunan dan berwenang juga menerima dan memungut bayaran 

dari seluruh anggota perhimpunan.

Isi daripada Anggaran Dasar yang berhubungan dengan perkara ini adalah:

1. Alinea ke-5 Mukadimah Anggaran Dasar.

“ Perhimpunan Penghuni dapat membentuk atau menunjuk badan pengelola 

yang bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan yang meliputi 

pengawasan terhadap penggunaan bagian bersama, benda bersama, tanah 

bersama dan pemeliharaan serta perbaikannya. Dana yang dipergunakan untuk 

membiayai pengelolaan dan pemeliharaan Rumah Susun diperoleh dari 

pungutan iuran pengelolaan dari anggota perhimpunan “

2. Pasal 1 ayat (8) Anggaran Dasar, tentang ketentuan umum.

“ Badan pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola Rumah Susun 

Hunian Taman kemayoran Condominium yang dibentuk atau ditunjuk oleh 

pengurus perhimpunan berdasarkan proses pelelangan yang transparan dan 

profesional “

3. Pasal 9 ayat (5) Anggaran Dasar, tentang tugas pokok Perhimpunan.

Menunjuk atau membentuk Badan Pengelola dan mengawasi Badan 

Pengelola dalam pengelolaan rumah susun dalam lingkungannya “

4. Pasal 22 Anggaran Dasar, tentang Penunjukan Badan Pengelola.

a. Ayat 1, “Perhimpunan melalui pengurusnya dapat menunjuk Badan 

Pengelola yang berstatus badan hukum dan profesional dengan proses 

tender yang transparan sesuai dengan tingkat kebutuhannya yang bertugas 

menyelenggarakan pengelolaan Rumah Susun“

b. Ayat 2, “Jika Badan Pengelola yang telah ditunjuk oleh Perhimpunan tidak 

dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, perhimpunan dapat 

mengganti Badan Pengelola lain yang lebih profesional“

5. Pasal 23 Anggaran Dasar, tentang tugas-tugas pokok Badan Pengelola.

a. Ayat (1), “Melaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan, kebersihan dan 

perbaikan rumah susun dan lingkungannya pada bagian bersama, benda 

bersama dan tanah bersama“

i
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b. Ayat (2), “Mengawasi ketertiban dan keamanan penghuni serta 

penggunaan bagian bersama, benda bersama sesuai dengan 

peruntukannya”

c. Ayat (5), “Mempertanggungjawabkan kepada pengurus tentang 

penyelenggaraan pengelolaan”

6. Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar, tentang hak dan kewenangan Badan 

Pengelola

“Melaksanakan pemungutan iuran pengelolaan dan iuran lainnya ’

Pasal dari Anggaran Rumah Tangga yang berkaitan dengan Pasal ini adalah Pasal 

7 ayat (4) tentang Badan Pengelola yang menyatakan bahwa Badan Pengelola 

yang ditunjuk oleh peihimpunan harus berbadan hukum serta mampu secara 

profesional menangani pengelolaan rumah susun.

Tergugat adalah perusahaan swasta berbadan hukum Indonesia yang 

bertindak sebagai developer seluruh bangunan Rumah Susun Tam an Kemayoran 

Condominium tersebut.

Bahwa sejak berdirinya Rumah Susun Tam an Kemayoran Condom inium , 

segala pembayaran fasilitas seperti Service charge, listrik (PLN), air (PAM ) 

ditagih oleh dan dibayarkan oleh penghuni kepada tergugat dikarenakan pada saat 

itu Perhimpunan Penghuni Rumah Susun belum dibentuk. Setelah pengesahan 

pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Tam an K em ayoran 

Condominium pada bulan November 2002, maka wewenang pengelolaan segala 

sesuatu menyangkut Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium term asuk 

pem bayaran fasilitas tersebut diserahkan atau dibayarkan kepada Penggugat ( 

Perhim punan Penghuni).

Bahwa penggugat sebagai penghuni dan pemilik atas 33 (tiga puluh tiga) 

unit rumah susun di Rumah Susun Taman Kemayoran Condom inium , bersam a 

dengan penghuni dan penyewa lain di Rumah Susun Tam an K em ayoran 

Condom inium  berkewajiban membayar retribusi kepada Perhim punan Penghuni 

m elalui penggugat ( Developer ) setiap bulannya, yang berupa pem bayaran 

Service charge, pembayaran iuran dana cadangan, pembayaran listrik, air dan 

utilitas lainnya sesuai dengan jumlah pemakaian perbulannya. Jum lah mana lelah
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diputuskan dalam Rapat Pengurus ditambah dengan 6 (enam) orang wakil pemilik 

yang ditetapkan oleh rapat umum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penggugat ( Perhimpunan Penghuni ) 

menggugat Developer untuk membayar tagihan-tagihan tersebut dengan disertai 

dengan uang denda.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, tergugat (developer) 

memberikan pembelaan yaitu bahwa secara fakta hukum, tergugat bukanlah 

sebagai pemilik permanen atas 33 (tiga puluh tiga) unit-unit Rumah Susun Taman 

Kemayoran sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat (Perhimpunan 

Penghuni), karena tergugat hanya sebagai developer atau pemilik perantara atas 

unit-unit dimaksud, dimana atas unit-unit tersebut telah dilakukan tindakan hukum 

jual beli oleh Tergugat kepada pihak ketiga selaku pembeli dan pemilik sah atas 

satuan rumah susun dan terhadap beberapa unit rumah susun tersebut telah 

dilakukan pengikatan Jual Beli antara tergugat dengan pihak lainnya sesuai 

dengan bukti-bukti Akta Pengikatan Jual Beli antara Tergugat dengan pihak 

ketiga yang dilakukan antara sebagian besar pada tahun 1994 -  1996. oleh karena 

itu tergugat menyatakan bahwa pihak ketiga adalah pemilik yang sah atas unit- 

unit Rumah Susun tersebut dan seharusnya gugatan Penggugat ( Perhimpunan 

Penghuni) ditujukan kepada pihak ketiga tersebut.

Selain itu, tergugat memberikan pembelaan, bahwa seharusnya Pihak 

ketiga tersebut dilibatkan atau diikutsertakan dalam gugatan tersebut karena 

materi pokok gugatan penggugat dalam perkara ini adalah tentang pembebanan 

biaya pengelolaan atas pemakaian atau penempatan satuan Rumah Susun Taman 

Kemayoran Condominiun, maka seharusnya secara subjek hukum subjek tergugat 

dalam perkara ini adalah para pihak yang telah membeli atau pemilik dan pihak 
yang menempati.

Pembelaan lainnya adalah bahwa secara hukum berdasarkan ketentuan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Penggugat ( Perhimpunan 

Penghuni ) tidak berwenang, tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk 

melakukan pemungutan iuran pengelolaan di rumah susun Taman Kemayoran 

Condominium, karena berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar maupun Anggaran 

Rumah Tangga Kemayoran Condominium dinyatakan bahwa yang berhak untuk
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melakukan kegiatan pengelolaan, termasuk melakukan kegiatan pemungutan iuran 

terhadap seluruh unit satuan Rumah Susun tersebut adalah merupakan tugas dan 

kewenangan dari pihak Badan Pengelola yang telah pasti dan berdasarkan Pasal- 

Pasal dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yag telah diuraikan 

diatas, Penggugat wajib untuk menunjuk badan pengelola yang berstatus badan 

hukum dan profesional guna menyelenggarakan kegiatan pengelolaan atas Rumah 

Susun Tam an kemayoran Condominiun, yang mana hal tersebut belum dilakukan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, Pengadilan negeri

Jakarta Pusat pada akhirnya memutuskan :

1. M enolak gugatan penggugat karena gugatan Penggugat kurang pihak, sebab 

tergugat selaku developer atau pemilik sementara telah menjual seluruhnya 

kepada pihak ketiga atas dasar Akta Pengikatan jual Beli, dengan dem ikian 

terguggat bukan lagi sebagai pemilik atas objek sengketa.
Berdasarkan Pasal 10 U n d a n g - U n d a n g  nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah 

Susun, pemindahan hak milik atas satuan rumah susun dari penyelenggara 

pembangunan kepada pembeli pemindahan haknya harus dilakukan dengan akta

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Dari yang telah diuraikan diatas, timbul pertanyaan baru, siapakah yang harus 

bertanggung jawab terhadap pembayaran fasilitas rumah susun teisebui. Ap
• j  i nemilik sah unit-unit rumah susunD eveloper yang masih bertindak selaku pem

tersebut atau pihak yang menempati rumah susun tersebut.

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum maka, Peralihan hak dan kew ajiban 

atas rumah susun tersebut belum beralih dari developer kepada pihak ketiga 

karena baru hanya dilakukannya Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Pengikatan Jual beli, oleh karena itu kewajiban akan pembayaran fasilitas tersebut 

m asihlah di,angan developer. Akan tetapi apabila dilihat dari sudut pandang m oral 

m aka yang memakai fasilitas tersebut yang harus membayar apa yang telah 

dipakainya, dalam hal ini yaitu pihak ketiga yang menempati dan m enggunakan 

fasilitas dalam rumah susun tersebut.
2. Bahw a Penggugat secara hukum berdasarkan ketentuan Anggaran dasar dan 

A nggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Tam an 

K em ayoran Condominium tidak mempunyai wewenang atau kapasitas untuk
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melakukan pemungutan iuran pengelolaan di rumah susun Taman Kemayoran 

Condominium karena merupakan tugas dan kewenangan dari Badan Pengelola 

Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium.

Berdasarkan Alinea ke-5 Mukadimah Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni 

Rumah Susun. Perhimpunan Penghuni dapat membentuk atau menunjuk badan 

pengelola yang bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan yang meliputi 

pengawasan terhadap penggunaan bagian bersama, benda bersama, tanah bersama 

dan pemeliharaan serta perbaikannya. Dana yang dipergunakan untuk membiayai 

pengelolaan dan pemeliharaan Rumah Susun diperoleh dari pungutan iuran 

pengelolaan dari anggota perhimpunan.

Dari alinea diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perhimpunan Penghuni dapat 

menunjuk Badan Pengelola, bukan wajib mengangkat Badan Pengelola

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasari oleh dasar hukum dan tidak 
didukung dengan bukti-bukti yang kuat.

Bahwa berdasarkan dari putusan Pengadilan, dapat diketahui bahwa telah terdapat 

bukti- bukti yang cukup mendukung, antara lain:

1. Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Taman Kemayoran.

2. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Taman 
Kemayoran.

3. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 2925/XV/B.

4. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 3137/XII/D

5. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 3153/XV/D

6. Akta Jual Beli No. 24/kemayoran/2002.

7. Akta Jual Beli No. 104/2003.

8. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 2798/DC/A.

9. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 3099/IV/D

10. Akta Jual Beli No. 24/Kemayoran/2002.

11. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 2936/I/C..
12. Akta Pengikatan Jual Beli No.57.

13. Akta Pengikatan Jual Beli No 210.

14. Akta Pengikatan Jual Beli No. 37.

15. Akta Pengikatan Jual Beli No. 37.
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16. Akta Pengikatan Jual Beli No. 110.

17. Akta Pengikatan Jual Beli No 235.

\ 8. Akta Pengikatan Jual Beli 'No. 62.

19. Akta Pengikatan Jual Beli No 258.

20. Akta Pengikatan Jual Beli No. 43

21. Akta Pengikatan Jual Beli No. 44

22. Akta Pengikatan Jual Beli No 62

23. Akta Pengikatan Jual Beli No. 16

24. Akta Pengikatan Jual Beli No. 44.

25. Akta Pengikatan Jual Beli No. 163.

26. Akta Pengikatan Jual Beli No. 136.

27. Akta Pengikatan Jual Beli No. 194.

28. Akta Pengikatan Jual Beli No. 270.

29. Akta Pengikatan Jual Beli No. 2

30. Akta Pengikatan Jual Beli No. 4

31. Pengikatan Dengan kwitansi dengan tanda terima tertanggal 05 agustus 1996.

32. Pengikatan Dengan kwitansi dengan tanda terima tertanggal 3 juni 199o.

33. Pengikatan Dengan kwitansi dengan tanda terima tertanggal 3 Juni 1996 

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diambil 

kesim pulan bahwa salah satu pertimbangan hakim yang mengatakan bahw a 

Perkara tersebut kurang disertai dengan bukti-bukti yang je las dapat 

dipertanyakan.
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BAB III 

PENUTUP

3.1. Kesimpulan.

3.1.1 Proses Pembentukan Perhimpunan Penghuni

Mekanisme dan proses pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah 

Susun dimulai dilakukan dengan cara para pemilik dan / atau para penghuni 

rumah susun terlebih dahulu mengadakan rapat umum Pembentukan Perhimpunan 

Penghuni Rumah Susun yang dari rapat tersebut dituangkan dalam risalah 

(notulen) rapat, setelah itu oleh rapat ditunjuk anggota atau peserta rapat dan 

diberi kuasa guna menghadap notaris untuk membuat pernyataan dari segala apa 

yang telah diputuskan dalam rapat tersebut yaitu kedalam Akta Pendirian 

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun yang berisi mengenai penunjukan ketua, 

sekretaris, bendahara, pengawasan dan pengelolaan.

Setelah dibuatnya Akta Pendirian tersebut maka dilanjutkan dengan 

pembuatan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang kemudian 

disahkan dalam rapat umum yang kemudian disahkan oleh gubernur. Yang 

kemudian dilanjutkan dengan pembentukan badan pengelola yang bertugas 

menyelenggarakan pengelolaan yang meliputi pengawasan terhadap penggunaan 

bagian-bagian bersama , benda bersama, dan pemeliharaan serta perbaikannya.

3.1.2 Fungsi, tugas dan wewenang Perhimpunan Penghuni Rumah Susun

Dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, 

diwajibkan dibentuknya Perhimpunan Penghuni Rumah susun, yang mempunyai 

fungsi untuk membina. Mengatur dan mengurus kepentingan bersama diantara 

para penghuni satuan rumah susun, menjaga dan melengkapi kebutuhan penghuni 

dalam menggunakan dan menjaga kelestarian benda bersama, bagian bersama dan 

tanah bersama, membina penghuni kearah kesadaran hidup bersama secara serasi,
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selaras dan seimbang dalam rumah susun dan lingkungannya dan 

mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta mengangkat

Pengurus dan mengawasi Badan Pengelola.
Pengurus Perhimpunan Penghuni diangkat oleh Perhimpunan Penghuni, 

adapun yang menjadi kewenangan pengurus adalah Pengurus berhak untuk 

membuat dan merubah aturan tata tertib dan pengelolaan penghunian serta 

menentukan kebijaksanaan sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah 

Tangga Perhimpunan Penghuni., Pengurus berwenang u n tu k  melakukan 

peringatan, teguran dan tindakan lain terhadap penghuni yang melanggar atau 

tidak menaati aturan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, aturan tata 

tertib, keputusan rapat umum, keputusan rapat pengurus dan perjanjian dengan 

badan pengelola dan Ketua dan sekretaris berwenang mewakili perhimpunan 

penghuni didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal, dan segala kejadian 

sesuai dengan Anggaran dasar atau Anggaran Rumah Tangga perhimpunan 

penghuni dan peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n  yang berlaku serta menjalankan 

segala tindakan-tindakan baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai 

pemilikan dalam ruang lingkup pengelolaan rumah susun tersebut.

Sedangkan yang menjadi kewajiban dari pengurus adalah .
1. Memberikan pertanggungjawaban kepada rapat umum perhimpunan penghuni.

2. Menyampaikan laporan kepada perhimpunan penghuni secara berkala 

sekurang-kurangnya dua kali setahun atas pekeijaan badan pengelola.

3. Menyelenggarakan tugas-tugas administrasi yang berkaitan dengan masalah 

penghunian perhimpunan penghuni. Melaksanakan putusan rapat umum

perhimpunan penghuni.
4. Membina penghuni kearah kesadaran hidup bersama, selaras, serasi dan

seimbang dalam perhimpunan penghuni.
5. Mengawasi pelaksanaan penghunian satuan rumah susun agar penghuni 

mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga serta perikatan peijanjian dengan badan pengelola.

6. Menetapkan dan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang telah 

dilakukan oleh penghuni terhadap keputusan rapat umum perhimpunan 

penghuni, keputusan rapat pengurus, Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah
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Tangga perhimpunan penghuni serta peijanjian dengan badan pengelola, 

termasuk memohon bantuan dari dinas perumahan, Pemda dan pihak berwajib 

lainnya dalam menerapkan sanksi bagi penghuni yang tidak memenuhi tata 

tertib penghunian.

7. Menjalin hubungan kerjasama baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

perundang-undangan.

3.1.3. Kesim pulan tentang pembayaran fasilitas dikaitkan dengan Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai 

kekuatan hukum Peijanjian Pengikatan Jual beli, maka dapat disimpulkan bahwa 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan antara pihak developer 

(PT.Adhiputra) dengan pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat 

dan mengikat. Karena pada dasarnya Peijanjian Pengikatan Jual Beli adalah 

Perjanjian bantuan atau pendahuluan yang harus ditingkatkan dengan Akta Jual 

Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang baru dapat 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Karena peralihan hak di Indonesia 

mempunyai sifat yang tunai dan terang.

Dari yang telah diuraikan diatas, timbul pertanyaan baru, siapakah yang 

harus bertanggung jawab terhadap pembayaran fasilitas rumah susun tersebut? 

Apakah Developer yang masih bertindak selaku pemilik sah unit-unit rumah 

susun tersebut atau pihak yang menempati rumah susun tersebut?

Pertama untuk menentukan siapa yang berkewajiban membayar fasilitas 

tersebut harus dilihat dalam Peijanjian Pengikatan Jual Beli nya tersebut, apakah 

dipeijanjian tersebut dicantumkan secara jelas dalam Pasal tertentu siapa yang 

berkewajiban membayar penggunaan fasilitas tersebut, apabila didalam Pemjian 

tersebut tidak dicantumkan secara jelas maka dilihat dari sudut pandang hukum 

maka, Peralihan hak dan kewajiban atas rumah susun tersebut belum beralih dari 

developer kepada pihak ketiga karena baru hanya dilakukannya Peijanjian 

Pengikatan Jual Beli bukan Akta Pengikatan Jual beli, oleh karena itu kewajiban 

akan pembayaran fasilitas tersebut masihlah ditangan developer. Akan tetapi 

apabila dilihat dari sudut pandang moral maka yang memakai fasilitas tersebut
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yang harus membayar apa yang telah dipakainya, dalam hal ini yaitu pihak ketiga 

yang menempati dan menggunakan fasilitas dalam rumah susun tersebut

3.2. Saran.

Saran yang dapat penulis berikan dalam analisa kasus dalam penulisan ini 

adalah bahwa sebaiknya dalam mengajukan gugatan harus dilihat terlebih dahulu 

siapa yang akan digugat, sehingga gugatan tidak akan ditolak karena kurangnya 

para pihak.

Saran lainnya mengenai permasalahan peijanjian pengikatan jual beli 

rumah susun adalah bahwa sebaiknya dalam Peijanjian Pengikatan Jual Beli 

tersebut dicantumkan secara jelas dalam Pasal tersendiri bagaimana mengenai 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban Developer, apakah berpindah ke Pembeli 

ataukah masih tetap ditangan developer, sebaiknya juga dicantumkan dengan jelas 

bahwa Peijanjian Pengikatan Jual Beli tersebut harus ditingkatkan ke Akta Jual 

beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam jangka waktu yang 

ditentukan untuk menjamin kepastian hukum, selain itu saran mengenai siapa 

yang seharusnya bertanggung jawab atas pembayaran fasilitas rumah susun dalam 

perkara ini adalah sebaiknya antara developer, Pihak ketiga dan Perhimpunan 

Pengbuni saling bermusyawarah dalam menentukan siapa yang bertanggung 

jawab, apakah ditanggung oleh Penghuni rumah susun sebagai pengguna fasilitas 

tersebut, Developer atau secara bersama-sama antara penghuni dengan developer 

dengan bagian-bagian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak.
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P U T U S A N
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Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 

Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut 
dalam perkara antara :

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN TAMAN KEMAYORAN 

CONDOMINIUM (PPRS TKC) dalam hal ini diwakili oleh AHMAD 

WIDJAYA dan POEDJI PURJANTO selaku Ketua dan Sekretaris PPRS TKC 

tersebut beralamat dl Club House Lt2 Taman Kemayoran Condominium, 

Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya J.B GREGORIUS, SH 

Advokat dan Pengacara pada Kantor J B GREGORIUS, SH & Partners 

berkantor di Puskopal Armabar Jakarta Bldg 2 nd floor, Jl. Tabah Raya, 

Kompleks TNI AL Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus tanggal 01 Nopember 2007,

Selanjutnya disebut ...........................  PENGGUGAT;

MEL AWAN :

PT. DUTA ADHIPUTRA, Perusahaan swasta, berlamat di Taman Kemayoran 

Condominium, Wisma Ebony, Lantai Dasar No.03 Kemayoran Jakarta 

Pusat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ALAMSYAH HANAFIAH, SH., 

HENDRA HERIANSYAH, SH., dan M. SYAFRI NOER, SH.Msi Advokat dan 

Pengacara pada Kantor Law Office AUMASYAH HANAFIAH & Partners 

berkantor di Jl. Letjen R. Suprapto Ruko Cempaka Mas Boulevard Barat 

Blok C No.7 Jakarta Pusat Indonesia 10640 berdasarkan surat kuasa 
khusus tertanggal 10 Desember 2007,

Selanjutnya disebut : .................... ........Tergug at ,

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berpeitara;
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Bahwa

Taman

1 ^ v ^fl-ar rii Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ja k a rta

^rrr« ^  » —h ^  ^
Notlwl/JZ****. yang pada W  «  ^  :

... DorhimDunan Penghuni Rumah Susun Hunian 
PENGGUGAT adalah suatu Perhimp

Anggaran Dasar (AD) (Bukti P -l) dan
i cjmaii Kemayoran Condominium, y

rap-n (Bukti P-2) disahkan oleh Gubernur DKI Anggaran Rumah Tangganya (ART) (buku r ,

Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002,
«r, nacar f AD) 'dan Anggaran Rumah Tangga (ART)2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (Al>j uch ya

_i n frorcphut wewenang PENGGUGAT adalahPerhimpunan (vide Buka P-l dan P-2) tersebut, wewe
i , «  nomhukuan dan administrasi keuangan secara

antara lain menyelenggarakan pe
, , _n pprhimDunan (vide Pasal 9 (6) AD) selain itu,

terpisah sebagai kekayaan Perhi p
__ menerima dan memungut bayaran dan seluruh 

PENGGUGAT juga berwenang menerima

anggota Perhimpunan (vide Pasal 9 (8) AD),
. oA/acta berbadan hukum Indonesia yang

3. Bahwa TERGUGAT adalah perusahaan swasta y y
 ̂ seluruh bangunan Rumah Susun Taman

telah membangun (sebagai develop )

Kemayoran Comdominium tersebut, . .
. niimah susun Tarnan Kemayoran Condominium, segala

4. Bahwa sejak berdinnya Rumah ... ., . ,
arvice charge, Ustrik (PLN), air (PAM) ditagih oleh pemnbayaran fasilitas seperti Service crwy ,

dan dibayarkan kepada TERGUGAT oleh Penghuni atau Penyewa, karena

Perhimpunan belum dibentuk. Setelah pengesahan pembentukan Perhimpunan
.. Taman Kemayoran Condominium pada bulanPenghuni Rumah Susun Hunian Taman Nemay

„o™ mpnaelola segala sesuatu menyangkut Rumah November 2002, maka wewenang mengeioic y
 ̂ ^̂ mininrn termasuk pembayaran fasilitas tersebut di Susun Taman Kemayoran Condominium term** k

atas diserahkan/dibayarkan kepada PENGGUGAT,
5. Bahwa TERGUGAT sebagai Penghuni dan pemilik atas 33 (tiga puluh tiga) unit 

rumah susum (Bukti P-3) di Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium, 

bersama pernghuni dan penyewa lain di Rumah Susun Taman Kemayoran 

Condominium berkewajiban membayar retribusi kepada perhimpunan melalui 

PENGGUGAT setiap bulan berupa, pembayaran Service Charge sebesar Rp. 

3500/m2, pembayaran iuran dana cadangan (Sinking Fund) sebesar Rp. 

500/m2, pembayaran listrik (PLN), air (PAM) dan utilitas lainnya sesuai dengan 

jumlah pemakaian perbulan, jumlah pembayaran mana telah diputuskan dalam 

Rapat Pengurus ditambah dengan 6 (enam) orang wakil Pemilik yang ditetapkan 

oleh Rapat Umum;
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Bahwa sejak, pelimpahan wewenang pengurusan Rumah Susun Taman Kemayoran 

Comdomlnlum pada bulan Novejjiber 2002 dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, 

pembayaran Biaya Pengelolaan Sarana/BPS (service charge + sinking fund), 

listrik, air dari utilitas lainnya dari unit-unit rumah susun milik TERGUGAT (vide 

Bukti P-3) sampai pada tanggal gugatan ini didaftarkan, belum pernah dibayar oleh 

TERGUGAT;

Bahwa tunggakan BPS, listrik dan air yang belum dibayar oleh TERGUGAT kepada 

PENGGUGAT untuk 33 unit rumah susun tersebut sejak bulan November 2002 

sampai tanggal 30 Oktober 2007.adalah sebesar Rp. 1.011. 266.740

(Satu milliard sebelas juta dua ratus enam'puluh enam ribu tujuh ratus empat 

puluh rupiah) sebagaimana perincian tunggakan tersebut pada Bukti P-4;

Bahwa selama bertahun-tahun tunggakan tersebut tidak tertagih karena 

TERGUGAT berdalih bahwa 33 unit rumah susun tersebut belum laku terjual, atau 

dengan alasan lain bahwa pembayaran tunggakan-tunggakan tersebut menunggu 

unit-unit itu laku teijual. Dalil mana adalah kelalaian TERGUGAT sebagai 

pelanggaran terhadap Anggaran Pasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) 

perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Taman Kemayoran Condomjnium; 

Bahwa kelalaian TERGUGAT tidak membayar tunggakan BPS, Listrik dan Air 

kepada PENGGUGAT dari bulan November tahun 2002 sampai bulan Oktober tahun 

2007 sebesar Rp. 1.011.266.740 (Satu milliard sebelas juta dua ratus enam 

puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), merupakan bukti bahwa 

TERGUGAT telah mellakukan Wan-Prestasi;

Bahwa kelalaian TERGUGAT telah menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT, tidak 

hanya karena TERGUGAT tidak membayar kewajibannya tetapi PENGGUGAT harus 

menanggung membayar terlebih dahulu tagihan pemakaian listrik dan air yang 

digunakan pada unit-unit milik 'TERGUGAT tersebut antara lain (seperti tagihan 

bulan Okltober 2007): di Tower Flamboyan (Bukti P-5,5a,5b,5c,5d,5e,5f,5g, dan 

5h), Tower Akasia (Bukti P-6, 6a), Tower Aster (Bukti P-7, 7a,7b,7c,7d,7e) Tower 

Bougenville (Bukti P-8,8a,8b,8c,8d,8e,8f), Tower Ebony (bukti P-9,9a,9b,Sc,9d) 

dan Tower Cendana (Bukti P-10,10a,10b dan lOc). hal tersebut juga menunjukan 

ketidakadilan dan arogansi TERGUGAT bagi penghuni lain yang selalu membayar 

kewajiban-kewajibannya kepada PENGGUGAT pada waktu dan sesuai dengan 

jumlahnya;

Bahwa kerugian PENGGUGAT karena TERGUGAT tidak membayar tunggakan 

tersebut pada point 9 di atas, jika dihitung bunga bank yang berlaku saat Ini yaitu 

minimum 1% perbulan atau pertahun menjadi 12%, maka keuntungan yang 

seharusnya dapat diperoleh PENGGUGAT dari bunga bank adalah:
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Berdasarkan uraian tersebut maka TOTAL TUNGGAKAN TERGUGAT dari 

bulan November 2002 sampai bulan Oktober 2007 adalah sebesar Rp.

1.011.266.740,- dan TOTAL BUNGA dari tahun 2002 sampai tahun 2007 

adalah sebesar Rp. 113.097.818,- maka TOTAL TUNGGAKAN dan BUNGA 

yang harus dibayar TERGUGAT sampai bulan Oktober 2007 adalah Rp. 

1.124.364.561.- jumlah tunggakan dan bunga mana harus dibayar lunas 

oleh TERGUGAT tunai dan seketika;

12. Bahwa atas kelalaian TERGUGAT membayar tagihan pembayaran atas fasilitas- 

fasilitas yang digunakannya dl Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium 

tersebut, PENGGUGAT telah menunjuk Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat dan 

Pengacara, "2 B GREGORIUS, SH & PARWERS" tersebut d« atas, dan selanjutnya 

Kuasa Hukum PENGGUGAT telah tiga (3) kali mengirimkan Surat Peringatan, yang 

pertama tanggal 22 Agustus 2007 (Bukti P-ll) kedua tanggal 21 September 2007 

(Bukti P-12) dan ketiga tanggal 2 Oktober 2007 (Bukti P-13) tetapi TERGUGAT 

tetap tidak membayar tunggakan tersebut;

DALAM PROVISI:
13. Bahwa guna menghindari kerugian lebih besar dialami oleh PENGGUGAT 

membayar semua tagihan listrik dan air dan fasilitas-fasilitas lain atas unit-unit 

milik TERGUGAT (tersebut dalam bukti P-3), maka dengan ini kami mohon 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan kepada Perhimpunan Penghuni 

Rumah Susun/PPRS Taman Kemayoran Condominium (PENGGUGAT) atau suatu 

Badan Pengelola yang ditunjuk oleh PENGGUGAT untuk segera dan seketika 

mencabut dan atau memutuskan semua fasilitas air dan listrik dan atau fasilitas 

lain yang digunakan dalam unit-unit milik TERGUGAT (vide bukti P-3) di Rumah

Total Tunggakan Tahun 2002 sebesar Rp. 30.297.588.

Bunga bulan Nov-Des 2002 (12 bulan= 2%)...........  *P- 704.645.

Total Tunggakan Tahun 2003 sebesar Rp 184.879.180.
............ :.... RP- 22.185.502.Bunga Tahun 2003 .......................................  .

Total Tunggakan Tahun 2004 sebesar Rp 187.839.075.

Bunga Tahun 2004 ........................................ 22-540-689*
Total Tunggakan Tahun 2005 sebesar Rp 189.472.009

■_ nriAc'Vi ooaa **• Rp* 22*736*641»Bunga Tahun 2005 (12%),...............
Total Tunggakan Tahun 2006 sebesar Rp 204.315.781.

_ . -mna. /  ...... .........  Rp. 24.517.894.Bunga Tahun 2006  ............................ ^
Total Tunggakan Tahun 2007 sebesar Rp 170.103.733

B u n g a  Tahun 2007 (10 bulan = 10%)....................  RP* 20.412.488
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Susun Taman Kemayoran Condominium sampai semua kewajiban TERGUGAT 

dibayar lunas;

MOHON STTA

14. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia (ilusoir) maka 

dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk 

meletakan sita jaminan atas bangunan kantor TERGUGAT/DUTA ADHI PUTRA yang 

terletak di Taman Kemayoran Condominium, Wisma Ebony It. dasar No. 03, 

Jakarta Pusat dan 33 unit rumah susun milik TERGUGAT yang beralamat di:

No. TOWER/wisma LT UNIT

1 FLAMBOYAN 02 F/07

2 FLAMBOYAN 04 B/02

3 FLAMBOYAN 07 B/02

4 FLAMBOYAN 08 E/06
5 FLAMBOYAN 08 E/06
6 FLAMBOYAN 09 C/03
7 FLAMBOYAN 10 F/07
8 FLAMBOYAN 10 D/05

9 FLAMBOYAN 14 B/02
10 AKASIA 08 C/03
11 AKASIA 16 A/01
12 ASTER 01 ' C/03
13 ASTER 02 B/02

14 ASTER 04 C/03

15 ASTER 04 G/08
16 ASTER 04 B/02
17 ASTER 07 D/05
18 BOUGENVILLE 06 E/06
19 BOUGENVILLE 06 C/03
20 BOUGENVILLE 07 A/01
21 BOUGENVILLE 12 E/06
22 BOUGENVILLE 14 A/01
23 BOUGENVILLE 16 C/03
24 BOUGENVILLE 17 A/01
25 EBONY 01 C/03
26 EBONY 01 D/05
27 EBONY 01 E/06
28 EBONY 01 C/03
29 EBONY 04 C/03
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\

30 CENDANA 04 D/.OS

31 CENDANA 09 C /03

32 CENDANA 14 '  C ! 03

33 CENDANA i6 ... B / 02

15 Bahwa gugatan PENGGUGAT ini didasari oleh bukti-bukti yang sah, oleh karena itu 

patut menurut hukum apabila Gugatan PENGGUGAT diterima dan dikabulkan 

seluruhnya dan Pengadilan menyatakan sebagai hukum (verklaard voor Recht), 

TERGUGAT telah melakukan Wan-Prestasi tidak membayar tunggakan, 

pembayaran fasilitas kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 1.011.266.740 (Satu 

milliard sebelas juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh 

rupiah), tunggakan mana harus dibayar TERGUGAT segera dan seketika dengan 

bunga dari bulan November tahun 2002 sampai bulan Oktober tahun 2007, 

sebesar Rp. 113.097.818,- Sehingga seluruhnya beijumlah Rp. 1.124.364.561.- 

(satu milliard seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima 

ratus enam puluh satu rupiah);

16. Bahwa untuk memenuhi kepastian hukum, adalah patut menurut hukum jika 

TERGUGAT harus membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT 

sebesar Rp 5.000.000. perhari jika TERGUGAT lalai menjalankan putusan perkara 

ini sampai seluruh hutang TERGUGAT tersebut di atas lunas terbayar;

17. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT ini didasari oleh bukti-bukti yang sah, oleh 

karena itu patut juga menurut hukum apabila PENGGUGAT memohon supaya 

Perngadilan menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih 

dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari TERGUGAT (Uit Voerbaar 

b/j voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai dengan bukti yang sah tersebut di atas maka

PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Mernyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasl kepada PENGGUGAT;

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar tunggakan BPS, listrik dan air di Rumah 

Susun Taman Kemayoran Condominium dari bulan November tahun 2002 sarr\pa\ 

bulan Oktgober Tahun 2007, sebesar Rp 1.011.266,740 (Satu m illiard sebelas juta  

dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), kepada 

PENGGUGAT secara tuna\ dan sekaligus;
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4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT 

sebesar 12% setahun (atau 1 %• perbulan) dari bulan November tahun 2002 

sampai bulan Oktober Tahun 2007 sebesar Rp. 113.097.818,- sampai dengan 

TERGUGAT melunasi seluruh hutangnya tersebut;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Res/ag) atas 

bangunan kantor TERGUGAT/PT DUTA ADHIPUTRA vang terletak di Taman 

Kemayoran Condominium, Wisma Ebony It. dasar No. 03, Jakarta Pusat dan 33 

unit rumah susun milik TERGUGAT yang beralamat di:

No. TOWER/wisma LT UNIT

1 FLAMBOYAN 02 F/07

2 FLAMBOYAN 04 B/02

3 FLAMBOYAN 07 B/02
4 FLAMBOYAN 08 E/06
5 FLAMBOYAN 08 E/06
6 FLAMBOYAN 09 C/03
7 FLAMBOYAN 10 F/07
8 FLAMBOYAN 10 D/05
9 FLAMBOYAN 14 B/02
10 AKASIA 08 C/03
11 AKASIA 16 A/01
12 ASTER 01 C/03
13 ASTER 02 B/02
14 ASTER 04 C/03
15 ASTER 04 G/08
16 ASTER 04 B/02
17 ASTER 07 D/05
18 BOUGtNVHLE 06 E/06
19 BOUGENVILLE 06 C/03
20 BOUGENVILLE 07 A/01
21 BOUGENVILLE 12 E/06
22 BOUGENVILLE 14 A/01
23 BOUGENVILLE 16 C/03
24 BOUGENVILLE 17 A/01
25 EBONY 01 C/03
26 EBONY 01 D/05
27 EBONY 01 E / 06
28 EBONY 01 C/03
29 EBONY 04 C/03

30 CENDANA 04 D /.OS
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31 CENDANA 09 C / 03

32 CENDANA 14 C 103

33 CENDANA 16 B /02

6 Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada 

PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- perhari apabila TERGUGAT lalai

melaksanakan putusan perkara ini;
7 Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu 

' walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari TERGUGAT. (Uitvoerbaar bi)

Voorraad);
8. Menyatakan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR
Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan 

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk 

kepentingan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya : J B GREGORIUS, SH 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Nopember 2007, sedangkan untuk 

Tergugat telah datang menghadap Kuasanya : M. SYAFRI NOER, SH.Msi berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2007 ,

Menimbang, bahwa setelah Mediator mengusahakan perdamaian kedua belah 

pihak yang berperkara melalui media* tidak berhasil, maka gugatan Penggugat 

dibacakan dipersidangan dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan 

tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah 

mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 12 Maret 2008 yang pada pokoknya 

sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat 

sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 November 

2007, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara 

No.: 377/Pdt.G/2007/PNJktPst, tertanggal 21 November 2007, terkecuali hal- 

hal yang diakui dengan tegas dan tertulis sebagaimana tersebut dibawah ini;
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oanwa (¿ugatan Penggugat adalah kurang pihak / kurang partai, sebagaimana 

yang di dalilkan Penggugat di dalam Gugatannya poin ke-5, kami kutip sebagai 

berikut:

5. " Bahwa Tergugat sebagal PENGHUNI dan PEMIUK atas 33 (tiga 
puiuh tiga) unit rumah susun di rumah susun Taman Kemayoran 
Condominlum, .'....dsf (Vide Surat Gugatan);

Bahwa secara fakta hukum, Tergugat (PT. Duta Adhiputra) BUKANLAH sebagai 

PEMILIK Permanen atas 33 (tiga puluh tiga) unit-unit rumah susun yang ada di 

Taman Kemayoran Condominlum sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat 

tersebut diatas, karena Tergugat hanya sebagai Developer / pemilik perantara atas 

unit-unit dimaksud, dimana atas unit-unit tersebut telah dilakukan tindakan hukum 

JUAL BELI dari Tergugat (PT. Duta Adhiputra) kepada Pihak Ketiga selaku Pembeli 

dan Pemilik Sah atas satuan rumah susun yang digugat oleh Penggugat aquo. 

Disamping itu terhadap beberapa unit rumah susun tersebut sudah dilakukan 

Pengikatan Jual Beli antara Tergugat dengan Pihak lain, sebagaimana yang akan 
Tergugat uraikan dibawah ini;

Bahwa sebagaimana surat Gugatan Penggugat pada poin 14 Jo. Petitumnya pada 

poin 5, yang menguraikan seolah-olah bahwa 33 (tiga puluh Bga) unit-unit rumah 

susun tersebut adalah milik Tergugat (demikian pendapat Penggugat).

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan 33 (Hga puluh tiga) unit ramah susun 

tersebut adalah MILIK Tergugat adalah MERUPAKAN SUATU Suatu KESALAHAN/ 

KEKEURUAN OBJEK. Karena terhadap unit-unit rumah susun tereebut BUKANUH 

milik Tergugat, melainkan milik orang lain atau Badan Hukum lain (Pihak Kfi-3) 

yang dapat di bukBkan dengan sertifikat hak kepemilikan karena terjadi peralihan / 

terjadi transaksi Jual Bell antara FT. Duta Adhiputra (selaku Developer) dan 

sebagiannya lagi telah di lakukan Pengikatan Jual Bell dengan pihak lain, hal Ini 

dapat di lihat dan di buktikan dalam lampiran buka yaitu antara lain berdasarkan;

a. SERTIFIKAT HAK HIUK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN No. 

292S/XV/B, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan luas 

158.83M2, atas nama DANA PENSIUNAN PERKEBUNAN, berkedudukan di 

Jakarta, yang tertelak di Rumah Susun Taman Kemayoran Condominlum No.
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01, lantai XVI Blok. B, Blok A. 1, (vide dalil Gugatan Penggugat di dalam Posita 

No. 14 dan Petitum No. 5, nomor urut li) , dengan Gambar Situasi Nomor : 

429/1995, akta Jual Belinya di buat di hadapan Pejabat PPAT Haji Zamri, SH. 

tanggal 31 Desember 2004 No. 241/2004;— (Bukti T—l)

b. SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN No.
3137/Xn/D, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan 

luas 90,14M2, atas nama DANA PENSIUNAN PERKEBUNAN,

berkedudukan di Jakarta, yang terletak di Rumah Susun Taman Kemayoran

Condominium No. 06, lantai XH Blok. D, Blok A. 1, (vide dalil Gugatan 

Penggugat di dalam Posita No. 14 dan Petitum No. 5, nomor urut 21), 

dengan Gambar Situasi Nomor : 429/1995, akta Jual Belinya di buat di 

hadapan Pejabat PPAT Haji Zamri, SH. tanggal 31 Desember 2004 No. 

191/2004;— (Bukti T-2)

c. SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN No.
31S3/XV/D, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan luas 

76,45M2, atas nama DANA PENSIUNAN PERKEBUNAN, berkedudukan di 

Jakarta yang terletak di Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium No.

03, lantai XVI Blok. D, Blok A. 1, (vide dalil Gugatan Penggugat di dalam 

Posita No. 14 dan Petitum No. 5, nomor urut 23), dengan Gambar Situasi 

Nomor : 429/1995/ akta Jual Belinya di buat di hadapan Pejabat PPAT Haji 

Zamri, SH. tanggal 31 Desember 2004 No. 255/2004;— ('»¿Mr# T-3)

d. Akta Jual Beli untuk Satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, Nomor :

24/ K e m a y o ra n / 2002,  antara PT. Duta Adhiputra yang dalam hal ini di wakili 

oleh Sdr. Thonnius Max Wagannia, selaku pihak pertama dengan sdr. Bemny 

Kolondang, selaku pihak kedua, atas objek Hak Milik atas satu unit Rumah 

Susun No. 2 8 2 1 /xm/A/Kebon Kosong, yang terletak di Nomor. 2, Lantai XIV, 

Blok A, Wisma Flamboyan (vide dalil Gugatan Penggugat di dalam Posita No.

14 dan Petitum No. 5, nomor urut 9), dengan luas 77,27 M2, tertanggal 3 

Juli 2002;------ ---------------- (Bukti T-4)

e. Akta Jual Beli untuk Satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, Nomor : 

104/2003/ antara PT. Duta Adhiputra yang dalam hal ini di wakili oleh sdr. 

Thonnius Max Wagannia, selaku pihak pertama dengan sdr. Fenny Widjaja, 

selaku pihak kedua, atas objek Hak Milik atas satu unit Rumah Susun No. 

3103/vn/D/Kebon Kosong, yang terletak dl Nomor. 01, Lantai VII, Blok D, 

Wisma Bougenvile (vide dalil Gugatan Penggugat di dalam Posita No. 14 dan
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Petitum No. 5, nomor urut 20), dengan luas 90,10 M2, tertanggal 18 

Nopember 2003;---------------------------------------- (Bukti T—5)

f. Sertifikat Hak Milik untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran,

No.2798/IX//A. Kel. Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat atas 

nama Sdr. Leo Sudibyo, yang terletak di Tower A.1 Wisma Flamboyan, Lantai, 

unit C/03 type 96 Rumah Susun Taman Kemayoran (vide dalil gugatan 

Penggugat di dalam posita No.14 dan petitum No.5 Nomor ururt 6) dengan 

luas 109 M2 ; ------------------------------------------ (Bukti T-6) ;

g. Sertifikat Hak Milik untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran,

No.3099/IV/D/Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat atas nama 

Dana Pensiunan Perkebunan, yang terletak di Tower B.2 Wisma Bougenvile, 

Lantai 6 Unit C/03, Type 80, Rumah Susun Taman Kemayoran berukuran 

kurang lebih luas gross area 93 M2 ( vide dalil gugatan Penggugat di dalam

posita No.14 dan Petitum No.5 No. Urut 19) tertaggal 1 Sepetember 1994;----

-----------------------------------------------------------( Bukti T-7);

h. Akta Jual Beli untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, Nomor : 24/

Kemayoran/2002 Kemayoran/2002 antara PT. Duta Adhiputra selaku pihak

pertama dengan sdr. BERNNY KOLONDANG, bertindak untuk dan atas nama 

Tuan Char.dur Hassaram Mahtani selaku pihak kedua, atas obyek yang terletak 

Tower A-l, Wisma Flamboyan, Lantai 7, UNIT b/02 type 80, Rumah Susun 

Taman Kemayoran berukuran lebih luas gross area 94 M2 (vide dalil gugatan 

P en ggu gat di dalam Posista No.14 dan No.5 Nomor Ururt 3 --------------------

i. Sertifikat Hak Milik atas nama Rumah Ssusn Taman Kemayoran, No.

2936/I/C, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran atas nama dana Pensiunan 

Perkebunan yang terletak Tower B. 1/Wisma Aster, Lantai 4, Unit C/03 type 96,

Rumah Susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebih luas gross area 108

M2 ( vide dalil gugatan Penggugat di dalam posita No.14 dan petitum No.5 

Nomor urut 14------------------------------------------------ (Bukti T-9);

Bahwa disamping atas unit-unit yang di gugat tersebut status hukum

kepemilikannya adalah milik orang lain/ pihak ke-3, dan bukan milik Tergugat, 

sebagaimana bukti Sertifikat dan Akta Jual Beli tersebut di atas, diperoleh pula 

suatu fakta hukum bahwa terhadap unit-unit yang di gugat tersebut telah 

dilakukan tindakan hukum Pengikatan Jual Beli antara PT. Duta Adhiputra dengan
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pihak lain / badan hukum lainnya, hal Ini dapat kita lihat dan kita buktikan

sebagaimana bukti yang tersebut dibawah ini:
%

j. Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor s 57, antara PT. Duta Adhiputra yang dalam hal ini di wakili oleh IR. 

Hindro T|ahjono Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama 

dengan sdr. Lucla Kanda Suhardi selaku pihak kedua, atas objek satu unit 

Rumah Susun yang terletak di Tower A.1, Wisma Flamboyan, Lantai 10, unit 

D/05, type 96 Rumah susun Taman Kemayoran (vide dalil Gugatan Penggugat 

di dalam Posita No. 14 dan Petitum No. 5, nomor urut 8Y dengan luas 109 

M2, tertanggal 23 Mei 1994;-----------------(Bukti T-10)

k. Akta Pengikatan Jual Bell untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor: 210, antara PT. Duta Adhiputra yang dalam hal ini di wakili oleh IR. 

Hindro Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama 

dengan sdr. Sunvoto Chandra, selaku pihak kedua, atas objek satu unit 

Rumah Susun yang terletak di Tower A.2, Wisma Akasia, Lantai 8, unit C/03, 

type 96 Rumah susun Taman Kemayoran (vide dalil Gugatan Penggugat di 

dalam Posita No. 14 dan Petitum No. 5, nomor urut 1Q>. dengan luas 109 

M2, tertanggal 24 Juni 1994;--------------------- (Bukti T—11)

I. Akta Pengikatan Jual Bell untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor : 37, antara PT. Duta Adhiputra yang dalam hal ini di wakili oleh IR. 

Hindro Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama 

dengan sdr. Insinvur Kimino Marsono. selaku pihak kedua, atas objek satu 

unit Rumah Susun yang terletak Blok C, Nomor 03, sebagaimana ternyata dari 

Sertifikat tanah Hak Milik atas satuan rumah Susun Nomor : 2936/I/C/Kebon 

Kosong luas/type 90,14 M2 Rumah susun Taman Kemayoran (vide dalil 

Gugatan Penggugat di dalam Posita No. 14 dan Petitum No. 5, nomor unit 

12Y tertanggal 19 Maret 1998;----- r— (Bukti T—12)

m- Akta Pengikatan Jual Bell untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor : 37, antara PT. Duta Adhiputra yang dalam hal ini di wakili oleh IR. 

Hindro Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama 

dengan sdr, Insinvwr Kiming MareonPr selaku pihak kedua, atas objek satu 

unit Rumah Susun yang terletak Blok C, Nomor 02, sebagaimana ternyata dari 

Sertifikat tanah Hak Milik atas satuan rumah Susun Nomor : 2943/n/C/Kebon 

Kosong luas/type 37,54 M2 Rumah susun Taman Kemayoran (vide dalil
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Gugatan Penggugat di dalam Posita No. 14 dan Petitum No. 5, nfffTTffr urvt 

131. tertanggal 19 Maret 1998;--------- (Bukti T-13)

V,
n. Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor : 110, antara PT. Duta Adhiputra yang dalam hal ini di wakili oleh IR. 

Hindro Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama 

dengan Nv. Maria Silva Gunawan Susilo, selaku pihak kedua, atas objek 

satu unit Rumah Susun yang terletak Tower B -  1, Wisma Aster, lantai 7, Unit 

D/05, Type 80, Rumah Susun Taman Kemayoran, (vide dalil Gugatan 

Penggugat di dalam Posita No. 14 dan Petitum No. 5, nomor urut 17). 

tertanggal 24 Mei 1994;------------------------------- (Bukti T-14)

o. Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor : 235, antara PT. Duta Adhiputra yang di wakili oleh IR. Hindro 

Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan sdr. 

Robbv Hutaiulu, selaku pihak kedua, atas objek satu unit Rumah Susun yang 

terletak Tower B.2, Wisma Bougenvile, Lantai 14 Unit A / 01, type 96 Rumah 

susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebih luas gross area 108 M2 (vide 

dalil Gugatan Penggugat di dalam Posita No. 14 dan Petitum No. 5, nomor 

urut 221. tertanggal 30 Mei 1994;-----------(Bukti T—15)

p. Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor : 62, antara PT. Duta Adhiputra yang dalam hal ini di wakili oleh IR. 

Hindro Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama 

dengan sdr. Diuandi. selaku pihak kedua, atas objek satu unit Rumah Susun 

yang terletak Tower B.2, Wisma Bougenvile, Lantai 17 Unit A / 01, type 96 

Rumah susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebih luas gross area 108 

M2 (vide dalil Gugatan Penggugat di dalam Posita No. 14 dan Petitum No. 5, 

nomor urut 241. tertanggal 10 Juni 1994;— (Bukti T-16)

q. Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor : 258, antara PT. Duta Adhiputra yang di wakili oleh IR. Hindro 

Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan sdr. 

Lukas Sempuno, selaku pihak kedua, atas objek satu unit Rumah Susun yang 

terletak Tower C.2, Wisma Cendana, Lantai 14 Unit C / 03, type 128 Rumah 

susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebih luas gross area 136 M2 (vide 

dalil Gugatan Penggugat di dalam Posita No. 14 dan Petitum No. 5, nomor 

urut 321. tertanggal 31 Mei 1994;------ - —(Bukti T-17)
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r. Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor: 43, antara PT. Duta Adhiputra yang diwakili oleh IR. Hindro Tjahjono 

Soemardjan dan IR. Seno: Margono selaku pihak pertama dengan sdr. 

Ferrvanto Gunawan, selaku pihak kedua, atas objek satu unit Rumah Susun 

yang terletak Tower A -1 , Wisma Flamboyan, Lantai 2, Unit F / 07, type 80, 

Rumah susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebih luas gross area 94 M2 

(vide dalil Gugatan Penggugat di dalam Posita No. 14 dan Petitum No. 5, 

nomor urut 1). tertanggal 25 Mei 1994;----(Bukti T—18)

s. Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor : 44, antara PT. Duta Adhiputra yang di wakili oleh IR. Hindro 

Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan sdr. 

Ferrvanto Gunawan. selaku pihak kedua, atas objek satu unit Rumah Susun 

yang terletak Tower A -1, Wisma Flamboyan, Lantai 4, Unit B / 02, type 80, 

Rumah Susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebih luas gross area 94 

M2 (vide dalil Gugatan Penggugat di dalam Posita No. 14 dan Petitum No. 5, 

nomor urut 11. tertanggal 25 Mei 1994;---- (Bukti T—19)

t. Akta Penoikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor : 62, antara PT. Duta Adhiputra yang di wakili oleh IR. Hindro 

Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan sdr. 

Bartolomeus Saleh, selaku pihak kedua, atas objek satu unit Rumah Susun 

yang terletak Tower A. 1, Wisma Flamboyan, Lantai 3, Unit E / 06, type 80, 

Rumah susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebih luas gross area 94 M2 

(vide dalil Gugatan Penggugat di dalam Posita No. 14 dan Petitum No. 5, 

nomor urut 4). tertanggal 23 Mei 1994;----- (Bukti T—20)

u. Akta Penoikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran,

Nomor : 16, antara PT. Duta Adhiputra yang dalam hal ini di wakili oleh IR.

Hindro Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama

dengan sdr. Ir. Suoiono Nusalim, selaku pihak kedua, atas objek satu unit

Rumah Susun yang terletak Tower A -1, Wisma Flamboyan, Lantai 10, Unit F /

07, type 80, Rumah susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebih luas

gross area 94 M2 (vide dalil Gugatan Penggugat di dalam Posita No. 14 dan i
Petitum No. 5, nomor urut 7 ». tertanggal 20 Nopember 1995;---------------
----------------------------- (Buka y—21)
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. Akta Penoikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor : 44, antara PT. Duta Adhiputra yang dalam hal ini di wakili oleh IR. 

Hindro Tjahjono Soemardjarir dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama 

dengan sdr. Dioni, selaku pihak kedua, atas objek satu unit Rumah Susun 

yang terletak Tower B. 1, Wisma Aster, Lantai 4, Unit B / 02, type 40.A, Rumah 

susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebih luas gross area 40 M2 (vide 

dalil Gugatan penggugat di dalam posita No. 14 dan Petitum No. 5, nomor 

urut 161. tertanggal 27 Agustus 1997;---- (Bukti T—22)

. Akta Penoikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor : 163, antara PT. Duta Adhiputra yang dalam hal ini di wakili oleh IR. 

Hindro Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama 

dengan Nvonva Winnv Muliatu selaku pihak kedua, atas objek satu unit 

Rumah Susun yang terletak Tower B. 2, Wisma Bougenvile, Lantai 6, Unit E /

06, type 96, Rumah susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebih luas 

gross area 108 M2 (vide dalil Gugatan penggugat di dalam posita No. 14 dan

Petitum No. 5, nomor urut 18V tertanggal 27 Mei 1994;--------------------

----------------------------------------- (Bukti T—23)

Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor : 136, antara PT. Duta Adhiputra yang di wakili oleh IR. Hindro 

Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan 

Nvonva Tihin Thai Mei, selaku pihak kedua, atas objek satu unit Rumah 

Susun yang terletak Tower C. 1, Wisma Ebony, Lantai 1, Unit D / 05, type 128, 

Rumah susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebih luas gross area 136 

M2 (vide dalil Gugatan penggugat di dalam posita No. 14 dan Petitum No. 5, 

nomor urut 261. tertanggal 26 Mei 1994;----------- (Bukti T-24)

Akta Pengikatan Jual Rfili untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor : 194, antara PT. Duta Adhiputra yang dalam hal ini di wakili oleh IR. 

Hindro Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama 

dengan Nona Sheila Kadir, selaku pihak kedua, atas objek satu unit Rumah 

Susun yang terletak Tower C. 1, Wisma Ebony, Lantai 4, Unit C / 03, type 128, 

Rumah susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebih luas gross area 136 

M2 (vide dalil Gugatan penggugat di dalam posita No. 14 dan Petitum No. 5, 

nomor urut 29). tertanggal 24 Juni 1994;— (Bukti T-25)

Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor : 270, antara PT. Duta Adhiputra yang dalam hal Ini di wakili oleh IR.
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Hindro Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama 

dengan Arun Purshotam Mahtani dan Melwani Bhagwan Bherumal,

bertindak untuk dan atas nama PT. Dharma Hastipura, selaku pihak kedua, 

atas objek satu unit Rumah Susun yang terletak Tower C. 2, Wisma Cendana, 

Lantai 4, Unit D / 05, type 128.A, Rumah susun Taman Kemayoran berukuran 

kurang lebih luas gross area 136 M2 (vide dalil Gugatan penggugat di dalam 

posita No. 14 dan Petitum No. 5, nomor urut 30Y tertanggal 31 Mei 1994;- 

--------------------------- (Bukti T—26)

aa. Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor : 2, antara PT. Duta Adhiputra yang dalam hal ini di wakili oleh IR. 

Hindro Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama 

dengan Nona Retno Irianti Dahian Putri, selaku pihak kedua, atas objek 

satu unit Rumah Susun yang terletak Tower C. 2, Wisma Cendana, Lantai 9, 

Unit C / 03, type 128, Rumah susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebih 

luas gross area 128 M2 (vide dalil Gugatan penggugat di dalam posita No. 14

dan Petitum No. 5, nomor urut 31 V tertanggal 1 Nopember 1996;---------

----------------------------- (Bukti T-27)

bb. Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor : 4, antara PT. Duta Adhiputra yang diwakili oleh IR. Hindro Tjahjono 

Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan sdr. 

SyteroflH Uismanfl, selaku pihak kedua, atas objek satu unit Rumah Susun 

yang terletak Tower B.2, Wisma Bougenvile, Lantai 6 Unit C / 03, type 80, 

Rumah susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebih luas gross area 93 M2 

(vide dalil Gugatan Penggugat di dalam Posita No. 14 dan Petitum No. 5,

nomor urut 319), tertanggal 1 September 1994;-------------------------------

--------------------------------(Buk ti T—28)

cc. Atas objek satu unit Rumah Susun yang terletak Tower B. 1, Wisma Aster, 

Lantai 4, Unit G / 08, Type 40 A, telah di adakan Pengikatan antara PT. 

Dhuta Adhiputra dengan sdr. Tan Yung Fong. atas 1 (satu) unit tersebut 

telah dilakukan Pembayaran dengan uang muka sebesar 30 % (tiga 

puluh persen), sebagaimana Kwitansi tanda terima tertanggal 05 

Agustus 1996 (vide dalil Gugatan penggugat di dalam posita No. 14 dan 

Petitum No. 5, nomor urut 15):--------------------- (Bukti T-29)

dd. Atas objek satu unit Rumah Susun yang terletak Tower C. 1, Wisma Ebony, 

Lantai 01, Unit E / 06, telah di adakan Pengikatan antara PT. Dhuta Adhiputra
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dengan sdr. Hermes Thamrin. atas 1 (satu) unit tersebut telah dilakukan 

Pembayaran dengan uang muka sebesar 12 %, sebagaimana Kwitansi tanda 

terima tertanggal 3 Juni 1996 (vide dalil Gugatan penggugat di dalam posita

No. 14 dan Petitum No. 5, nomor unit 27);-----------------------------

(Bukti T—30)

ee. Atas objek satu unit Rumah Susun yang terletak Tower C. 1, Wisma Ebony, 

Lantai 01, Unit C / 03, telah di adakan Pengikatan antara PT. Dhuta Adhiputra 

dengan sdr. Hermes Thamrin. atas 1 (satu) unit tersebut telah dilakukan 

Pembayaran dengan uang muka sebesar 11%, sebagaimana Kwitansi tanda 

terima tertanggal 3 Juni 1996 (vide dalil Gugatan penggugat di dalam posita 

No. 14 dan Petitum No. 5, nomor urut 25V.--------(Bukti T-31)

Bahwa sebagaimana bukti-bukti otentik tersebut diatas, jelas bahwa PIHAK 

KETIGA adalah PEMILIK SAH atas UNIT-UNIT yang di dalilkan oleh Penggugat 

sebagaimana tertuang di dalam sertifikat kepemilikan hak atas satuan Rumah 

Susun Taman Kemayoran, dan berdasarkan bukti tersebut diatas secara fakta 

hukum dan nyata bahwa TERGUGAT BUKANLAH sebagai PEMILIK / PENGHUNI 

atas Unit-unit aquo.

Timbul pertanyaan hukum : "mengapa terhadap Tergugat di bebankan kewajiban 

membayar tunggakan pihak lain /  orang lain yang secara yuridis ha! tersebut 
bukan menjadi tanggung jawab Tergugat

Bahwa berdasarkan uraian yuridis Eksepsi diatas yang didukung oleh bukti-bukti 

otentik, oleh karena terhadap unit-unit yang dikatakan oleh Penggugat adalah 

merupakan milik dari Tergugat yang dianggap telah tidak memenuhi kewajibannya 

terhadap Penggugat, sehingga oleh Penggugat dimohonkan untuk diletakkan Sita 

Jaminan, padahal atas unit-unit rumah susun sebagaimana terurai diatas, adalah 

BUKAN merupakan MILIK Tergugat lagi secara penuh, melainkan telah beralih 

menjadi milik dari Pihak Ke-3 (ketiga) selaku Pembeli/Pemilik yang secara yuridis 

mempunyai hak hukum pula dalam perkara ini. Akan tetapi pihak ke-3 (ketiga) 

selaku Pemilik tersebut TIDAK DILIBATKAN / TIDAK DI IKUT SERTAKAN sebagai 

Pihak Tergugat dan atau Turut Tergugat dalam perkara ini. Maka secara yuridis 

formil Gugatan Penggugat menjadi KABUR, karena KURANG PIHAK/KURANG 

PARTAI, dan oleh sebab itu secara hukum sudah sepatutnya Gugatan Penggugat 

yang Kurang Pihak/Kurang Partai tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
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3. Bahwa demikian pula Tergugat juga BUKANLAH sebagai PENGHUNI atas 33 

(tiga puluh tiga) unit Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (TKC), 

karena sebagaimana bukti-bukti tersebut diatas jelas bahwa Tergugat bukanlah 

sebagai PemiiiK/ Penghuni, disamplng itu juga sebagaimana yang telah di 

ketahui dan DI AKUI oleh Penggugat sendiri di dalam dalil gugatan 

Penggugat pada poin ke - 3 yang menyatakan bahwa:

"3. Bahwa Tergugat adalah perusahaan swasta berbadan hukum Indonesia 
yang telah membangun (sebagai devetoper) seluruh bangunan Rumah 

Susun Taman Kemayoran Condominium tersebut"— (Vide Surat Gugatan);

Bahwa sebagaimana yang telah di ketahui dan DI. AKUI Penggugat sendiri 

didalam Gugatannya, bahwa Tergugat bukanlah sebagai Penghuni atas 33 unit 

rumah susun di Taman Kemayoran Condominium, Tetapi Tergugat adalah sebagal 

developer atas seluruh bangunan Rumah Susun Taman Kemayoran 

Condominium tersebut, dan sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Tergugat 
BUKAN SEBAGAI PENGHUNI:

Bahwa secara fakta hukum, Pengakuan Penggugat didepan persidangan ini secara 

Yuridis berdasarkan ketentuan pasat 1925jo . Pasal 1926 KUHPerdata (BW) 

jo . Pasal 174 HIR, PENGAKUAN yang diucapkan di depan persidangan adalah 

merupakan suatu BUKTI YANG SEMPURNA DAN TIDAK DAPAT D J CABUT 

KEMBALI)

Pasal 1925 KUHPerdata menyatakan :

---------- '!'Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti

yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri 
maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus d i kuasakan untuk 

itu "--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J --------------------------------

Pasal 1926 KUHPerdata menyatakan ;

---------- "Suatu Pengakuan, yang dilakukan d i muka hakim tidak dapat di

tarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah 
akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi ” --------------------------------

Pasal 174 H.I.R. menyatakan;

---------- *■pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti
untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik d i ucapkannya sendiri
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maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa yang dt kuasakan 

untuk itu "----------------------------------------------------------------

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas membuktikan bahwa dalil 

Penggugat pada poin 3 gugatannya yang menyatakan " bahwa Tergugat 

adalah perusahaan swasta berbadan hukum Indonesia yang telah 

membangun (developer) seluruh bangunan Rumah Susun Taman Kemayoran

Condominium tersebut....dst" adalah jelas-jelas fakta hukum membuktikan

dan Penggugat " mengakui " bahwa Tergugat bukanlah sebagai Penghuni 

dirumah susun (Condominium) Taman Kemayoran tersebut.

Oleh karena itu secara yuridis formil gugatan Pengugat adalah kurang partai 

(kurang pihak), karena seharusnya pihak yang di gugat oleh Penggugat 

dalam perkara ini adalah pihak penghuni dan atau pemilik dari unit- 

unit dimaksud, atau setidak-tidaknya terhadap pihak Penghuni dan atau 

Pemilik Satuan Rumah Susun harus turut pula di jadikan sebagai Tergugat 

atau Turut Tergugat dalam perkara ini, sesuai dengan hak dan tanggung 

jawab hukumnya masing-masing;

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar yuridis tersebut diatas, maka sudah 

sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk 

memutuskan dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima 

karena kurang pihak / kurang partai;

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SALAH SUBJEK HUKUM, YANG 

SEHARUSNYA GUGATAN DIAJUKAN TERHADAP PIHAK KE-m (KETIGA) 

SELAKU PEMILIK BERDASARKAN BUKTI SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS 

SATUAN RUMAH SUSUN, MAUPUN BERDASARKAN BUKTI AKTA JUAL BELI 

CQ. AKTA PENGIKATAN JUAL BELI ATAS SATUAN RUMAH SUSUN TAMAN 

KEMAYORAN CONDOMINIUM, DAN BUKAN TERHADAP TERGUGAT :

4. Bahwa secara fakta hukum berdasarkan Bukti-bukti Otentik berupa BUKTI-BUKTI 

yang telah Tergugat uraikan diatas, sebagaimana Bukti Sertifikat Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium dan Bukti Akta Jual Beli 

maupun Bukti berupa Pengikatan Akta Jual Beli atas Satuan Rumah Susun Taman 

Kemayoran Condominium (Vide Bukti T.-l sampai dengan Bukti T.-31), jelas secara 

nyata bahwa pemilik safl atas unit-unit satuan Rumah Susun yang didalilkan oleh 

Penggugat adalah milik dari Tergugat adalah KOJRU / SALAH SUBJEK HUKUMNYA.
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5. Bahwa oleh karena materi Pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah 

tentang Pembebanan Biaya Pengelolaan atas Pemakaian/Penempatan satuan Rumah 

Susun Taman Kemayoran Condominium, maka seharusnya secara hukum SUBJEK 

TERGUGAT dalam perkara ini adalah Para Pihak yang telah MEMBELI atau PEMILIK 

dan pihak yang MENEMPATI satuan rumah susun aquo.

Akan tetapi dalam Perkara ini Pengugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat 

yang semata-mata hanya bertindak selaku DEVELOPER 

(PEMBANGUN/PENGEMBANG) sehingga secara yuridis Tergugat tidak mempunyai 

kapasitas dan kewajiban untuk bertangung jawab secara hukum kepada Penggugat 

mengenai pembayaran biaya Perawatan/Pengelolaan sebagaimana materi Gugatan 

Penggugat. Karena Tergugat tidak memiliki atau bukan sebagai pemilik dan juga 

tidak menempati atau bukan sebagai penghuni dari satuan rumah susun Taman 

Kemayoran Condominium dimaksud.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, vide bukti T . l sampai 

dengan bukti T.31, ternyata unit-unit rumah susun aquo bukanlah milik Tergugat 

dan bukan pula Tergugat yang menempatinya sebagai penghuni. Maka secara 

yuri<i\s form'rt Gugatan Penggugat dalam perkara ini seharusnya dan sepatutnya 

diajukan Penggugat terhadap Para Pemilik dan atau Penghuni, bukan terhadap 

Tergugat. Oleh karena itu Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah SALAH 

SUBJEK HUKUM.

Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

memutus perkara ini dengan Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak 

dapat diterima karena "SALAH SUBJEK HUKUMNYA*

EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT ( PPRS TKC ) SECARA HUKUM 

BERDASARKAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH 

TANGGA (AD/ART PPRS TKC) TIDAK BERWENANG, TIDAK MEMPUNYAI HAK 

/ KAPASITAS UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN IURAN PENGELOLAAN DI 

RUMAH SUSUN TKC, KARENA MERUPAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN DARI 

BADAN PENGELOLA RUMAH SUSUN TAMAN KEMAYORAN CONDOMINIUM :

7. Bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar maupun Anggaran 

Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Taman Kemayoran 

Condominium (AD/ART PPRS TKC), Penggugat Cq. Pengurus PPRS TKC, adalah 

tidak berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melaksanakan kegiatan
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pengelolaan secara langsung ( secara by pass), tanpa membentuk dan menunjuk 

BADAN PENGELOLA;
N

8. Bahwa tentang Penggugat Cq. Pengurus PPRS TKC tidak diperkenankan untuk 

melaksanakan kegiatan pengelolaan, termasuk melakukan kegiatan pemungutan 

iuran terhadap seluruh unit Satuan Rumah Susun TKC, Karena hal ini sudah diatur 

secara tegas berdasarkan ketentuan AD maupun ART Perhimpunan Penghuni 

Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (AD/ART PPRS TKC), dimana 

dikatakan : yang berhak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan, termasuk 

melakukan kegiatan pemungutan iuran terhadap seluruh unit Satuan Rumah Susun 

TKC tersebut adalah merupakan tugas dan hak serta kewenangan dari pihak 

BADAN PENGELOLA Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium yang telah 

tetap dan pasti;-----(Bukti T-32)

g. Bahwa untuk lebih jelasnya kami kutip Dasar Hukum kegiatan pengelolaan rumah 

susun, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Anggaran Dasar maupun 

ketentuan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART dari Perhimpunan Penghuni Rumah 

Susun Taman Kemayoran Condominium), yang mengatur tentang BADAN 
PENGELOLA;

Alenia ke-5 Mukadimah Anggaran Dasar :

"Perhimpunan penghuni dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola 

yang bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan yang meliputi 

pengawasan terhadap penggunaan bagian bersama, benda bersama, tanah 

bersama, dan pemeliharaan serta perbaikannya. Dana yang dipergunakan 

untuk membiayai pengelolaan dan pemeliharaan sumah susun diperoleh dari 

pungutan iuran pengelolaan dari anggota perhimpunan"

.Pasa! 1 ayat (8) Anggaran Dasar (tentang Ketentuan Umum):

Sadan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola Rumah 

Susun Hunian Taman Kemayoran Condominium yang dibentuk atau ditunjuk 

oleh pengurus perhimpunan penghuni berdasarkan proses pelelangan yang 
transparan dan profesional"

Pasal 9 ayat (5) Anggaran Dasar (tentang Tugas Pokok Perhimpunan):

'Menunjuk atau membentuk Badan Pengelola dan mengawasi Badan 

Pengelola dalam pengelolaan rumah susun dalam lingkungannya ;
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Pasal 22 Anggaran Dasar (tentang Penunjukkan Badan Pengelola):

Ayat(1): '
"Perhimpunan melalui pengurusnya dapat menunjuk Badan Pengelola yang 

berstatus Badan Hukum dan profesional dengan proses tender yang 

transparan sesui dengan tingkat kebutuhannya yang bertugas 

menyelenggarakan pengelolaan rumah susun "

Ayat(2):

'Jika Badan Pengelola yang telah ditunjuk oleh perhimpunan tidak dapat 

melaksanakan tugasnya secara profesional, perhimpunan dapat mengganti 

Badan pengelola tersebut dan menunjuk Badan pengelola lain yang lebih 

profesional"

Pasal 23 Anggaran Dasar (tentang Tugas-tugas Badan Pengelola):

Ayat(1)s

'Melaksanakan pemeriksaan; pemeliharaan, kebersihan dan perbaikan rumah 
susun dan lingkungannya pada bagian bersama, benda bersama, dan tanah 
bersama

Ayat(2):

'Mengawasi ketertiban dan keamanan penghuni serta penggunaan bagian 

bersama, benda bersama, sesuai dengan peruntukkannya*

Ayat(5);

'Mempertanggungjawabkan kepada pengurus tentang penyelenggaran 
pengelolaan*

s

Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar (tentang Hak dan Kewenangan Badan 
Pengelola):

"Melaksanakan pemungutan iuran pengelolaan dan iuran  

lainnya.....dst"

Pasal 7 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga / ART (tentang Badan 
Pengelola):

"Badan Pengelola yang ditunjuk oleh Perhimpunan harus berbadan hukum 

serta mampu secara profesional menangani pengelolaan rumah susun"
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Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga / ART (tentang Badan Pengelola):

"Badan Pengelola mempunyai tugas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 

Anggaran Dasar*

10. Bahwa berdasarkan ketentuan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, 

telah jelas dan terang bahwa Penggugat cq. Pengurus PPRS TIDAK 

DIPERKENANKAN untuk melakukan kegiatan pengelolaan terhadap Rumah Susun 

Taman Kemayoran Condominium, termasuk melakukan kegiatan pemungutan 

iuran terhadap seluruh unit Satuan Rumah Susun TKC. Karena berdasarkan 

ketentuan AD maupun ART Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Taman 

Kemayoran Condominium (AD/ART PPRS TKC), sebagaimana tersebut diatas, 

yang berhak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan, termasuk melakukan 

kegiatan pemungutan iuran terhadap seluruh unit Satuan Rumah Susun TKC 

tersebut adalah merupakan tugas dan hak serta kewenangan dari pihak BADAN 

PENGELOLA Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium, dan bukan tugas dan 

kewenangan dari Penggugat selaku'Pengurus Perhimpunan;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal dalam AD / ART PPRS TKC sebagaimana 

tersebut diatas, Penggugat WAJIB untuk menunjuk Badan Pengelola yang 

berstatus badan hukum dan profesional, guna menyelenggarakan kegiatan 

pengelolaan atas rumah susun Taman Kemayoran Condominium.

Selanjutnya, timbul PERTANYAAN HUKUM yang harus dijawab oleh Penggugat:

> Apakah Penggugat selaku Pengurus Perhimpunan Rumah Susun

TKC telah membentuk ataupun menunjuk Badan Pengelola yang 

berstatus Badan Hukum dan profesional yang bertugas untuk 

menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sebagaimana yang 
diamanatkan dalam ketentuan Anggaran Dasar maupun 
Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)..............?

> Apakah Penggugat cq. Pengurus secara nyata-nyata secara

melawan hukum telah melanggar sendiri ketentuan Anggaran 

Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga (AD /  ART), dengan 

secara langsung mengambil alih (by pass) tugas dan hak serta 

kewenangan Badan Pengelola dalam melakukan pemungutan 

iuran terhadap unit-unit rumah susun yang ada di TKC, tanpa 

menunjuk Badan Pengelola rumah susun TKC............?

12. Bahwa secara yuridis ketentuan Anggaran Dasar maupun ketentuan Anggaran 

Rumah Tangga (AD/ART dari Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Taman
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Kemayoran Condominium) adalah merupakan kedudukan tertinggi dalam suatu 

Organ Badan Hukum, dan karenanya haruslah dipedomani oleh Pengurus dan 

Perhimpunan;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, oleh karena Penggugat TIDAK 

BERWENANG dan tidak berkapasitas serta tidak mempunyai hak untuk 

melakukan kegiatan pengelolaan terhadap Rumah Susun Taman Kemayoran 

Condominium, termasuk melakukan kegiatan pemungutan iuran terhadap 

seluruh unit Satuan Rumah Susun TKC, maka Penggugat TIDAK MEMPUNYAI 

KAPASITAS PULA dalam mengajukan Gugatan dalam perkara ini. Sudah 

sepatutnya Gugatan Penggugat aquo haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT 

DITERIMA;

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR 

LIBELS), DAN KARENANYA HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT 

DITERIMA ;

13. Bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas / kabur (obscuur libel), dan salah 

tentang jumlah hitungan nilai kerugian materilnya, hal ini sebagaimana tertuang 

dalam surat gugatan Penggugat pada poin ke 11, yang menjumlahkan total nilai 

kerugian tunggakan oleh Tergugat dari bulan Nopember 2002 sampai bulan 

Oktober 2007 adalah sebesar Rp.1.011.26.740,- (satu milyar sebelas juta dua 

puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), demikian hitungan Penggugat 

yang tertulis dalam gugatannya point 11 tersebut;

Bahwa secara fakta hukum, setelah Tergugat hitung dengan seksama berdasarkan 

ilmu hitungan matematika, ternyata Penggugat telah salah dan keliru dalam 

menjumlah nilai kerugiannya yang berkaitan dengan nilai tunggakan bulan 

Nopember 2002 s/d bulan Oktober 2007. Karena setelah Tergugat hitung dalil 

Penggugat pada point 11 khususnya yang berkenaan dengan tunggakan adalah 

hanya berjumlah sebesar Rp.966.907.366,- (sembilan ratus enam puluh enam juta 

sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupaih) dan bukan 

beijumlah sebesär Rp. 1.011.26.740,- (satu milyar sebelas juta dua puluh enam 

ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sebagaimana perhitungan Penggugat yang 

keliru tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat telah salah dan keliru dalam menjumlahkan nilai 

kerugiannya dalam perkara ini, dan secara hukum terhadap nilai pejumlahan yang keliru 

dan salah dari Penggugat tersebut, menyebabkan gugatan menjadi tidak cermat dan
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salah/keliru nilai kerugiannya, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (N iet

O n vankeiijke verklaardy,
N

14. Bahwa disamping salah perhitungan jumlah kerugian materiilnya, secara fakta 

hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini KABUR / tidak jelas, karena tidak 

menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai nilai uang, sebagaimana di 

dalam Surat Gugatan Penggugat pada poin ke - 6 dan ke -  11, yang entah dari 

mana cara penghitungan nilai uang tersebut, hingga tanpa perincian dan tanpa 

perhitungan langsung muncul nilai sebesar Rp. 1.011.266.740 (satu milyar sebelas 

juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

15. Bahwa Gugatan Penggugat mengenai nilai, tunggakan terlalu berlebihan dan 

mengada-ada, bagaimana mungkin Penggugat tanpa menjelaskan dan tanpa 

menguraikan secara terperinci di dalam gugatannya mengenai tunggakan apa

saJa..... berapa lamanya tunggakan..........?, tunggakan untuk bulan apa.... ? dan

berapa masing-masing nilai tunggakan setiap unit-unitnya ....?, hingga tiba-tiba 

muncul angka / nilai sebesar Rp. 1.011.266.740 (satu milyar sebelas juta dua 

ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah};

16. Bahwa secara yuridis dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah

TIDAK JELAS / KABUR, karena secara fakta hukum Penggugat didalam Surat

Gugatannya tidak ada menjelaskan dan menguraikan secara terperinci mengenai

tunggakan-tunggakan dari masing-masing unit satuan Rumah Susun tersebut, dan

bagaimana mungkin tanpa menyebutkan tunggakan apa saja dan berapa

besarnya nilai masing-masing tunggakan dan juga Penggugat tidak merinci

tunggakan tunggakan apa saja yang di tanggung Penggugat tersebut, sehingga 
muncul nilai sedemikian besarnya.......?;

Bahwa berdasarkan ketentuan Yurispnrdend Tetap Mahkahamah Agung RI 

No.. 492 K / Sip / 1970 tertanggal 21 November 1970, dikatakan bahwa :

. gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan

jelas apa yang dituntut adalah harus dinyatakan tidak dapat 

diterim a, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan : agar dihukum 

membayar ganti rugi sebesar Rp. l.OOO.OOO,- (satu juta rupiah) tanpa 
m erinci untuk kerugian-kerugian apa saja dan betapa nilainya
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Bahwa oleh karena terbukti Gugatan Penggugat adalah tidak jelas / kabur 

(obscuur libel), maka secara yuridis Gugatan Pengugat haruslah 

dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DIDASARI OLEH DASAR 

HUKUM DAN TIDAK DIDUKUNG DENGAN BUKTI-BUKTI HUKUM YANG KUAT, 

DAN KARENANYA HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA :

17. Bahwa Tergugat dengan tegäs menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang 

tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum;

18. Bahwa secara fakta hukum Gugatan Penggugat sebagaimana terdaftar dalam 

Register No. 377 / PdtG / 2007 / PNJkLPst. aquo haruslah dinyatakan ditolak,

karena tidak disertai dan tidak didukung oleh Bukti-bukti yang kuat;---------------

-------(Vide Surat Gugatan Penggugat);

19. Bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata dan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dikatakan bahwa Surat Gugatan yang tidak 

didasari oleh dasar hukum dan tidak disertai /  tidak didukung oleh Bukti-bukti yang 
kuat dan sah Gugatan tersebut HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK;

20. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa berdasarkan uraian dan Alasan yuridis EKSEPSI tersebut diatas, 

selanjutnya Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk 

memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

3. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan 

dalam perkara ini;

4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel);

5. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

6. Menetapkan biaya menurut hukum;
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DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

21. Bahwa dalil-dalil hukum Tergugat sebagaimana yang termuat dalam uraian Eksepsi 

diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan

karenanya termasuk di dalam uraian Pokok Perkara ini;
i

22. Bahwa Tergugat dengan tegas "menolak .dalil-dalil Penggugat sebagaimana 

tertuang dalam Surat Gugatan Penggugat; kecuali yang diakui dengan tegas dan 

tertulis sebagaimana tersebut dibawah ini;

23. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke-6, yang 

menyatakan bahwa "sejak pelimpahan wewenang pengurusan Rumah Susun 
Taman Kemayoran Condominium pada bulan Nopember2002 dari Tergugat ke 

pada Penggugat, Pembayaran Biaya Pengelolaan sarana /  BPS (sen/ice charge + 
sink/ng fiind), listrik air dan utilitas lainnya dari unit-unit rumah susun milik 
Tergugat sampai pada tanggai gugatan ini di daftarkan, BELUM PERNAH 

DIBA Ya R  oleh TERGUGA T ;

24. Bahwa sebelum Tergugat menguraikan mengenai Pengurusan PPRS TKC, terlebih 

dahulu tergugat sampaikan di muka persidangan ini bahwa tunggakan 

pembayaran baik Listrik, air (PAM), BPS dan utilitas- lainnya terhadap unit-unit 

sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat adalah BUKAN MERUPAKAN 

TANGGUNG JAWAB DARI TERGUGAT, tetapi menjadi tanggung jawab pihak ketiga 

selaku pemilik atas unit satuan Rumah Susun, karena unit-unit Rumah Susun 

sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat adalah menjadi HAK MILIK ORANG 

LAIN / BADAN HUKUM lain / PIHAK KETIGA sebagaimana BUKTI-BUKTI 

SERTIFIKAT hak kepemilikan satuan rumah Susun tersebut diatas, dan tunggakan- 

tunggakan tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemilik unit itu 

sendiri;

25. Bahwa perlu Tergugat jelaskan, bahwa sebelum Pengurus Perhimpunan Penghuni 

Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (PPRS TKC) berada di bawah 
pimpinan Penggugat (Pengurus PPRS periode ke-III), sebelumnya Pengurus 

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (PPRS 

TKC) Periode ke-I, PENGURUS PERTAMA (dari sejak Periode Tahun 2001 

s/d Tahun 2004) yaitu alm. Bapak Brigjend. Sutan Iskandar, SH. selaku 

ketua PPRS TKC, dan pada saat di bentuk dan di pilihnya ketua PPRS TKC tersebut, 

secara fakta hukum berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Umum maupun
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kesepakatan yang dibuat secara lisan pada waktu itu antara PT. Duta Adhlputra 
dengan Pengurus PPRS TKC Periode yang Ke-I (pertama), disepakati dan 

berlaku pada saat Itu terhadap'Unit-unit rumah susun PT. Duta Adhlputra yang 

belum laku terjual atau yang belum di sewakan atau yang belum beralih kepada 

pihak lain atau terhadap ,unit-unit yang masih kosong, PT. Duta Adtiiputra 

selaku developer hanya dibebéni kewajiban membayar biaya Perbaikan 

Sarana (BPS) sebesar 10 % (sepuluh persen), dan apabila sudah terjual 

barulah atas unit-unit tersebut diwajibkan membayar BPS sebesar 100 % (seratus 

persen) yang dibebani kepada pemilik, dan bukan lagi menjadi beban tanggung 

jawab dari PT. Duta Adhlputra (Tergugat);

26. Bahwa kesepakatan mengenai pembayaran biaya Perbaikan Sarana (BPS) sebesar 

10 % (sepuluh persen), Pembayaran listrik (PLN), air (PAM) sesuai dengan) 

pemakaian / abodemen TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN ÔLEH TERGUGAT mulai/ 

dari Pengurus pertama (Bapak Brigjend. Sutan Iskandar, SH.), hal ini terus 

berlanjut kepada PENGURUS KEDUA (dari sejak periode Tahun 2004 s/d tahui) 

2007) yaitu Bapak H. ST. Soekamotomo selaku ketua PPRS TKC periode ke - UI 

dan pembayaran sebesar 10 % (sepuluh persen) ini tetap berjalan tanpa ada 

tegoran, dan di sepakati serta diterima dengan baik oleh pengurus yang kedua' 

PPRS TKC;

27. Bahwa perlu Tergugat tegaskan sekali lagi, bahwa mekanisme pembayaran ËPS 

sebesar 10_% fseouluh persen1 atas unit-unit PT. Duta Adhiputra yang masin 

kosong dan atau belum terjual, adalah telah disetujui oleh Pengurus PPRS periode 

ke-I (Pertama), dimana pembayaran BPS 10 % (sepuluh persen) yang dilakukan 

oleh Tergugat tersebut; telah diterima dengan baik oleh Pengurus PPRS periode 

ke-I, dan mekanisme pembayaran tersebut dilanjutkan oleh Pengurus PPRS 

Periode ke-n, dan selalu diterima dengan baik tanpa ada komplain / keberatan dari 

Pengurus PPRS;

28. Bahwa secara fakta hukum dengan diterimanya pembayaran BPS sebesar 10 % 

(sepuluh persen) atas unit-unit PT. Duta Adhiputra yang masih kosong / belum 

terjual tersebut oleh Pengurus PPRS Periode I (Tahun 2001 s/d Tahun 2004), dan 

kemudian dilanjutkan oleh pengurus Periode ke-II (Tahun 2004 s/d Tahun 2007), 

adalah merupakan suatu kesepakatan yng telah berjalan dan terlaksana dari sejak 

tahun 2001 s/d Tahun 2007 (selama 6 tahun), dan adalah merupakan kesepakatan 

management (kepengurusan) periode Pengurus ke-I dan Pengurus ke-II. Oleh 

karena itu penerapan pengenaan pembayaran BPS sebesar 10 % (sepuluh persen) 

adalah merupakan ketentuan tetap yang diberlakukan oleh Pengurus PPRS pada
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waktu itu. Maka ketentuan yang dibuat dan diterapkan oleh Pengurus PPRS ke-I 

dan pengurus PPRS ke-II terhadap Tergugat adalah SAH SECARA HUKUM.
' v

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Penggugat (Pengurus PPRS Periode ke-IH, 

hanyalah sebatas dan berlaku sejak tahun 2007 s/d sekarang). Oleh karena itu 

apabila Penggugat (Pengurus PPRS ke-HI) ingin melakukan suatu perubahan 

aturan / sistem tentang Biaya Pungutan (BPS) hanyalah dapat diberlakukan 

terhitung sejak Penggugat menjabat sebagai Pengurus PPRS, dan Penggugat tidak 

mempunyai kewenangan secara hukum untuk mengkritisi dan atau merubah 

ketentuan yang sudah diberlakukan dan diterapkan oleh Pengurus-pengurus PPRS 

TKC sebelumnya (Pengurus PPRS Periode ke-I dan Pengurus Periode ke-II);

29. Bahwa pada awalnya pembayaran biaya Perbaikan Sarana (BPS) sebesar 10% 

(sepuluh persen), Pembayaran listrik (PLN), air (PAM) sesuai dengan pemakaian /  

abodemen dari pengurus kedua yang kemudian diteruskan / di lanjutkan oleh 

PENGURUS KETIGA yaitu Bapak Achmad Widjaya, hingga pembayaran 

tersebut terus di lakukan dan hal ini berjalan dengan baik dan lancar seperti 

sebelumnya saat PPRS TKC di pegang oleh Pengurus Pertama dan Kedua, ini 

dapat kami buktikan dengan bukti pembayaran yang selama ini terus berjalan;

30. Bahwa Penggugat dalam dalilnya pada poin 6 sebagaimana tersebut diatas terlalu 

mengada-ada dan berlebihan, karena sejak pelimpahan wewenang pengurusan 

Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium dari PT. DUTA ADHIPUTRA ke 

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (PPRS 

TKC), TELAH D I LAKUKAN PEMBA YARAN, kepada PENGURUS Perhimpunan 
Penghuni Rufttsh Susun Taman Kemayoran Condominium (PPRS TKC) 

yang PERTAMA diteruskan kepada PENGURUS yang KEDUA lalu dilanjutkan 

kepada PENGURUS yang KETIGA yaitu ACHMAD WIDJAYA (Penggug2t)}

31. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat Tidak 

Pernah Melaksanakan kewajiban pembayaran atas BPS (Biaya Pengelolaan 

Sarana), listrik dan air atas unit-unit satuan Rumah Susun TKC. Berdasarkan bukti- 

bukti yang ada pada Tergugat, dapat dibuktikan secara fakta hukum bahwa atas 

unit-unit satuan Rumah Susun TKC sebagaimana BUKTI T-l;T-2;T-3;T-4; dan T-5, 

adalah MIUK DARI PIHAK KETIGA, dan Para Pemilik Unit-unit tersebut telah 

melaksanakan kewajibannya melakukan Pembayaran BPS, LISTRIK dan AIR PAM 

kepada Pihak Pengelola Cq PPRS dan pembayaran tersebut TELAH DITERIMA oleh 

PPRS;--------- (Bukti T-33;T-34;T-35;T-36;T-37)
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32. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke-7 dan

poin ke -  8, yang intinya menyatakan bahwa tunggakan BPS, listrik dan air yang 

belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat untuk 33 unit rumah susun 

SEJAK bulan NOPEMBER 2002 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2007 

adalah sebesar Rp. 1.011.266.740 (satu milyar sebelas juta dua ratus enam puluh 

enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), karena sebagaimana bukti-bukti 

tersebut di atas jelas TERGUGAT BUKANLAH PEMILIK ATAU PENGHUNI, 

mengapa tunggakan yang menjadi tanggung jawab orang lain / pihak 

ketiga di bebankan kepada Tergugat untuk membayarnya.........?

33. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin ke 9, dan ke - 10 di dalam 

surat gugatannya, yang intinya menyatakan tergugat telah latai dan telah 

melakukan wanprestasi serta menunjukkan ketidak adilan dan arogansi tergugat 

bagi penghuni lain;

34. Bahwa Penggugat telah keliru, terlalu berlebihan dan mengada-ada tanpa 

melihat dan tanpa mengecek lagi pembukuan / arsip setiap pembayaran yang 

ada di kantornya dari setiap penghuni TKC termasuk Tergugat selaku develover, 

dan menurut hemat Tergugat, tanda bukti HAK KEPEMILIKAN ATAS SATUAN 

RUMAH SUSUN yang dibuktikan dengan sertifikat tersebut diatas adalah 

merupakan suatu bukti, bahwa tunggakan yang di dalilkan oleh Penggugat bukan 

menjadi tanggung jawab dari Tergugat;

35. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan terlalu berlebihan dalil Penggugat di 

dalam gugatannya pada poin ke -11 dan ke -15, adapun pada pcin ke - 11 yang 

intinya menyatakan bahwa:

11.1. Total tunggakan tahun 2002 sebesar Rp. 30.297.588,-

11.2. Total tunggakan tahun 2003sebesar Rp. 184.879.180, -

11.3. Total tunggakan tahun 2004 sebesar Rp. 187.839.075,-

11.4. Total tunggakan tahun 2005sebesar Rp. 189.472.009,-

11.5. Total tunggakan tahun 2006sebesar Rp. 204.315.781,-

11.6. Total tunggakan tahun 2007sebesar Rp. 170.103.733

Total Rp. 966.907.366,’

Bahwa dalil Penggugat Konpensi tersebut diatas adalah TIDAK BERDASAR dan 

merupakan DALIL YANG MENYESATKAN, karena tanpa menguraikan dan 

memperinci tunggakan apa saja dan berapa nilai masing-masing tunggakan, yang
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entah dari mana langsung muncul dan menyebutkan tunggakan pertahun, mulai 

dari tahun 2002 s/d 2007, hal Ini sungguh aneh tapi nyata;

Bahwa atas dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada poin ke - 11 timbul 

pertanyaan;

a. apakah tunggakan tersebut di bayar hanya setiap tahun sekali

ataukan setiap bulan berjalan......?

b. atas tunggakan apa sajakah masing -masing jumlah nilai tunggakan

pertahun tersebut... ?

c. Kalau memang merupakan dari beberapa tunggakan, maka

berapakah nilai masing-masing dari tunggakan....?

d. Apakah benar jumlah dari nilai tunggakan tersebut....?

e. Apakah benar nilai tunggakan tersebut adalah tunggakan

tergugat... ?

Bahwa atas dalil Penggugat pada poin ke -  11 yang tidak berdasar tersebut, 

selanjutnya Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya yang 

menyatakan bahwa total tunggakan Tergugat dari bulan Nopember 2002 sampai 

bulan oktober 2007 adalah sebesar Rp. 1.011.26.740,-, dan berapa masing- 

masing nilai tunggakan;

Bahwa perlu yang mulia majelis hakim ketahui dan mari kita buktikan bersama, 

bahwa nilai tunggakan sebagaimana yang di sebutkan oleh Penggugat sebesar Rp.

1.011.26.740,- ini adalah terlalu mengada-ada, karena apabila kita hitung 

bersama, dalil Penggugat pada poin ke -  11 TIDAK ADA TOTAL sebesar Rp.

1.011.26.740,-, dan jika kita hitung / jumlahkan bersama, maka jumlah dari nilai 

yang disebutkan adalah sebesar Rp. 966.907.366,- (ini hanyalah sebagai 

bukti bahwa dalam pengnitunganpun Penggugat telah LALAI dan 

KELIRU), faktanya dalam hal penghitungan selisih satu angkapun maka nilainya 

akan SALAH BESAR dan bahkan berakibat FATAL» dan dalil Penggugat Konpensi 

tersebut diatas adalah tidak berdasarkan hukum dan merupakan dalil yang 

menyesatkan, karena secara fakta hukum gugatan Penggugat adalah CACAT 

HUKUM, yang menyebabkan Gugatan Penggugat tersebut termasuk penghitungan 

bunga atas Perhitungan Nilai yang salah, secara otomatis juga mengandung 

CACAT HUKUM. Dan menurut ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang 

berlaku, Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan DITOLAK;

36. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada poin ke-12, 

yang menyatakan bahwa "tergugat tetap tidak membayar tunggakan tersebut".
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Tentunya secara yuridis, adalah suatu hal yang tidak mungkin Tergugat bersedia 

membayar tunggakan tagihan yang bukan menjadi tanggung jawab Tergugat 

Karena unit-unit rumah susun sebagaimana yang di dalilkan tersebut adalah 

BUKAN MILIK TERGUGAT, tetapi MIUK PIHAK KETIGA. Dan secara fakta 

hukumpun tunggakan-tunggakan tersebut menjadi tanggung jawab pihak ketiga 

dan bukan menjadi tanggung jawab Tergugat;

37. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak tuntutan Provisi Penggugat, yang intinya 

menyatakan:

maka dengan ini kami mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

memerintahkan kepada Perhimpunan penghuni Rumah Susun /  PPRS 
Taman Kemayoran Condominium (Penggugat) atau suatu badan 
pengelola yang di tunjuk oieh Penggugat untuk segera dan seketika 
mencabut dan atau memutuskan semua fasilitas iain yang d i gunakan 

dalam unit-unit mffik Tergugat di Rumah Susun Taman Kemayoran 

Condominium sampai semua kewajiban Tergugat di Bayar lunas";

Bahwa tuntutan provisi tergugat tersebut hanya kedok belaka, karena tanpa 

sepengetahuan Tergugat, Penggugat telah melakukan perbuatan 

sewenang-wenang terhadap fasilitas yang ada pada unit-unit rumah susun 

sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, yaitu telah melakukan pemutusan 

sambungan listrik (PLN) air (PAM) secara sepIhaK, yang sejak awal di kelola oleh 

PT. DUTA ADHIPUTRA fasilitas tersebut telah ada, yang akhirnya setelah di 

bentuk PPRSTKC pengelolaan ini di serahkan oleh Tergugat kepada PPRS TKC;

Bahwa tindakan Penggugat terhadap Tergugat dengan melakukan pemutusan 

sambungan listrik (PLN) air (PAM) secara sepihak, adalah merupakan perbuatan 

yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya 

merupakan suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

38. Bahwa Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana 

dalilnya pada poin 14 Surat Gugatan haruslah DITOLAK karena secara fakta hukum 

Gugatan Penggugat ini adalah menyangkut pengelolaan seperti Biaya Sarana 

Pengelolaan (BPS), listrik (PLN), air (PAM) dan bukan menyangkut sengketa 

kepemilikan hak atas unit-unit tersebut. Oleh karena itu sudah TIDAK 

SEPATUTNYA secara hukum Penggugat mengajukan Sita Jaminan dalam perkara 

ini;
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39. Bahwa selain itu, atas-unit-unit tersebut juga telah menjadi milik pihak ketiga 

sebagaimana yang di buktikan dengan sertifikat hak. milik atas satuan rumah susun 

dan bukan milik Tergugat;

40. Bahwa Tergugat menolak dalil penggugat pada poin 16 dan ke -  17, karena tidak 

berdasarkan hukum;

41. Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh isi amar tuntutan Penggugat yang 

tidak berdasarkan tersebut, karena di dasari oleh gugatan yang CACAT HUKUM, 

yang menyebabkan Gugatan Penggugat tersebut secara otomatis juga 

mengandung CACAT HUKUM;

42. Bahwa dalil Petitum yang dimohonkan Penggugat Konpensi sebagaimana tersebut 

diatas adalah tidak berdasar dan KABUR (Obscuur Libel) yang menyebabkan 

Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima demi hukum;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat 

HARUSLAH DITOLAK seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT 

DITERIMA dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak didasari oleh dasar hukum dan tidak 

didukung oleh alat-alat bukti surat maupun bukti lainnya dalam perkara ini, maka sudah 

sepatutnya Gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini, dan Tuntutan Provisi 

Penggugat haruslah ditolak seluruhnya demi hukum. Dan selanjutnya Tergugat 

MENOLAK dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa berdasarkan uraian dan Alasan yuridis tersebut diatas, selanjutnya Tergugat 

mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan 

sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

3. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan 
dalam perkara ini;

4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel);
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5. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI: 

DALAM POKOK PERKARA:
1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Majelis Hakim Yang kami Muliakan;

Berdasarkan Jawaban kami dalam Eksepsi dan Pokok Perkara dalam Konpensi 

sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas, dan dalam perkara ini terdapat adanya tindakan- 

tindakan Penggugat dalam Konpensi yang nyata-nyata telah merugikan kepentingan 

Tergugat dalam Konpensi, maka selanjutnya Tergugat Konpensi akan mengajukan 

Gugata REKONPENSI berdasarkan dalil-dalil yuridis sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa segala sesuatu dalil yang telah Penggugat Rekonpensi kemukakan dalam 

Eksepsi maupun Jawaban dalam Konpensi, mohon agar dijadikan sebagai satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Rekonpensi ini;

2. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonpensi kemukakan dalam 

jawaban Konpensi, bahwa sebelum Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun 

Taman Kemayoran Condominium (PPRS TKC) berada di bawah pimpinan Tergugat 

Rekonpensi (Pengurus PPRS periode ke*in), sebelumnya Pengurus Perhimpunan 

Penghuni Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (PPRS TKC) Periode ke-I, 

PENGURUS PERTAMA (dari sejak Periode Tahun 2001 s/d Tahun 2003) 

dibawah pimpinan alm. Bapak Brigjend. Sutan Iskandar, SH. selaku ketua 

PPRS TKC, secara fakta hukum telah dibuat kesepakatan dalam Rapat Umum pada 

waktu Itu antara PT. Duta Adhiputra dengan Pengurus PPRS TKC Periode yang Ke-I 

(pertama), telah disepakati dan berlaku serta diterapkan pada saat 

kepengurusan tersebut; bahwa terhadap Unit-unit rumah susun PT. Duta 

Adhiputra yang belum laku terjual atau yang belum di sewakan atau yang belum 

beralih kepada pihak lain atau terhadap unit-unit yang masih kosong, PT. Duta 

Adhiputra selaku developer hanya dibebani kewajiban membayar biaya 

Perbaikan Sarana (BPS) sebesar 10 % (sepuluh persen), dan apabila sudah 

terjual barulah atas unit-unit tersebut diwajibkan membayar BPS sebesar 100 %
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(seratus persen) yang dibebani kepada pemilik, dan bukan lagi menjadi beban

tanggung jawab dari PT. Duta Adhiputra (Penggugat Rekonpensi);
N

3. Bahwa kesepakatan mengenai pembayaran biaya Perbaikan Sarana (BPS) 

sebesar 10 % (sepuluh persen), Pembayaran listrik (PLN), air (PAM) sesuai 

dengan pemakaian / abodemen TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN OLEH 

PENGGUGAT REKONPENSI mulai dari Pengurus pertama (Bapak Brigjend. Sutan 

Iskandar, SH.), hal ini terus berlanjut kepada PENGURUS KEDUA (dari sejak 

periode Tahun 2003 s/d tahun 2006) dibawah pimpinan Bapak H. ST. 

Soekamotomo selaku ketua PPRS TKC periode ke - D, dan pembayaran sebesar 

10 % (sepuluh persen) ini tetap berjalan tanpa ada tegoran, dan di sepakati 

serta diterima dengan baik oleh pengurus yang kedua PPRS TKC tersebut;

4. Bahwa mekanisme pembayaran BPS sebesar 10 % (sepuluh persen) atas unit- 

unit PT. Duta Adhiputra yang masih kosong dan atau belum teijual, adalah telah 

disetujui oleh Pengurus PPRS periode ke-I (Pertama), dlmana pembayaran BPS 

10 % (sepuluh persen) yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut, 

telah diterima dengan baik oleh Pengurus PPRS periode ke-I, dan mekanisme 

pembayaran tersebut dilanjutkan oleh Pengurus PPRS Periode ke-II, dan selalu 

diterima dengan baik tanpa ada komplain / keberatan dari Pengurus PPRS;

5. Bahwa secara fakta hukum dengan diterimanya pembayaran BPS sebesar 10 % 

(sepuluh persen) atas unit-unit PT. Duta Adhiputra yang masih kosong / belum 

terjual tersebut oleh Pengurus PPRS Periode I (Tahun 2001 s/d Tshun 2003), 

dan kemudian dilanjutkan oleh pengurus Periode ke-n (Tahun 2003 s/d Tahun 

2006), adalah merupakan suatu kesepakatan yng telah berjalan dan terlaksana 

dari sejak tahun 2001 s/d Tahun 2006 (selama 6 tahun), dan merupakan 

kesepakatan management (kepengurusan) periode Pengurus ke-I dan Pengurus 

ke-II. Oleh karena itu penerapan pengenaan pembayaran BPS sebesar 10 % 

(sepuluh persen) adalah merupakan ketentuan tetap yang diberlakukan oleh 

Pengurus PPRS pada waktu itu. Maka ketentuan yang dibuat dan diterapkan oleh 

Pengurus PPRS ke-I dan pengurus PPRS ke-n terhadap Penggugat Rekonpensi 

adalah SAH SECARA HUKUM.

6. Bahwa tugas dan tanggung jawab Tergugat Rekonpensl/Penggugat Konpensi 

selaku Pengurus PPRS Periode ke-III, hanyalah sebatas periode 

kepengurusannya yaitu sejak tahun 2006 s/d sekarang). Oleh karena Tergugat 

Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak mempunyai kewenangan secara hukum 

untuk mengkritisi dan atau merubah ketentuan yang sudah diberlakukan dan
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diterapkan oleh Pengurus-pengurus PPRS TKC sebelumnya (Pengurus PPRS 

Periode ke-I dan Pengurus Periode ke-II). Bahkan selaku Pengurus baru, 

seharusnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat KonpensI TETAP MENGIKUTI 

kebijakan dari Pengurus Lama (Pengurus Sebelumnya), yang jelas-jelas telah 

berjalan secara kondusif dan TIDAK TERDAPAT ADANYA UNSUR KERUGIAN bagi 

PPRS TKC;

7. Bahwa pembayaran biaya Perbaikan Sarana (BPS) sebesar 10% (sepuluh 
persen), Pembayaran listrik (PLN), air (PAM) sesuai dengan pemakaian /  

abodemen TELAH DILAKSANAKAN oleh Penggugat Rekonpensi tanpa ada 

tunggakan dalam bentuk apapun juga, dan telah diterima oleh Pengurus 

sebelumnya (Pengurus I (Pertama); Pengurus n  (Kedua) dan dilanjutkan oleh 

Pengurus m (Ketiga) yaitu Sdr. Achmad Widjaya (Tergugat 

Rekonpensi/Penggugat Konpensi). Hal ini dapat kami buktikan dengan 

bukti pembayaran yang selama ini terus berjalan dan diterima oteh Pengurus- 

pengurus Periode sebelumnya serta oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat 

Konpensi sebagaimana bukti kwitansi tandaterima resmi yang dikeluarkan oleh 

Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

8. Bahwa adalah suatu hal kewajaran menurut hukum dan yang berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat/sosial, bahwa terhadap Biaya Perbaikan Sarana (BPS) 

sepantasnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selaku Pihak 

Pengembang/Developer, HANYA DIBEBANI BIAYA 10% (Sepuluh persen) bagi 

unit-unit yang belum teijual, yang belum dikontrakkan atau yang belum 

ditempati. Sungguh suatu hal yang tidak wajar apabila terhadap unit-unit 

tersebut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dibebani untuk membayar 

biaya BPS secara penuh (100%). Hal ini dengan pertimbangan karena unit-unit 

tersebut TIDAK TERPAKAI atau TIDAK BERPENGHUNI atau MASIH DALAM 

KEADAAN KOSONG. Karena secara umum pengenaan biaya BPS adalah hanya 

dibebankan kepada Para Pemakai dan atau Pemilik dari Unit-unit tersebut, dan 

bukan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selaku 

Pengembang/Developer;

9. Bahwa oleh karena itu maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan SAH 

PEMBAYARAN yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi 

atas Biaya Perbaikan Sarana (BPS) sebesarlO%, yang telah dibayar dan diterima 

baik oleh Pengurus PPRS TKC Periode I (Pertama) dan Periode n  (Kedua) 

maupun Periode IH (Ketiga) dalam kepengurusan Tergugat Rekonpensi/ 

Pengugat Konpensi;
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10. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang

mewajibkan Penggugat Rekonpens/ untuk membayar biaya BPS dengan nilai 

sebesar 100% (seratus) persen, adalah dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan 

MELAWAN HUKUM, karena tindakan tersebut telah bertentangan dan bertolak

belakang dengan Keputusan dan atau Kesepakatan yang dibuat dan

diterapkan/dijalankan oleh Pengurus PPRS TKC dari periode Pertama, Kedua 

(Kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2006). Dan tindakan 

Pembebanan biaya 100% (seratus persen) tersebut sangat memberatkan 

Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, karena unit-unit yang masih berada 

dibawah penguasaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, adalah unit-unit 

yang BELUM LAKU TERJUAL atau BELUM DISEWA/DIKONTRAKAN dan atau 

BELUM DIHUNI/BELUM BERPENGHUNI.

11. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi 

adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan cara membebankan 

Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya BPS 100% 

(seratu s persen) dan TIDAK BERSEDIA MENERIMA Pembayaran BPS 10% dari 

Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Maka untuk menjamin keabsahan 

Pembayaran BPS sebesar 10% (sepuluh persen) oleh Penggugat 

Rekonpensi/Tergugat Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat 

Konpensi, sudah sepatutnya sangatlah diperlukan adanya Putusan Majelis Hakim 

yang "Menghukum" Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk 

"Menerima Pembayaran BPS sebesar 10% (sepuluh persen) dari 

Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, sepanjang terhadap Unit-unit 

yang BELUM TERJUAL, BELUM DIKONTRAKAN, dan atau BELUM 

BERPENGHUNI/DITEMPATI;

12. Bahwa berawal dari adanya perselisihan antara Penggugat 

Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi /Penggugat 

Konpensi tentang pembebanan biaya BPS sebesar 10% yang selama ini telah 

dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi kepada Tergugat 

Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dengan cara MELAWAN HUKUM Tergugat 

Rekonpensi /Penggugat Konpensi telah melakukan TINDAKAN TIDAK TERPUJI 

dengan cara MENCABUT ALIRAN LISTRIK dan AIR PAM sejak bulan November 

2007 atas 1 (satu) buah unit Rumah Susun Wisma Aster, BI Lantai 4 Unit G/08 

yang berada dibawah penguasaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. 

Padahal secara fakta Hukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi TIDAK 

MEMILIKI TUNGGAKAN atas biaya abodemen dan pemakaian Ustrik dan AIR
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PAM tersebut, karena pembayaran tagihannya telah Penggugat Rekonpensi

bayarkan kepada Tergugat Rekonpensi;------ (Bukti PR-1)
\

13. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensl/Penggugat Konpensi yang secara 

sewenang-wenang telah MENCABUT sehingga Tidak dapat 

dipergunakan/dimanfaatkan sebagaimana mestinya atas ALIRAN LISTRIK PLN 

dan AIR PAM terhadap 1 (satu) unit Rusun milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat 

Konpensi, adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan telah 

menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi berupa kerugian Materiel 

karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi Telah Melakukan Pembayaran 

tetapi selama 3 (tiga) bulan terakhir ini TIDAK DAPAT MENIKMATI ALIRAN 

LISTRIK PLN dan AIR PAM tersebut Adapun kerugian Materiel Penggugat 

Rekonpensi atas tindakan Tergugat Rekonpensi sampai saat ini diperkirakan 

sebesar + Rp. 450.000,- x 3 bulan = Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima 

puluh ribu rupiah);

14. Bahwa Tergugat Rekonpensi TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN maupun 

HAK SECARA HUKUM untuk MENCABUT atau MENJADIKAN TIDAK DAPAT 

TERPAKAI LAGI aliran Listrik PLN dan Al RP AM pada Unit-unit yang berada 

dibawah penguasaan Pengugat Rekonpensi. Hal ini terbukti karena ALIRAN 

LISTRIK PLN dan AIRPAM tidak ada hubungan dan kaitannya dengan kasus 

sengketa aquo dan mengenai pembayaran tagihan serat abodemennya telah 

Penggugat Rekonpensi bayar langsung kepada Instansi yang bersangkutan. Oleh 

karena itu sudah sepatutnya pula Tergugat Rekonpensi dihukum dalam PROVISI 

untuk segera menyambung kembali Aliran Listrik PLN dan AIRPAM yang telah 

dicabut oleh Tergugat Rekonpensi;

15. Bahwa akibat tindakan Melawan Hukum Tergugat Rekonpensi tersebut, 

telah mengakibatkan pula Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian Moriel, 

karena selaku Pengembang/Peveloper yang telah membangun Taman 

Kemayoran Condominium tersebut, ternyata diperlakukan dengan cara TIDAK 

WAJAR, TIDAK SEPANTASNYA dan SEWENANG-WENANG oleh pihak PPRS 

Periode Ke-m (Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi). Kejadian ini telah 

mengakibatkan timbulnya Persepsi yang Negatif dan Reputasi yang buruk 

terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, baik dari Para 

Penghuni/Pemilik, maupun dari Para Relasi Bisnis Penggugat 

Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Kerugian Moriel tersebut sesungguhnya tidaklah 

terhingga akan tetapi apabila dinilai dengan uang, maka kerugian Moriel yang 

dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi akibat dari
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perbuatan/tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut adalah 

tidak kurang dari Nilai sebesar Rp.20.000.000.000.-(Duapuluh Milyar Rupiah);
%

16. Bahwa oleh karena Undakan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat 

Rekonpensi/Penggugat Konpensi terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat 

Konpensi, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian 

Moiiel, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensl DIHUKUM untuk membayar 

kerugian Moriel Penggugat Rekcnpensi akibat dari perbuatannya itu dengan nilai 

sebesar Rp.20.000.000.000.-(Duapuluh Milyar Rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin tidak sia-sianya Gugatan Penggugat Rekcnpensi / 

Tergugat Konpensi apabila Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan 

hukum yang Tetap dan Pasti (In Kracht Van Gewijsde), maka sudah sepantasnya 

Penggugat Rekcnpensi mengajukan agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir 

Beslag) atas Harta Milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi berupa:

a. 1 (Satu) Unit SATUAN RUMAH SUSUN yang terletak di Rumah Susun 

Taman Kemayoran Condominium, Wisma Ebony Lt. 12 unit C-03, milik 

Tergugat Rekonpensi, atas nama Sdr. ACHMAD WIDJAYA (Tergugat 

Rekonpensi);

b. 1 (Satu) Unit SATUAN RUMAH SUSUN yang terletak di Rumah Susun 

Taman Kemayoran Condominium, Wisma Ebony Lt 12 unit D-05, milik 

Tergugat Rekonpensi, atas nama Sdr. ACHMAP WIDJAYA (Tergugat 

Rekonpensi);

c. 1 (Satu) Unit SATUAN RUMAH SUSUN, yang terletak di Rumah Susun

Taman Kemayoran Condominium, Wisma Ebony Lt 10 unit D-05, milik 

Tergugat Rekonpensi, atas nama Sdr. POEDJI PURJANTO (Tergugat 
Rekonpensi;

18. Bahwa demi kepastian hukum, kiranya patut dihukum pula agar Tergugat

Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar 

Rp.5.000.000.-(Uma Juta Rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan 

dalam perkara ini;

19. Bahwa mengingat Gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada alasan yuridis dan 

dalil hukum yang didukung kebenarannya berdasarkan bukti-bukti otentik secara

L
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hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan 

Mengabulkan Gugatan rekonpensl Ini untuk seluruhnya;
%

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi dan 

awaban dalam Konpensi, maupun Rekonpensl, selanjutnya kami mohon Majelis hakim 

teng Mulia berkenan untuk memeriksa, mempertimbangkan serta memutus perkara Ini 

jengan Amar Putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

3. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan 

dalam perkara ini;

4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel);

5. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat 

Rekonpensi / Tergugat KonpensI untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menerima Pembayaran BPS sebesar 10% 

(Sepuluh Persen) dari Penggugat Rekonpensi sepanjang terhadap unit-unit yang 

belum teijual, atau yang belum dikontrakkan, dan atau yang belum berpenghuni;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar Kerugian 

Materiel yang dialami Pengugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar + Rp.
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3.000.000,- + 1.512..000,- = Rp. 4.512.000,- (empat juta lima ratus 12 ribu rupiah) 

sebagai Akibat Tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang telah 

memutuskan Aliran Ustrik PLN dan> AIR PAM sehingga tidak dapat terpakai lagi, 

secara tunai dan seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap dan pasti;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar Kerugian 

Moriel yang dialami Pengugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar 

Rp.20.000.000.000.-(Duapuluh Milyar Rupiah) secara tunai dan seketika setelah 

perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar Uang 

Dwangsom sebesar Rp.5.000.000.- setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan 

isi putusan dalam perkara ini;

7. Menyatakan Sah dan berharga Peletakan Sita Jaminan atas:

a. 1 (Satu) Unit SATUAN RUMAH SUSUN yang terletak di Rumah Susun Taman 

Kemayoran Condominium, Wisma Ebony Lt 12 unit C-03, milik Tergugat 

Rekonpensi, atas nama Sdr. ACHMAD WIDJAYA (Tergugat Rekonpensi);

b. 1 (Satu) Unit SATUAN RUMAH SUSUN yang terletak di Rumah Susun Taman 

Kemayoran Condominium, Wisma Ebony Lt 12 unit D-05, milik Tergugat 

Rekonpensi, atas nama Sdr. ACHMAD WIDJAYA (Tergugat Rekonpensi);

c. 1 (Satu) Unit SATUAN RUMAH SUSUN, yang terletak di Rumah Susun Taman 

Kemayoran Condominium, Wisma Ebony Lt 10 unit D-05, milik Tergugat 

Rekonpensi, atas nama Sdr. POEDJIPUR3ANTO (Tergugat Rekonpensi);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

8. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar 
biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami selaku Pencari Keadilan MOHON 

MENDAPATKAN PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA BERDASARKAN HUKUM YANG BAIK 

(ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah 

mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2008;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan 

duplik secara tertulis pada tanggal 9 April 2008;
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Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil 

gugatannya telah mengajukan bukb' tertulis berupa foto copy surat-surat yang 

bermaterai cukup dan telah dicocokkan̂ Sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P-l s/d 

P-15 sebagal berikut:

1. Bukti P-l : Foto copy Anggaran Dasar (AD) PPRS TKC;

2. Bukti P-2 : Foto copy Anggaran Rumah Tangga (ART) PPRS TKC;

3. Bukti P-3 : Foto copy Balasan surat No.ll6/PPRS-JBG/IX/07 tertanggal 24

September 2007;

4. Bukti P-4 : Foto copy perindan tunggakan DAP periode April 2004 s/d Juli 2007 ;

5. Bukti P-13 : Foto copy Surat peringatan ketiga 2 Oktober 2007 ;

6. Bukti P-14 : Foto copy Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh Aswin Mulia

(selaku Pengawas PPRS-TKC pada waktu itu), tertanggal 30 April 2004;

7. Bukti P-15 : Foto copy Surat persetujuan yang ditandatangani oleh PIETER PURBA

tertanggal 03 Juli 2006, seolah-olah ia PIETER PURBA bertindak sebagai 

Bendahara PPRS TKC, padahal pada tanggal tersebut PIETER PURBA 

belum diangkat menjadi Bendahara PPRS TKC; '

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil 

Jawabannya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang 

bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T-l 

s/d T -23 dan PR-1 s/d PR-13 dan Bukti Tambahan T-6 s/d T - ll sebagai berikut:

BUKTI TERGUGAT:

1. BUKTI T -  1 : Foto copy SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

No. 2925/XV/B, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta 

Pusat, dengan luas 158.83M2, atas nama DANA PENSIUNAN 

PERKEBUNAN,;

2. BUKTI T -  2 : Foto copy SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

No. 3137/XII/D, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta

Pusat, dengan luas 90,14M2, atas nama DANA PENSIUNAN 

PERKEBUNAN,;

3. BUKTI T -  3 : Foto copy SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

No. 3153/XV/D, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta 

Pusat, dengan luas 76,45M2, atas nama DANA PENSIUNAN 

PERKEBUNAN,;

Analisa kasus..., Henny, FH UI, 2009



BUKTI T

BUKTI T

BUKTI T

BUKTI T -

BUKTI T  -

BUKTI T -

- 4 : Foto copy SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN 

No. 3099/VI/D,̂  Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta 

Pusat, dengan luas 76,45M2, atas nama DANA PENSIUNAN 

PERKEBUNAN,;

5 : Foto copy SERT1FMT KWC WKIK ATAS SAWAN RUMAH SUSUN

No. 2936/I/C, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, 3aVaita 

Pusat, dengan luas 90,14 M2, atas nama DANA PENSIUNAN 

PERKEBUNAN,;

6 : Foto copy Akta Jual Beli untuk Satuan Rumah Susun Taman

Kemayoran, Nomor : 24/ Kemayoran/2002, antara PT. Duta 

Adhiputra yang dalam hal ini di wakili oleh Sdr. Thonnius Max 

Wagannia, selaku pihak pertama dengan sdr. Bemny 

Kolondang, selaku pihak kedua ;

7 : Foto copy Akta Jual Beli untuk Satuan Rumah Susun Taman

Kemayoran, Nomor : 104/2003, antara PT. Duta Adhiputra 

yang dalam hal ini di wakili oleh sdr. Thonnius Max Wagannia 

selaku pihak pertama dengan sdr. FENNY WIDJAYA selaku pihak 
kedua ;

8 : Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk Satuan Rumah Susun

Taman Kemayoran, Nomor : 80, antara PT. Duta Adhiputra 

yang dalam hal ini di wakili oleh IR. Hindro Tjahjono Soemardjan 

dan IR. Seno Margcno selaku pihak pertama dengan sdr. Leo 

Sudibyo, selaku pihak kedua ;

9 : Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun

Taman Kemayoran, Nomor : 57, antara PT. Duta Adhiputra yang 

dalam hal ini di wakili oleh IR. Hindro Tjahjono Soemardjan dan 

IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan sdr. Lucia Kanda 

Suhardi selaku pihak kedua ;

.0 : Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun 

Taman Kemayoran, Nomor : 210, antara PT. Duta Adhiputra 

yang dalam hal ini di wakili oleh IR. Hindro Tjahjono Soemardjan 

dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan sdr. 
Sunyoto Chandra;
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BUKTI T

BUKTI T -

BUKTI T -

BUKT1 T -

BUKTI T -

BUKTI T -

■ IX : Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun 

Taman Kemayoran, Nomor: 37, antara PT. Duta Adhiputra yang 

dalam hal Ini df:wakili oleh IR. Hindro Tjahjono Soemardjan dan 

IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan sdr. Insinyur 

Kiming Marsono, selaku pihak kedua;

12 : Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun

Taman Kemayoran, Nomor: 37, antara PT. Duta Adhiputra yang 

dalam hal ini di wakili oleh IR. Hindro Tjahjono Soemardjan dan 

IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan sdr. Insinyur 

Kiming Marsono, selaku pihak kedua;

13 : Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun

Taman Kemayoran, Nomor : 110, antara PT. Duta Adhiputra 

yang dalam hal ini di wakili oleh IR. Hindro Tjahjono Soemardjan 

dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan Ny. Maria 

Sllva Gunawan Susilo;

14 : Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun

Taman Kemayoran, Nomor : 235, antara PT. Duta Adhiputra 

yang di wakili oleh IR. Hindro Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno 

Margono selaku pihak pertama dengan sdr. Robby Hutajulu,

selaku pihak kedua;

15 . Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun

Taman Kemayoran, Nomor: 62, antara PT. Duta Adhiputra yang 

dalam hal ini di wakili oleh IR. Hindro Tjahjono Soemardjan dan 

IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan sdr. Djuandi, 
selaku pihak kedua;

16 . Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun

Taman Kemayoran, Nomor : 258, antara PT. Duta Adhiputra 

yang di wakili oleh IR. Hindro Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno 

Margono selaku pihak pertama dengan sdr. Lukas Sempuno, 
selaku pihak kedua;

17 : Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun

Taman Kemayoran, Nomor: 151, antara PT.Duta Adhiputra yang 

di wakili oleh IR. Hindro Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno
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BUKTI

BUKTI T

BUKTI T

BUKTI T

BUKU T

Margono selaku pihak pertama dengan sdr. Simon Tan Tiong 

Hoo selaku pihak kedua ;

-  18 : Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun

Taman Kemayoran, Nomor : 62, antara PT. Duta Adhiputra yang 

di wakili oleh IR. Hindro Tjahjono Soemardjan dan 1R. Seno 

Margono selaku pihak pertama dengan sdr. Bartolomeus Saleh, 

selaku pihak kedua ;

-  19 : Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun

Taman Kemayoran, Nomor: 44, antara PT. Duta Adhiputra yang 

dalam hal ini di wakili oleh IR. Hindro Tjahjono Soemardjan dan 

IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan sdr. Djoni, 

selaku pihak kedua;

-  20 : Foto copy Akta Pengikatan 'Jual Beli untuk satuan Rumah Susun

Taman Kemayoran, Nomor : 136, antara PT. Duta Adhiputra 

yang di wakili oleh IR. Hindro Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno 

Margono selaku pihak pertama dengan Nyonya Tjhin Thai Mei, 

selaku pihak kedua ;

-  21 : Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun

Taman Kemayoran, Nomor : 194, antara PT. Duta Adhiputra 

yang dalam hal ini di wakili oleh IR. Hindro Tjahjono Soemardjan 

dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan Nona Sheila 

Kadir, selaku pihak kedlia i

- 22 : Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun

Taman Kemayoran, Nomor : 270, antara PT. Duta Adhiputra 

yang dalam hal ini di wakili oleh IR. Hindro Tjahjono Soemardjan 

dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan Arun 

Purshotam Mahtani dan Melwani Bhagwan Bherumal, bertindak 

untuk dan atas nama PT. Dharma Hastipura, selaku pihak 
kedua ;
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23. BUKTI T -  23 : Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun 

Taman Kemayoran, Nomor: 4, antara PT. Duta Adhiputra yang 

dalam hal Ini dkwakill oleh IR. Hindro Tjahjono Soemardjan dan 

IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan sdr. Harun Adi, 

selaku pihak kedua;

BUKTI DALAM REKONPENSI:

1. BUKTI PR -  1 : Foto copy SURAT KETERANGAN dart Perhimpunan Penghuni

Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (Penggugat 

Konpensi / Tergugat Rekonpensi), tertanggal 10 Maret 2008 ;

2. BUKTI PR -  2 : Foto copy SURAT KETERANGAN dari Perhimpunan Penghuni

Rumah Susun-Taman Kemayoran Condominium (Penggugat 

Konpensi / Tergugat Rekonpensi), tertanggal 10 Maret 2008 ;

3. BUKTI PR -  3 : Foto copy SURAT KETERANGAN dari Perhimpunan Penghuni

Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (Penggugat 

Konpensi / Tergugat Rekonpensi), tertanggal 10 Maret 2008,

4. BUKTI PR -  4 : Foto copy SURAT KETERANGAN dari Perhimpunan Penghuni

Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (Penggugat 

Konpensi / Tergugat Rekonpensi), tertanggal 11 Maret 2008 ;

5. BUKTI PR -  5 : Foto copy SURAT KETERANGAN dari Perhimpunan Penghuni

Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (Penggugat 

Konpensi / Tergugat Rekonpensi), tertanggal 11 Maret 2C08 ;

6. BUKTI PR -  6 : Foto copy SURAT KETERANGAN dari Perhimpunan Penghuni

Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (Penggugat 

Konpensi / Tergugat Rekonpensi), tertanggal 10 Maret 2008;

7. BUKTI PR -  7 : Foto copy SURAT KETERANGAN dari Perhimpunan Penghuni

Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (Penggugat 

Konpensi / Tergugat Rekonpensi), tertanggal 11 Maret 2008 ;

8. BUKTI PR -  8 : Foto copy SURAT KETERANGAN dari Perhimpunan Penghuni

Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (Penggugat 

Konpensi / Tergugat Rekonpensi), tertanggal 10 Maret 2008 ;

Analisa kasus..., Henny, FH UI, 2009



9. BUKTI PR -  9 ;

10. BUKTI PR -  10

11. BUKTI PR -  11

12. BUKTI PR -  12 :

O

13. BUKTI PR -  13 :

BUKTI TAMBAHAN

1. BUKTI T - 6 :

2. BUKTI T - 7 :

Foto copy SURAT KETERANGAN dari Perhimpunan Penghuni 

Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (Penggugat 

Konpensi / Tergugat Rekonpensi), tertanggal 11 Maret 2008,

Foto copy SURAT KETERANGAN dari Perhimpunan Penghuni 

Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (Penggugat 

Konpensi / Tergugat Rekonpensi), tertanggal 10 Maret 2008

Foto copy SURAT KETERANGAN dari Perhimpunan Penghuni 

Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (Penggugat 

Konpensi / Tergugat Rekonpensi), tertanggal 11 Maret 

2008;

Foto copy SURAT KETERANGAN dari Perhimpunan Penghuni 

Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium 

(Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi), tertanggal 10 

Maret 2008 ;

Foto copy SURAT KETERANGAN dari Perhimpunan Penghuni 

Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium 

(Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi), tertanggal 11 

Maret 2008 ;

Fcto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah 

Susun Taman Kemayoran, Nomor : 43, antara PT. Duta 

Adhiputra yang diwakili oleh IR. Hindro Tjahjono Soemardjan 

dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan sdr. 

Ferryanto Gunawan, selaku pihak kedua,

Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah 

Susun Taman Kemayoran, Nomor : 44, antara PT. Duta 

Adhiputra yang di wakili oleh IR. Hindro Tjahjono Soemardjan 

dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan sdr. 

Ferryanto Gunawan, selaku pihak kedua ;
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Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah 

Susun Taman Kemayoran, Nomor : 163, antara PT. Duta 

Adhiputra yang dalam hal ini di wakili oleh 1R. Hindro Tjahjono 

Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama 

dengan Nyonya Winny Muliati, selaku pihak kedua ;

4. BUKTI T -9 Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah 

Susqn Taman Kemayoran, Nomor s 2, antara PT. Duta 

Adhiputra yang dalam hal ini di wakili oleh IR. Hindro Tjahjono 

Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama 

dengan Nona Retno Irianti_Dahlan Putri, selaku pihak 

kedua;

5. BUICTI T -10 : Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah 

Susun Taman Kemayoran, Nomor : 16, antara PT. Duta 

Adhiputra yang dalam hal Ini di wakili oleh IR. Hindro Tjahjono 

Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama 

dengan sdr. Ir. Sugiono.Nusalim, selaku pihak kedua ;

6. BUKTI T -  11 : Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah 

Susun Taman Kemayoran, Nomor : 14, antara PT. Duta 

Adhiputra yang di wakili oleh IR. Hindro Tjahjono Soemardjan 

dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan Sdr. 

Ema Karmanti, SE, selaku pihak kedua ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada 

tangga) 14 Mei 2008;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya 

menunjuk pada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksusd dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut dimuka;

Analisa kasus..., Henny, FH UI, 2009



DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang,. bahwa terhadap gugatan Pengugat, pihak Tergugat mengajukan 

eksepsi yang didasarkan pada alasan-alasan :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak/kurang partai, sebab Penggugat selaku 

Developer/pemilik sementara atas Rumah Susun Taman Kemayoran 

Condomonium telah menjual seluruhnya kepada pihak ketiga atas dasar Akta 

Jual Beli T-l s/d T-31 dengan demikian Tergugat bukan lagi sebagai pemilik 

atas obyek sengketa a quo ;

2. Gugatan Penggugat salah subyek hukum, seharusnya gugatan diajukan kepada 

pihak ketiga selaku pemilik atas obyek sengketa ;

3. Bahwa Penggugat secara hukum berdasarkan ketentuan AD/ART PPRS TKC 

tidak berwenang, tidak mempunyai kapasitas/ hak untuk melakukan 

pemugngutan iuran pengelolaan di rumah susun TKC, karena merupakan 

tugas dan kewenangan dari Badan Pengelola Rumah Susun Taman 

Kemayoran Condomonium ;

4. Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (obcuur libels) dan salah tentang nilai 

materiilnya;

5. Gugatan Penggugat tidak didasari oleh dasar hukum dan tidak didukung 

dengan bukti-bukti yang kuat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus 

dinyatakan ditolak atau setlak-tldaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi 
dalam Repliknya tertanggal 26 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh pihak 

Tergugat mengajukan eksepsi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa hakekat kewenang pihak Tergugat untuk mengajukan eksepsi adalah 

didasarkan adanya suatu fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentutan 

pasal 136 HIR Yaitu yang menyangkut persoalan mengenai kewenangan mengadili 

maupun mengenai syarat formalitas gugatan, dengan demikian berarti alasan-alasan
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diluar hal tersebut harus dinilai dan dibuktikan bersama-sama dengan pokok 

perkaranya;
*% *

Bahwa mengenai alasan eksepsi poin 1 dan 2 Penggugat melalui deliknya pada 

halaman 2 mengakui secara tegas kebenaran eksepsi Tergugat, bahwa gugatannya 

memang kurang pihak dan ¿alah dalam penempatan subyek hukumnya, disamping 

itu Penggugat juga mengakui antara Penggugat (Perhimpunan Penghuni Rumah 

Susun Taman Kemayorann Condomonium) dengan Tergugat (PT.Duta Adhipura) 

tidak mempunyai hubungan hukum apapun;

Bahwa dengan pengakuan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatannya benar 

kurang pihak dan salah/keliru mengenai subyek hukum yang dijadikan Tergugat, 

serta penegasannya antara Penggugat dengan Tergugat a quo tidak ada hubungan 

hukum apapun, menurut Majelis Hakim pengakuan tersebut apabila dihubungkan 

dengan ketentuan pasal 1925 KUH Perdata, pasal 1926 KUH Perdata Jo. pasal 174 

HIR mempunyai konsekuensi hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat 

formil maupun syarat materiil suatu gugatan ;

Bahwa mengenai syarat formil dan syarat materiil suatu gugatan tidak secara tegas 

diatur dalam HIR, akan tetapi bila merujuk pada ketentuan pasal 8 Rv serta 

Yurisprudensi Tetap MA RI ditegaskan suatu gugatan harus memuat:

a. Subyek Hukum beserta identas para pihak yang lengkap;

b. Adanya hubungan hukum antara para pihak yang berperkara dengan 

obyek yang disengketakannya;
c. Adanya hubungan hukum antara posita atau fundamental petend! dengan 

petitum gugatannya;

d. Adanya petitum (tuntutan) primer maupuan subsidair;

- Bahwa apabila ada ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan pengakuan 

Penggugat menyatakan benar gugatannya adalah kurang pihak dan salah/keliru 

mengenai subyek hukum tergugatnya, serta penegasan antara Penggugat dengan 

pihak Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum berkaitan dengan obyek yang 

disengketakan, maka gugatan Penggugat mengandung cacat yurudis tidak 

memenuhi syarat formil maupun syarat materiil sahnya suatu gugatan, dengan 

demikian alasan eksepsi poin 1 dan 2 beralasan menurut hukum untuk diterima ;

- Bahwa oleh karena alasan eksepsi poin 1 dan 2 telah diterima, maka terhadap alasan 

eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebin lanjut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka 

Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat adalah patut 

beralasan menurut hukum untuk diterima, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus 

dinyatakan tidak dapat diterima ;,

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, berarti Penggugat 

berada dipihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara 
yang timbul ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap 

Gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara tidak perlu diertimbangkan lebih lanjut dan 

harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

DALAM REKOPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekopensi adalah 
seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konpensi dalam Pokok 

Perkara belum diperiksa dan dipertimbangkan akan tetapi harus dinyatakan Tidak Dapat 

Diterima, maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata gugatan Penggugat Rekonpensi 

harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Memperhatikan ketentuan pasal 1925 Jo. pasal 1926 KUH Perdata Jo. pasal 174

Yurisprudensi MA RI No.294/K/Sip/i971 serta peraturan perundangan- 
undangan lain yang bersangkutan ;

m e n g a d i l i

DALAM KONPENSI 

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat ;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar 
Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
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DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat' pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2008, dengan RENO LISTOWO, 

SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG RIYONO, SH.MH dan PANJI WIDAGDO, 

SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, 

tanggal 27 Mei 2008 diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang 

terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu 

MATIUS B. SmJRU, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan 

Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA M A JE L IS ,

1. SUGENG RIYONO, SH.MH

RENO LISTOWO, SH.MH

2. PANJI WIDAGDO, SH.MH

MATIUS B. srruRu, SH
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B iava-biava :

Materai...................................Rp. 6.000,-

Redaksi...................................Rp. SttOO,-

Panaailan.............................. Rp. 126.000.-

J u m l a h .............................Rp. 135.000,-
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